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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan Tinggi adalah lembaga yang mnyelenggarakan
pendidikan tinggi ditingkat lanjutan mulai pendidikan tingkat menengah.
Hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa Pendidikan
Tinggi adalah tingkat pendidikan setelah pendidikan menengah yang
meliputi program diploma, program sarjana (S1), program magister (S2),
program doctor (S3), program profesi, serta program spesialis, yang
dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang berdasar pada kebudayaan yg ada
di Indonesia. Sedangkan dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
menurut pasal 6 dan pasal 9 tentang Tridharma Perguruan Tinggi
merupakan tugas Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.*

Tridharma perguruan tinggi yang ke 3 yakni pengabdian kepada
masyarakat. Pengabdian masyarakat merupakan aktivitas yang bertujuan
untuk mendampingi dan membantu masyarakat di berbagai kegiatan tanpa
mendapatkan upah. Secara umum kegiatan ini disusun oleh semua
universitas yang ada di Indonesia untuk mengkontribusikan hal nyata
untuk masyarakat, terutamaberkaitan dengan penigkatan kesejahteraan dan
kemajuan negara.? Salah satu bentuk contoh pengabdian yaitu membantu
menyajikan jalan keluar permasalahan berdasarkan studi akademik atas
tantangan, kebutuhan, serta permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.
Seperti tantangan yang harus dihadapi saat ini tentang maraknya kasus

pelecehan atau kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak baik yang

!Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
(https://1ldikti8.ristekdikti.go.id

2Menristekdikti, Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan
Tinggi, (Jakarta Edisi X 2016), him. 4



https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://lldikti8.ristekdikti.go.id/

terjadi dilingkungan umum seperti masyarakat maupun dilingkungan
pendidikan sendiri. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Lembaga
Perguruan Tinggi sebagai wadah mendidik generasi muda menjadi bagian
anggota masyarakat yang mempunya skill akademik, keilmuan yang
mendalam serta membangun kesejahteraan dan kelestarian bangsa.

Lembaga pendidikan adalah sesuatu sarana yang sangat
berpengaruh dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Hal ini
berpengaruh terhadap perempuan dan anak sebagai pencetus dan penerus
generasi bangsa. Melalui pendidikan masyarakat diharapkan mampu
meningkatkan kesejahteraannya menjadi semakin baik. Akan tetapi tidak
semua setiap individu dalam masyarakat memiliki nasib yang baik, seperti
para korban pelecehan/kekerasan seksual.®

Pelecehan Seksual adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh
seseorang sehingga menyebabkan bahaya dan kerugian terhadap orang lain
(baik secara verbal maupun non verbal). Kekerasan memiliki bentuk
bermacam-macam diantaranya kekerasan seksual, kekerasan fisik,
kekerasan sosial dan kekerasan psikologi. Bentu kekerasan seksual salah
satunya seperti pencabulan dan perkosaan.*

Hasil dari data cacatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan
Terhadap Perempuan pada tahun 2020 di Indonesia terdapat 299.911
kasus. Dari sejumlah 8.234 kasus yang ditangani oleh Komisi Nasional
Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang paling mendominasi adalah
kasus tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yaitu sebanyak
79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat kekerasan terhadap istri sebanyak
50 % (3.221 kasus), kekerasan dalam hubungan percintaan sebanyak 20 %

(1.309 kasus), dan kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 15 %

SMuhammad Arifin. Hubungan Timbal Balik Pendidikan agama, Lingkungan Sekolah dan Orang
Tua Murid. (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2010), him. 14
4Abu Hurairah, Kekerasan Terhadap Anak. (Bandung: Nuasa Press, 2012), him. 20



(954 kasus), dan yang lainnya adalah kekerasan oleh mantan suami dan
kekerasan terhadap pembantu rumah tangga.®

Sedangkan kasus kekerasan bagi perempuan yang terjadi di ranah
public ada kurang lebih 1.731 kasus. Diantaranya kasus yang paling tinggi
adalah kasus kekerasan seksual yaitu sebanyak 962 kasus terdiri dari
tindakan pencabulan 166 kasus, pemerkosaan 229 kasus, pelecehan
seksual 181 kasus, persetubuhan ada 5 kasus dan sisanya adalah kasus
percobaan pemerkosaan. Lembaga kepolisian dan pengadilan masih
memakai istilah pencabulan karena menjadi dasar untuk menjerat pelaku
sebagaimana yang termaktub dalam pasal-pasal KUHPidana.

Di provensi Jawa Timur Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan kasus kekerasan
terhadap perempuan semakin meningkat selama tahun 2020 dengan
jumlah kasus 1.600 dan bertambah 1.887 kasus di tahun berikutnya. Kasus
tertinggi yaitu kekerasan seksual sebanyak 742 kasus (39,32%), kekerasan
fisik sebanyak 618 kasus (32,75%) dan kekerasan psikis sebanyak 532
kasus (28,19%).5 Berdasarkan data di Dinas Pemberdayaan Perlindungan
Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa
Timur salah satu kota penyumbang kasus kekerasan peremuan tertinggi di
Jawa Timur adalah Kabupaten Jember Tahun 2020 yaitu 2.010 kasus. Hal
ini karena besarnya jumlah pendudukan dan kualitas SDM yang rendah
seperti tingkat pendidikan dan ekonomi dalam keluarga. terdapat 112
kasus korban kekerasan seksual oleh orang terdekatnya dan masih banyak

kasus pelecehan atau kekerasan lain yang tidak terlaporkan.’

*National Commission On Violence Against Women, Catatan Tahunan Komnas Perempuan :
Lembar Fakta Dan Poin Kunci (Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan
Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Pandemic
Covid-19), Jakarta: 2021.

®Dadang kurnia, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Meningkat di Jatim, (Republika,
Jum’at 01 Januari 2021), diakses pada tanggal 30 September 2021 pukul 08:53 Wib

https://republika.co.id/berita/gm983w291/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-meningkatdi-

jatim
"Mohammad Hatta, Tren Kekerasan Seksual terhadap Anak di Jember Sejak 2018 Terus
Meningkat, (Factual News, Jember: 2020), diakses pada tanggal



Menigkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga
terjadi di Sulawesi Selatan salah satunya kota Makasar menjadi kota
penyumbang kasus terbanyak. Menurut Kepala UPT Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak Sulawesi Selatan secara nasional mencatat
tahun 2019 terdapat1.964 kasus, pada tahun 2020, jumlah kasus meningkat
menjadi 1.996 kasus. Dari jumlah kasus tersebut jenis kasus tertinggi yaitu
kekerasan seksual kemudian kekerasan psikis dan penelantaran.®

Maraknya Tindakan pelecehan dan kekerasan seksual bukan hanya
terjadi di tempat-tempat rawan, bahkan juga banyak terjadi di lingkungan
pendidikan, yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan berkeadilan
untuk menimba ilmu justru menjadi tempat yang rawan terjadinya
pelecehan dan kekerasan seksual. Komnas perempuan mencatat dari tahun
2012-2020 terdapat 45.069 kasus kekerasan seksual yang terjadi
dilingkungan pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan, kasus
kekerasan seksual terbanyak yaitu di Perguruan Tinggi.® Seperti kasus
pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini dinataranya
di beberapa kampus di Jawa Timur diantaranya di Universitas Negeri
Jember, Universitas Negeri Surabaya, UIN Malang, dan IAIN Kediri.

Strategi penangan kasus kekerasan/pelecehan seksual jika ingin
lebih efektif harus dimulai dari strategi pencegahan bukan hanya bersifat
penanganan terhadap korban, hal ini supaya dapat mengurangi terjadinya
korban berkelanjutan. Penegakan hukum menjadi faktor penting dalam

01 Oktober 2021 pukul 18:53 WIB

https://faktualnews.co/2020/06/26/tren kekerasan seksual terhadap anak di jember sejak-
2018-terus-meningkat/220821/

83alviah Ika Padmasari, Makassar, Pare-pare dan Gowa,
Terbanyak Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Sulawesi selatan, (merdea news, Sabtu,
20 Februari 2021 20:00), diskases pada tanggal 01 Oktober 2021 pukul 12:08 WIB
https://www.merdeka.com/peristiwa/makassar-parepare-dan-gowa-terbanyak-kasus-kekerasan-
perempuan-dan-anak-di-sulsel.html

oSiti Aminah Tardi,
Komnas Perempuan Bongkar Data Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, (Medcom
* 26 November 2021 21:41), diakses pada tanggal 02 Februari 2022 pukul 13:01 wib
https://video.medcom.id/medcom-nasional/4KZ2agqgK-komnas-perempuan-bongkar-data-
kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan


https://www.merdeka.com/reporter/salviah-ika-padmasari/

proses mengurangi angka kekerasan seksual. Namun peraturan terakait
kekesaran seksual yang ada di Indonesia masih terbagi dalam beberapa
produk hukum, belum terhimpun secara utuh, seperti dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Perlindungan
Anak, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga, serta Undang-Undang tentang Penghapusan Tindak Pidana
Perdagangan Orang. Maka dari itu, sangat dibutuhkan undang-undang
khusus yang mengatur tentang tindak kejahatan kekerasan seksual mulai
dari proses pencegahan, penangan, dan sanksi hokum yang tegas.
Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, Mengingat
selama ini peran Perguruan Tinggi belum optimal dalam membantu
pencegahan dan penanganan terjadinya kekerasan seksual. Maka peneliti
tertarik untuk mengkaji dan menggali lebih dalam tentang “Partisipasi dan
Strategi Perguruan Tinggi dalam Mencegah dan Menangani Kasus
Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di
Perguruan Tinggi Jawa Timur). Hal ini juga bisa dijadikan rujukan bagi
pemerintah untuk membuat kebijakan yang memberi ruang dan
mendorong lembaga pendidikan khususnya Perguruan Tinggi untuk ikut
berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan kekerasan seksual, seperti
menetapkan peraturan yang berisi tentang peran atau pertisipasi Perguruan

Tinggi dalam kegiatan tersebut.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini
hanya difokuskan pada 3 point penting:

1. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi Perguruan Tinggi di Jawa
Timur dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap
perempuan dan anak?

2. Bagaimana strategi Perguruan Tinggi di Jawa Timur dalam
mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap perempuan

dan anak?



3. Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat Perguruan
Tinggi di Jawa Timur dalam mencegah dan menangani kekerasan

seksual terhadap perempuan dan anak?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini
adalah untuk menganalisis dan mendeskrepsikan:

1. Bentuk-bentuk partisipasi Perguruan Tinggi di Jawa Timur dalam
mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap perempuan
dan anak.

2. Strategi Perguruan Tinggi di Jawa Timur dalam mencegah dan
menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

3. Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat partisipasi
Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Timur dalam mencegah dan

menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini. Diantaranya:

1. Bagi peneliti: Penelitian ini diharapkan dapat lebih
meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam melakukan
penelitian lanjutan serta mampu menjadi pembuka wacana
mengenai partisipasi perguruan tinggi negeri dalam mencegah
dan menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan
anak.

2. Bagi Perguruan Tinggi Negeri sebagai bahan masukan untuk
meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang
ke 3 yaitu pengabdian kepada masyarat secara optimal.

3. Bagi pemerintah bisa dijadikan rujukan untuk membuat
kebijakan yang memberi ruang dan mendorong lembaga
pendidikan  khususnya Perguruan Tinggi untuk ikut

berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan kekerasan seksual,



seperti menetapkan peraturan yang berisi tentang peran atau
pertisipasi perguruan tinggi dalam kegiatan tersebut. Serta
sebagai rujukan oleh pemerintah untuk membuat Undang-
Undang khusus tentang pencegahan kekerasan seksual.

4. Bagi Masyarakat: Hasil penelitian ini diiharapkan mampu
memberikan kontribusi bagi masyarakat untuk membantu
melindungi, menangani serta memberi pemahanan tentang
bagaimana cara mencegah dan melindungi diri dari kekerasan
seksual terlebih bagi perempuan dan anak. Serta membantu
melindungi dan mengurangi jumlah terjadinya kasus kekerasan

seksual.

E. Rencana Pembahasan
Agar dalam penelitian ini terarah dan memudahkan peneliti dalam
meneliti dan analisis hasil penelitian, maka peneliti memerlukan
sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB pertama, merupakan pendahuluan yang memaparkan hal-hal
yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang akan diteliti, untuk
kemudian dengan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai pangkal
menujuarah permasalahan, sehingga membawa kepada kejelasan dari
permasalahan tersebut yang tentunya sedikit banyak akan memberikan
kontribusi terhadap khasanah keilmuan terutama dalam hal pencegahan
dan penanganan kekerasan seksual.

BAB kedua, merupakan bab teoritis, yakni mendeskripsikan atau
memaparkan teori yang dipakai guna memperjelas benang merah yang
akan dibahas antara teori dan data hasil penelitian meliputi: deskripsi
konsep fungsi dan tujuan perguruan tingi, tentang kekerasan seksual
terhadap perempuan dan aturannya, bentuk-bentuk kekerasan seksual
serta meknisme dan strategi dalam pencegahan dan penanganan
kekerasan seksual baik menurut aturan maupun pedoman pencegahan

dan penanganan dalam perguruan tinggi.



BAB ketiga, memaparkan data dari hasil penelitian yang terdiri
dari: data-data bentuk partisispasi perguruan tinggi dalam membantu
mencegah dan menangani kekerasan seksual, data-tentang strategi apa
yang digunakan perguruan tinggi dalam proses pencegahan dan
penanganan kekerasan seksual, serta Faktor-faktor apa yang mendorong
dan menghambat partisipasi Perguruan Tinggi di Jawa Timur dan
Makasar dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap
perempuan dan anak.

BAB keempat, Menjelaskan analisis terhadap hasil penelitian
berupa data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,
kemudian dianalisis dengan teori yang ada dan juga dikaitkan dengan
peraturan-peraturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan
seksual.

BAB kelima, dalam penelitian ini penutup adalah bagian terakhir
yang menjelasakan tentang hasil kegiatan penelitian dari seluruh
rangkaian analisa mulai bab ke-4 bab terakhir yaitu penarikan

kesimpulan begitu juga saran-saran atau rekomendasi yang diperlukan.



BAB |1
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang cara mencegah dan menangani kekerasan
seksual terhadap wanita dan anak sudah banyak dilakukan oleh para
peneliti terdahulu. Kali ini peneliti akan meneliti terkait partisipasi dan
strategi  Perguruan Tinggi dalam mencegah dan menangani kasus
kekerasan/pelecehan seksual terhadap wanita dan anak khususnya di Jawa
Timur dan Makasar yang mana angka terjadinya kekerasan/pelecehan
seksual terhadap wanita masih tinggi, judul penelitian ini belum pernah
ada yang mengkaji sebelumnya terkait bagaimana bentuk-bentuk

partisipasi Perguruan Tinggi dan strategi yang digunakan dalam
menangani kasus tersebut. Beberapa penelitian terdahulu yang pernah

dilakukan akan dijelaskan pada Tabel dibawabh ini, sebagai berikut:

Tabel 1.1

Nama,
No | Tahun, dan Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan
Judul
1. | Penelitian Dalam penelitian ini Sama-sama Dalam penelitian yang
yang ditemukan ada tiga peran UN | meng-kaji ditulis Galuh mengkaji
dilakukan Woman dalam menangani tentang kasus | tentang bagaimana peran
oleh  Galuh | kekerasan/pelecehan seksual kekerasan/pel | United Nations Women
Artika  Suri | terhadap perempuan, yaitu: ecehan Dalam Mengatasi
dkk, 2020, | Memberikan training untuk seksual bagi | perlakuan Kekerasan
tentang lembaga penyedia layanan wanita-wanita | Seksual. Hal ini berbeda
Peranan korban kekerasan dan integrasi | di Indonesia. | dengan peneitian yang




United
Nations
Women
Dalam
Mengatasi
Tindak
Kekerasan
Seksual
Terhadap

Perempuan Di

sosial. Menyajikan
pendalaman tentang hukum,
pemberdayaan keuangan
keluarga, memberi sarana
pendampingan, dan memberi
sarana untuk korban kekerasan
dan memelihara hak
perempuan antar sektor dengan
memperkuat para pemilik

kepentingan, lembaga sosial

akan penulis kaji yaitu
Lebih menekankan
tentang bagaimana
bentuk pertisipasi dan
strategi Perguruan
Tinggi dalam
pemcegahan dan
penanganan kasus
kekerasan/pelecehan

seksual perempuan dan

Indonesia masyarakat, dunia anak. Dan lokus
Tahun 2016- | wirausaha, akademik, serta penelitian ini berbeda
2017.1° media. yaitu di JawaTimur.
Penelitian Hasil penelitian ini yakni | Sama-sama Penelitian dilakukan
Yang pemerintah berperan | meng-kaji Lenny lebih mendalam
Dilakukan mendampingi, memulihkan | tentang tentang peranan

Oleh Lenny | trauma, sebagai motivator, | bagaimana pemerintah dan

Ayu Lestari, | memberi pelayanan konseling, | peran  suatu | masyarakat umum
Tahun 2020 | serta memberi bantuan | kelompok dalam menangani
Tentang pemulihan hukum. Sedangkan | dalam kekerasan/pelecehan
Peranan peran masyarakat memberi | menyelesaika | seksual. Hal ini berbeda
Pemerintah kegiatan tingkat anak dan |n kasus | dengan peneitian yang
dan keluarga. kekerasan/pel | akan penulis kaji yaitu
Masyarakat ecehan Lebih menekankan
Dalam seksual tentang bagaimana
menangani bentuk pertisipasi dan
Kekerasan/pel strategi Perguruan
ecehan Tinggi dalam

YGaluh Artika Suri dkk, Peranan United Nations Women Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan
Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia Tahun 2016-2017, (Jurnal Politik Indonesia dan
Global Volume 1 Nomor 1 April 2020)

10




Seksual pencegahan dan
Terhadap penanganan kasus
Anak Di kekerasan/pelecehan
Kabupaten seksual bagi perempuan
Bantaeng. dan anak. Objek dan
lokus penelitian ini
berbeda yaitu di
Perguruan Tinggi di
JawaTimur.
Penelitian penelitian ini  menunjukkan | Sama-sama penelitian ini memang
Yang bahwa peran yayasan nanda | meng-kaji sama mengkaji peran
Dilakukan dian nusantara ketika | tentang peran | atau partisipasi lembaga
Oleh Zuri menangani korban | suatu lembaga | dalam mencegah
Astari Tahun | kekerasan/pelecehan  seksual | pendidikan kekerasan seksual,
2019 Tentang | yakni memberi anak | dalam namun perbedaannya
Peranan pendidikan dengan penuh dan | membantu yaitu lokus penelitian
Yayasan. mengembalikannnya ke | korban kasus | dan objek penelitian.
Nanda Dian sekolah agar anak korban | kekerasan Penelitian yang penulis
Nusantara pelecehan/kekerasan  seksual | seksual kaji lebih pada
Dalam tidak berhenti sekolah. partisipasi dan strategi
Memberikan yang digunakan oleh
Pendidikan Perguruan  Tinggi di
Anak Korban Jawa Timur.

Pelecehan/kek
erasan

Seksual

Di

Kalimantan
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Barat.!

Siti Osa | Hasil ~ dari  penelitian ini | Sama-sama Perbedaan dalam
Kosassi menunjukkan bahwa butuh | meng-kaji penelitin ditulis Siti Osa
Tahun 2020 | peningkatan kembali fasilitas | tentang peran | dengan penelitian
tentang aktivitas-aktivitas suatu lembaga | penulis diantaranya
Peranan pendampingan, butuh anggota | ketika dalam hal lokus dan
Pusat pendamping  yang lebih | mengatasi objek penelitian.
Pelayanan banyak, dan sepaya semakin | kasus Osa Kossasi meneliti di
Terpadu dewasa ketika menghadapi | kekerasan/pel | Lembaga Pusat
Pemberdayaa | perilaku anak. ecehan Pelayanan Terpadu
n bagi seksual Pemberdayaan bagi
Perempuan Perempuan dan
dan Perlindungan Anak di
Perlindungan Sijunjung.  Sedangkan
Anak penulis meneliti  fokus
(P2TP2A) pada partisipasi dan
Dalam strategi Perguruan
mendampingi Tinggi di Jawa Timur.
Korban

Kekerasan

Seksual yang

Bermasalah

Social Di

Sijunjung.*?

Penelitian hasil  penelitian, tantangan | Sama-sama Perbedaan penelitian
yang dalam pecegahan primer tidak | mengkaji oleh Sri Siswati dkk
dilakukan hanya pada anak, begitu juga | tentang kasus | dengan penelitian

HZuri Astari, Peranan Yayasan. Nanda Dian Nusantara Dalam Memberikan Pendidikan Anak
Korban Pelecehan/kekerasan Seksual Di Kalimantan Barat, (Jurnal Pendidikan llmu Pengetahuan

Sosial Indonesia VVolume 4 Nomor 1 bulan Maret 2019)

2Sitti Osa Kossasy, Peran P2tp2a Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual
Bermasalah Sosial Di Sijunjung, (Jurnal PPKn & Hukum, Vol. 13 No. 1 April 2018)
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oleh Sri guru dan orang tua, anak sejak | kekerasan/pel | penulis adalah focus
Siswati kecil tidak bias dijauhkan dari | ecehan kajian yang akan diteliti
dkk,2018, perkembangan teknologi. baik | seksual Sri Siswati dkk
tentang teknologi informasi melalui | terhadap mengkaji ttg tantangan
Tantangan media sosial, seperti facebook, | perempuan yang akan dihadapi
Analisis instagram, ad modo, washapp, | dan anak. terkait kebijakan
Kebijakan | learning. pencegahan  kekerasan
Pencegahan Berkaitan dengan Pencegahan seksual di payakumbubh,
Kekerasan sekunder dan primer belum padang  menggunakan
Seksual Thdp | semua sekolah seperti deteksi media teknoogi
Anak Dg dini kasus, memberikan informasi.
Mengembang | pendampingan serta Sedangkan penulis
kan Media penanganan korban kekerasan. meneliti  fokus pada
Teknologi Kesehatan adalah sehat partisipasi dan strategi
Informasi.*3 mental,  fisik,  lingkungan Perguruan  Tinggi di
social dan spiritual. Jawa Timur.
Penelitian Hasil penelitian ini bahwa | Sama-sama Perbedaan, penelitian
yang faktor  penting terjadinya | mengkaji Utami Zahirah Noviani
dilakukan pelecehan seksual terhadap | tentang dkk mengkaji dan
olen  Utami | perempuan yaitu kultur | mengatasi dan | melakukan pelatihan
Zahirah patriarki, keistimewaan hak | mencegah Asertif untuk mengatasi
Noviani dkk, | laki-laki, serta sikap permisif. | tindak dan mencegah kekerasan
2018, tentang | Korban tidak melapor karena | kekerasan/pel | seksual. Sedangkan
Mengatasi stigma  buruk lingkungan. | ecehan dalam penelitan ini
dan Pelatihan asertif bisa memberi | seksual penulis focus mengkaji
Mencegah bantuan kpd korban untuk | terhadap tentang partisipasi dan
Tindak berani melawan dan | perempuan strategi PT dalam
Kekerasan melaporkan hal yang mencegah dan

135ri Siswati dkk, Tantangan Analisis Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Dengan Mengembangkan Media Teknologi Informasi, (International Journal of Natural Sciences
and Engineering. Volume 2, Number 2, 2018)
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Seksual Pada | menimpanya. menangani kekerasan
Perempuan seksual.

Dengan

Pelatihan

Asertif 14

Penelitian Komunikasi harus dibangun | Sama-sama Perbedaan,  penelitian
yang sejak anak wusia dini agar | mengkaji Meni Handayani, fokus
dilakukan terbangun ikatan baik antara | tentang mengkaji ttg cara
Meni anak dan  orangtua untuk | mengatasi dan | mencegah kekerasan
Handayani, menciptakan keharmonis. | mencegah seksual melalui
2017, Anak yatim piatu menjadi | tindak komunikasi dan
Pencegahan perhatian utama bagi | kekerasan/pel | pendidikan dalam
Kasus pemerintah. Komunikasi | ecehan keluarga sejak  dini.
Kekerasan dapat melalui edukasi seks | seksual Lokus penelitiannya
Seksual Pada | bagi anak, tidak berbohong, | terhadap juga berbeda.
Anak Melalui | interaksi ~ yang  harmonis, | perempuan Sedangkan dalam
Komunikasi menjadi contoh dg penelitan ini  penulis

Antar pribadi
Orang Tua

Dan Anak”.1®

bertatakrama yang sopan dan

pembelajaran mandiri.

fokus mengkaji tentang
partisipasi dan strategi
PT dalam mencegah dan
menangani  kekerasan

seksual.

4Utami Zahirah Noviani dkk, Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada
Perempuan Dengan Pelatihan Asertif, (International Journal of Natural Sciences and Engineering.
Volume 2, Number 2, 2018)
5Meni handayani, Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antar
pribadi Orang Tua Dan Anak, (Jurnal llmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS, Vol. 12, No. 1,

Juni 2017).
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Penelitian Pemberian tentang pencegahan | Sama-sama Perbedaan,  penelitian
yang kekerasan  seksual  harus | mengkaji Uswatun  Insani  dkk
dilakukan ditingkatkan bagi anak bias | tentang fokus mengkaji ttg cara
olen Uswatun | melalui edukasi kesehatan | mengatasi dan | mencegah kekerasan
Insani  dkk, | untuk menghindari tanda-tanda | mencegah seksual melalui teknik
2020, yang akan mengancam tindak Audiovisual, serta lokus
“Pencegahan kekerasan/pel | penelitian berbeda yaitu
Kekerasan ecehan di focus Di Rumah
Seksual Pd seksual yatim Tegal. Sedangkan
Anak dg terhadap dalam  penelitan ini
Tekhnik perempuan penulis fokus mengkaji
Audiovisual tentang partisipasi dan
Di Rumah strategi PT  dalam
Yatim mencegah dan
Tegal”.® menangani  kekerasan
seksual.
Penelitian Kode etik terkait kekerasan Sama-sama Perbedaan, dalam
yang seksual sangat diperlukan mengkaji penelitian ini yaitu lokus
dilakukan ketika di perguruan tinggi tentang penelitian dimana
oleh Usfiyatul | tersebut belum memiliki mengatasi dan | Usfiyatul fokus pada
Marfu’ah peraturan. Lambaga-lembaga | mencegah kampus UIN Walisongo
DKk, 2021, untuk pendampingan korban tindak Semarang,  sedangkan
Sistem pelecehan seksual tidak kekerasan/pel | penelitisn ini lokusnya
Pencegahan berjalan maksimal. Beberapa | ecehan lebih luas yaitu di jawa
Dan sarana dan infrastruktur seksual di | Timur dan provensi
Penanganan kampus belum memadai serta | Perguruan diluar jawa.
Kekerasan kurangnya penciptaan Tinggi.
Seksual Di suasanya lingkungan aman

6Uswatun Insani, Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Dengan Tekhnik Audiovisual Di
Rumah Yatim Tegal. (jurnal pengabdian kepada masyarakat, Volume 3, Nomor 2, (2020))
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Kampus.!’

perspektif gender.

10 | Penelitian perlu adanya kebijakan Sama-sama Perbedaan, dalam
yang pimpinan kampus terkait mengkaji penelitiannya
dilakukan komitmen pencegahan dan tentang Nikmatullah fokus
oleh penanganan kekerasan seksual. | mengatasi dan | mengkaji tentang
Nikmatullah, | namun, jika birokrasi dan mencegah tantangan yang dihadapi
2020, Demi sumber daya tidak tindak dalam
Nama Baik mendukung, maka hal tersebut | kekerasan/pel | mengimplementasikan
Kampus VS sangat sulit dilaksanakan. leih | ecehan aturan pencegahan dan
Perlindungan | lagi ketika ada kepentingan seksual di penanggulangan
Korban: politik untuk melindungi Perguruan kekerasan seksual di
Kasus pelaku demi kebaikan institusi. | Tinggi. perguruan tinggi.
Kekerasan
Seksual di
Kampus.8

11 | Penelitian Peraturan Permendikbud | Sama-sama Perbedaan, dalam
yang mempunya peran  penting | mengkaji penelitiannya  Achmad
dilakukan dalam marubah stigma tentang | tentang Fikri ~ Oslami  fokus
oleh Achmad | kekerasan seksual yang | mengatasi dan | mengkaji tentang
Fikri Oslami, | bersifat  individu  menjadi | mencegah analisis  lebih  dalam
2021, Analisis | permasalahan  public.  Ini | tindak peraturan
Permendikbud | memberi penekankan terhadap | kekerasan/pel | Permendikbudristek
ristek Nomor | kebijakan dan tatacara | ecehan terkait pencegahan dan
30 Tahun penangana yang berpihak | seksual penanganan  kekeraan
2021 Dalam terhadap korban terhadap seksual.

YUsfiyatul Marfu’ah, Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus,
(Kafa’ah Journal of Gender Studies, 11 (1), 2021)
8Nikmatullah, Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di
Kampus, (QAWWANM: Journal For Gender Mainstreaming, Vol. 14, No. 2 (2020))
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Upaya perempuan sedangkan
Pencegahan enelitian penulis
Kekerasan fokus bagaimana strategi
Seksual.*® dan partisispasi
dalam membantu
mencegah
menangani
kekerasan seksual.
Berdasarkan pemaparan hasil penelitian terdahulu di atas, penelitian
dengan judul “Partisipasi dan Strategi Perguruan Tinggi dalam Mencegah
dan Menangani Kasus Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Wanita dan
Anak Khususnya di Jawa Timur dan Makasar” dapat dikatakan berbeda,
baik secara teoritis maupun lokus penelitiannya.
B. Konsep atau Kajian Teori

1. Peran dan Fungsi Perguruan Tinggi

Pendidikan Tinggi dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012
tentang pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa Pendidikan Tinggi adalah
tingkat pendidikan setelah pendidikan menengah yang meliputi program
diploma, program sarjana (S1), program magister (S2), program doctor
(S3), program profesi, serta program spesialis, yang dilaksanakan oleh
perguruan tinggi yang berdasar pada kebudayaan yg ada di Indonesia.
Pendidikan merupakan upaya yang direncanakan demi menciptakan
keadaan belajar mengajar dengan aktif, seperti mengembangkan potensi
dalam diri demi memperdalam spiritual keagamaan, pengendalian dalam
diri, kepribadian, kecerdasan otak, akhlak yang mulia, dan skill yang

dibutuhkan oleh masyarakat khususnya, dan Negara secara meluas.

Achmad Fikri Oslami, Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya
Pencegahan Kekerasan Seksual, (AL-AHKAM: Jurnal Syari’ah dan Peradilan Islam Vol 1 No. 2
Tahun 2021)
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[Imu Pengetahuan dalam UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi adalah ilmu yang diperoleh, dirancang, serta dikembangkan
menggunakan pendekatan yang sistematis berlandasan metodologi ilmiah
dalam rangka menjelasakan keadaan-keadaan alam atau social masyarakat,
teknologi dalam ilmu pengetahuan merupakan pengguanaan dan
memanfaatkan berbagai ranting ilmu pengetahuan yang nantinya akan
menghasilkan nilai untuk kebutuhan hidup masyarakat dan pengembangan
kualitas hidup.

Perguruan Tinggi di Indonesia hakikatnya bisa tercermin dalam
beberapa hal berikut:

1. Membantu melaksanakan pemerintahan khusus dalam bidang
pengajaran dan pembelajaran setelah pendidikan jenjang
menengah.

2. Memiliki tugas utama untuk mengembangkan dan memelihara
kebudayaan bangsa melaui kajian ilmiah menurut undang-
undang atau aturan yang telah ditetapkan.

3. Melaksanakan Tridharma pendidikan tinggi diantaranya:

a. Pengembangan pembelajaran dan pengajaran.

b. Mengembangkan budaya yang hidup dalam masyarakat
melalui penelitian-penelitian ilmiah terutama tentang
knoledge, tehnologi, serta kesenian.

c. Mengabdi dan membantu untuk masyarakat.

4. Melaksanakan bimbingan semua bidang keilmuan yang
berhubungan dengan dengan lingkungan.

Perguruan Tinggi mempunyai hak otonomi sendiri sebagai
lembaga pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran dan pengajaran,
Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat. Perguruan tinggi juga memiliki
kebebbasan dalam mengambangkan keilmuan dan teknologi dalam rangka
mencetak generasi emas. Maka dari itu, Perguruan Tinggi bisa dengan
bebas mengembangkan kultur akademik yang bermanfaat sebagai

kelompok ilmiah yang bijaksana serta memiliki kemampuan dalam
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menyelenggarakan interaksi dan pergaulan di kancah internasional demi
mengangkat harkat dan martabat bangsa.

Sedangkan fungsi perguruan tinggi dalam pasal 4 UU 12 tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi diantaranya; a). Untuk mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. b).
Mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif,
terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; c).
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatiakan
dan menerapkan nilai humaniora.?°

Jadi dengan beberapa fungsi dan hakikat tersebut perguruan tinggi
memiliki tujuan mewujudkan dan melaksanakan pengabdian kepada
masyarakat atas dasar karya dan ilmu penelitian yang bermanfaat serta
meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan generasi bangsa. Dengan
fungsi  tersebut perguruan tinggi diharapkan membantu dan
mengembangkan daerah-daerah yang mempunyai peluang besar sumber
daya alam serta sumber daya manusia yang sejahtera, selain itu perguruan
tinggi diharapkan bisa membantu mengatasi permasalahan-permasalahan
yang sedang terjadi di masyarakat. Seperti permasalahan yang sedang
marak terjadi saat ini yaitu kasus kekerasan seksual. Dalam menegakkan
hukum terhadap kekerasan seksual harus mendapat dukungan dari segala
aspek, termasuk didalamnya adalah masyarakat secara umum, perguruan
tinggi khususnya sebagai lembaga pendidikan yang bisa memberikan nilai-
nilai kebaikan, pencegahan dan penanganan terhadap kasus-kasus

kekerasan/pelecehan seksual.

Maraknya kasus Kekerasan seksual yang terjadi di perguruan
tinggi menjadi suatu paradoks yang sangat meprihatinkan. Llingkungan
pendidikan termasuk Perguruan tinggi mempunyai tugas dan

tanggungjawab besar untuk melaksankan dan mentranformasikan ilmu

2Undang-Undang Nomor. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
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pengetahuan kepada peserta didik. Tidak hanya itu lembaga pendidikan
juga memiliki mandat untuk menciptakan lingkungan pendiidkan yang
sehat, aman dan inklusif dan menyediakan para pendidik dan pegawai
yang teladan, professional, bertanggungjawab dan inovatif agar mencetak

peserta didik yang berkualitas, beretika dan bermoral baik.

. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kasus kekerasan dalam kehidupan masyarakat banyak terjadi di
ranah domestik atau di lingkungan kerja. Kekerasan ini timbul dari
ideologi kultural atau nilai yang berlaku di masyarakat yaitu dari struktur
msyarakatnya dan bentuk relasi antara pria dan wanita. Kekerasan yang
terjadi bisa berupa kekerasan fisik, sosial dan psikologis. Tindakan ini
banyak terjadi diberbagai kalangan mulai dari masyarakat komplek yang
sederhana sampai pada masyarakat modern. Hal ini sangat menarik dikaji
terutama bagi aktivis pemerhati peduli masalah perempuan.

Dalam pasal 1 Deklarasi PBB menyebut kekerasan perempuan
dengan istilah violence against women (Declaration on the Elimination of
Violence Against Women, 1993) hal ini merupakan segala tindakan
berdasarkan perbedaan kelamin dapat mengakibatkan penderitaan terhadap
wanita baik secara seksual, fisik maupun psikologis, perampokan
kemerdekaan baik di ranah publik ataupun domestik.?! Banyak pandangan
yang berbeda terkait definisi tentang kekerasan, setiap individu memiliki
perbedaan dalam menilai atau mengelompokkan suatu tindakan kejahatan
yang bisa dikategorikan sebagai tindakan kekerasan. Yang termasuk
tindakan-tindakan kekerasan dinataranya, tindak kebengisan, keganasan,
aniaya, serta tindak pelecehan, pencabulan atau perkosaan.

Makna kekerasan dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer
merupakan karakter keras, pemaksaan, tindakan yang menimbulkan
kecacatan fisik terhadap orang lain. Sedangkan dalam Kamus Webster

adalah perbuatan melukai fisik atau menganiaya atau perlakukan kasar.

2IMoerti

Hadiati  Soeroso.  Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-

Viktimologis, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 15
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Terlukai akibat pelanggaran, penyimpangan ataupun ucapan tidak sopan
serta kejam. Hal itu bisa timbul berupa ekpresi emosional, atau dari aksi
tersebut.?

Penyebab terjadinya kekerasan terhadap gender atau disebut
dengan “gender related violence” karena adanya ketimpangan kekuatan
fisik dan posisi. Seperti; pemerkosaan, ancaman fisik, pornografi,
pelacuran, dan kekerasan terselubung diantaranya meraba bagian tubuh
tertentu, pelecehan seksual seperti berkata kotor, vulgar, berbuat tidak
senonoh, serta minta imbalan seksual. Pelecehan seksual bisa terjadi tanpa
adanya kekerasan fisik. Sperti mengeluarkan kata-kata jorok, memalukan
serta kata-kata kasar.?® Sedangkan pelecehan seksual non-verbal seperti
meraba atau menyentuh anggota tubuh tertentu tanpa dikehendaki oleh
korban.?*

United nations Women menjelaskan bahwa kekerasan terhadap
wanita sudah menapai titik epidemic secara global maupun regional,
banyak wanita seluruh dunia sudah terpengaruh hal tersebut. Tindakan
kekerasan ini sudah bersifat meluas dan merasuk, masuk dalam wilayah-
wilayah di semua tingkat kehidupan masyarakat.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan seksual bisa juga dikatakan kekerasan berbasis gender
namun bukan hanya sebatas perilaku seksual ataupun percobaan atau
perencanaan melakukan tindak seksual yang merugikan atau menyakiti
orang lain seperti perempuan atau anak perempuan secara paksa,

mengancam dengan kekerasan, menyalahgunakan kekerasan, serta

2Prihatini  Ambaretnani, Kekerasan Terhadap Perempuan, Dalam Perspektif Antropologi,
(Bandung, Pustaka UNPAD, 2014 ), him. 46

ZRohani Budi Prihatin, Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif, (Malang,
Inteligensia Intrans Publishing, 2017), him. 114

XMoylan, C. A, & Wood, L. Sexual Harassment In Social Work Field Placements:
Prevalence And Characteristics. (Affilia, Journal of Women and Social Work 2016), him 1-
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memberikan tontonan seksual baik foto atau video, yang mana perlakuan
tersebut ditolak dengan keras oleh korban.?®

Korban atau sasaran pelecehan seksual sebagian besar adalah
wanita dan anak-anak (mereka dianggap lemah dan tidak bisa melakukan
perlawanan), seperti anak usia dini, anak sekolah, perempuan terlantar,
perempuan disabilitas, golongan minoritas (ras, agama, etnis dan seksual)
serta golongan lemah lainnya. Dalam undang-undang belum ditemukan
pendefinisian secara jelas, tegas dan terperinci terkait tindakan pelecehan
atau kekerasan seksual. misalnya dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) hal ini termasuk pada Bagian tindakan asusila,
diantaranya pemerkosaan serta pencabulan.

KOMNAS Perempuan membagi jenis-jenis Kekerasan Seksual
kedalam 15 bentuk, diantaranya:?®

1. Perkosaan: tindakan ini dilakukan oleh seseorang dengan
melakukan ancaman atau paksaan untuk memnuhi hasrat
seksualnya dengan menggunakan alat kelaminnya sebagaimana
hubungan suami isteri. Pemerkosaan yang dilakuan dengan
cara yang kerasa, memaksa, mengancam, menekan, serta
melakukan kekerasan yang menyebabkan kesakitan pada
korban.

2. Pelecehan seksual: tindakan ini bersifat seksual yang dilakukan
dengan cara menyentuh fisik atau bagian tubuh maupun non
fisik dilakukan dengan cara melontarkan perkataan kotor
mengarah pada hal seksual, seperti diantaranya bermain mata,
memberikan hal bersifat pornografi dan colekan atau sentuhan
di bagian tubuh, yang menimbulkan perasaan tidak nyaman,
merendahkan harkat dan martabat, bahkan sampai pada

menyebabkan gangguan mental atau trauma.

BAliyazni Nur Afifah, Dkk. Pengalaman Pelecehan Seksual Selama Praktek Klinik Pada
Mahasiswa Keperawatan, (Jurnal Keperawatan BSI, Vol. VII No. 1 April 2019), him. 2

%Adzkar Ahsinin dkk, Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan
Anak Dilingkungan Pendidikan, (Jakarta: The Asia Foundation, 2015), him. 25
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3. Eksploitasi  seksual:  merupakan tindakan  percoban
penyalahgunaan kemampuan demi memperoleh kepuasan
seksual diantaranya keuntungan finansial, social atau politik
terhadap orang lain. Seperti memberi iming-iming pernikahan
demi mendapatkan kepuasan sek dari wanita. Tindalakn ini
mengaitkan dengan kedudukan wanita terhadap status
pernikahannya sehingga mereka tidak mempunyai nilai tawar,
selain menuruti keinginan pelaku agar dinikahi.?” Begitu juga
perlakuan serupa terhadap anak seperti pemanfaatan untuk
pemenuhan hasrat seksual serta kawin paksa.?®

4. Penyiksaan seksual: tindakan ini dilakukan untuk menyerang
alat seksualitas wanita secara sengajayang mengakibatkan
terjadinya rasa sakit serta penyiksaan, baik fisik, rohani
maupun seksual, supaya mendapatkan pengakuan atau
keterangan darinya. Hal ini diakukan dengan cara menghukum
tindakan yang sudah dilakukan demi mengancam orang
tersebut, yang didasarkan pada alasan diskriminasi.

5. Perbudakan seksual: tindakan perbudakan seksual ini dilakukan
oleh seseorang kepada orang lain dengan memanfaatkan
kekuasaan yang dimiliki untuk akses pemenuhan hasrat
seksualnya. Tindakan ini juga termasuk pemaksaan untuk
kawin, pemaksaan melayani kepuasan seksualnya serta
penyekapan.

6. Intimidasi bersifat seksual seperti mengancam atau percobaan
pemerkosaan: tindakan ini merupakan suatu perlakuan yang
menyerang seksual seseorang yang akhirnya menimbulkan rasa
ketakutan, penderitaan fisik maupun psikis. tindakan yang

menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasatakut atau

Z’Sharyn Graham Davies dkk, Seksualitas Di Indonesia: Politik Seksual, Kesehatan, Keragaman
dan Representasi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), him. 276

2Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, Dan Ekploitasi
Terhadap Anak. (Jakarta: Kemensos, 2020), him. 10
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10.

11.

penderitaan psikis pada perempuan. Serangan dan intimidasi
seksual disampaikan secara langsung maupun tidak langsung
melalui surat, sms, email, dan lain-lain.

Prostitusi paksa: hal ini merupakan keadaan dimana wanita
dalam kondisi ditipu daya, diancam demi dijadikan pekerja
seks komersial. Keadaan ini bisa terjadi saat rekrutmen atau
menjadikan wanita tidak berdaya untuk melarikan diri dari
prostitusi, seperti halnya disekap, terjerat hutang, bahkan
ancaman kekerasan.

Pemaksaan kehamilan: yaitu suatu ancaman atau takanan yang
didapat oleh perempuan untuk melanjutkan kehamilannya.
Keadaan ini biasanya terjadi pada perempuan korban
pemerkosaan yang diancam untuk melanjutkan kandungannya.
Pemaksaan aborsi: tindakan ini dilakuan dengan cara
mengancam atau menekan seseorang untuk menggugurkan
kehamilannya.

Pemaksaan perkawinan: tindakan ini dilakukan dengan
memaksa atau mengancam seseorang untuk melangsungkan
perkawinan tanpa adanya persetujuan darinya, hal ini seperti
tindakan orangtua yang memaksa atau mengancam anak
perempuannya untuk menikah, walaupun tidak dengan orang
yang dikehendaki dengan alasan ekonomi keluarga maupun
tujuan lainnya. Pemaksaan perkawinan ini juga seperti
mamaksa atau mengancam seseorang untuk menikah dengan
orang yang tidak dikehendaki agar dia bisa menikah kembali
dengan pasangan yang sudah dicerai.

Perdagangan perempuan: tindakan ini dilakukan dengan cara
merekrut, menculik, menampung, menyekap serta menipu
seseorang untuk diperdagangkan atau dipekerjakan menjadi
pelayan pemuas seksual orang lain. Tindakan yang termasuk

dalam perbuatan ini juga seperti memanfaatkan jabatan demi
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12.

13.

14.

15.

memberi hutang kepada orang lain dengan imbalan bahwa dia
harus memberi pelayanan seksual terhadap dirinya. Baik
tindakan yang dilakukan antar negara maupun dilakukan
didalam negara tanpa persetujuan dari korban.

Kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi
perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan
agama: tindakan ini dilakukan untuk memaksa seseorang
menggunakan pakaian tertentu atau yang melanggrar peraturan
untuk merayu atau memberi kepuasan seksual terhadap lawan
jenis. Seperti halnya paksaan dan kekerasan akibat undang-
undang pronografi yang mendasarkan diri dalam persoalan
moralitas.

Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual:
tindakan dilakukan untuk menghukun seseorang yang akhirnya
bisa membuat orang tersebut menderita, tersiksa, takut bahkan
merasa malu yang luar biasa. Yang termasuk dalam tindakan
ini yaitu hukuman cambuk serta sanksi yang bisa merendahkan
kedudukan orang lain yang dituduh melanggar norma
kesusilaan.

Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau
mendiskriminasi perempuan: tindakan seksual ini dilakukan
oleh orang atas nama tradisi yang bisa membahayakan oaring
lain termasuk perempuan. Tindakan ini biasanya ditutup
dengan alasan agama atau budaya dan dapat menyebabkan
cacat fisik, tekanan psikologis dan trauma. Seperti halnya juga
tindakan yang membatasi atau mengontrol hak seksual
perempuan demi merendahkan martabat perempuan.
Pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi: tindakan ini dilakukan
dengan cara memaksa seseorang untuk memakai alat
kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, atau menekan

perempuan untuk menutup peroses reproduksinya demi
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kepuasan seksual serta mengambilsecara paksa hak seksual
perempuan.
4. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Dalam peraturan

perundang-undagan

Kekerasan seksual di perguruan tinggi harus mendapat
perhatian khusus dan segara ditindak lanjuti. Setiap warga negara
harus mendapat perlindungan terhadap kasus kekerasan seksual yang
dialaminya, hal ini merupakan kewajiban negara dalam pemenuhan
aspek hak asasi manusia tersebut. Bentuk perilaku dan tindakan
Kekerasan atau pelecehan seksual di perguruan tinggi semakin meluas,
para pelaku tidak hanya melakukan perilaku atau tindakan pelecehan
dan kekerasan seksual di dunia nyata namun juga melalui media sosial
online. Semakin berkembangnya teknologi membuat para pelaku
dengan mudah mengakses aplikasi dan media sosial untuk memenuhi
hasrat seksualnya seperti dengan mudah melakukan sexting dengan
orang lain.

Menurut Judith Davidson dalam bukunya Sexting Gender and
Teens, kegiatan Sexting merupakan tindakan mengirim pesan text,
gambar, atau video seksual secara explisit secara online melalui media
social. Terdapak dua bentuk tindakan dalam aktivitas sexting yaitu
pesan verbal dan non verbal. Pesan verbal diwujudkan dalam bentuk
kata-kata atau kalimat yang bernada seksual seperti kata-kata merayu,
menggoda, dan tidak senonoh. Sedangkan dalam bentuk non-verbal
seperti mengirim emoticon, video, foto, dan gambar atau stiker yang
mengarah pada tindakan seksual.® Dalam peraturan menteri sudah
sangat jelas pembahasan mengenai segala bentuk kekerasan seksual di
kampus yang dapat dikenai hukuman serta proses dan tahap-tahap
penyelesaiannya.

Di lingkungan pendidikan sudah di sahkan beberapa peraturan

terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.  Seperti

2Davidson Judith, Sexting Gender and Teens, (polandia,2014,sense publisher), hal.14
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Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 mengenai Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi negeri
sudah mewajibkan setiap perguruan Tinggi Negeri dibawahnya untuk
membentuk satuan tugas (SATGAS) pencegahan dan penenganan
kekerasan seksual diantaranya di Universitas Negeri Surabaya,
Univesitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan Uniersitas Negeri
Jember. di lingkungan kementerian Agama terdapat peraturan menteri
agama no. 73 tahun 2022 tentang pencegahan dan penangan kekerasan
seksual yang telah disahkan di Satuan Pendidikan di Kementerian
Agama yang mencakup jalur pendidikan formal, nonformal, dan
informal, serta meliputi madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan
keagamaan. Seperti diantaranya; Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember,
dan Institut Agama Islam Negeri Kediri, serta Undang-undang no. 12
Tahun 2022 tenatng tindak pidana kekerasan seksual.

Di sahkannya beberapa peraturan terkait kekerasan dan
pelecehan seksual seolah memberi harapan baru bagi anak bangsa
untuk mendapat perlindungan yang selayaknya. Peraturan tersebut juga
menjadi langkah awal bagi lembaga pendidikan untuk menciptakan
lingkungan pendidikan yang sehat, bersih, inklusif, nyaman dan
mendukung bagi perkembangan fisik, kognisi dan psikososial peserta
didik serta aman dari segala bentuk tindak kekerasan dan ketidak
adilan. Namun dengan adanya peraturan tersebut tidak mudah untuk
serta merta dilakukan karena tidak semua orang paham terhadap
perilaku dan makna dari kekerasan seksual serta tindakan apa saja
yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual dan dimana harus
melapor jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kontruksi sosial
mengenai terkait kekerasan seksual di lingkungan pendidikan belum

sepenuhnya tepat dan sejalan dengan peraturan yang sudah ada.
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Sehingga perlu diberikan sosialisasi kepada semua pihak untuk
menyelaraskan pemahaman tersebut.

Dalam permendikbud no. Nomor 30 Tahun 2021 pasal 1 ayat 1
dan PMA no. 72 tahun 2022 pasal 1 ayat 5 tentang pencegahan dan
penanganan kekerasan seksual telah dijelaskan bahwa kekerasan
seksual adalah segala tindakan merendahkan, menghina, menyerang,
dan perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan
fungsi reproduksi, secara paksa atau tidak, atau bertentangan dengan
kehendak seseorang atau dengan kehendak karena ketimpangan relasi
kuasa dan/atau relasi gender, yang menyebabkan seseorang mengalami
penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian
secara ekonomi, sosial, budaya, atau politik dan hilang kesempatan
melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Peraturan menteri ini dibentuk dengan tujuan untuk mencegah
dan menangani segala bentuk kekerasan seksual serta menegakkan
hukum dan merehabilitasi para pelaku agar tindakan kekerasan tidak
berulang kembali demi menciptakan lingkungan pendidikan yang
sehat, bermartabat, inklusif, kolaboratif, dan aman dari segala bentuk
kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan,
Warga Kampus di Perguruan Tinggi, dan masyarakat umum yang
berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan
dalam pelaksanaan Tridharma. Dalam pasal 3 baik dalam
permendikbud dan permenag dijelaskan beberapa prinsip dalam
pelaksanaan peraturan tersebut diantaranya:

a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;

o

Tidak adannya diskriminasi dan ketinpangan gender;

Kepentingan terbaik bagi kehidupan dan masadepan korban;

o o

Keadilan dan kesetaraan gender dan hak setiap individu;

@

Kemanfaatan;
Akuntabilitas;

—h

g. Kehati-hatian;
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h. Kepastian hukum; dan

Jaminan ketidakberulangan.
Dalam PMA no. 73 tahun 2022 tentang PPKS terdapat 16

bentuk kekerasan seksual yang mencakup kekerasan verbal, fisik, dan

kekerasan seksual di dunia maya. Dalam BAB 2, pasal 5 ayat 1

menyatakan, bentuk kekerasan seksual mencakup, perbuatan yang

dilakukan secara verbal, non fisik, fisik atau melalui teknologi

informasi dan komunikasi kekerasan seksual meliputi:°

a.

Penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan
tampilan fisik kondisi tubuh atau identitas gender korban.
Menyampaikan ucapan yang membuat rayuan, lelucon, siulan
yang bernuansa seksual pada korban.

Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, mengancam,
atau memaksa korban untuk melakukan transaksi atau
kegiatan seksual.

Menatap korban dengan nuansa seksual atau tidak nyaman.
Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang
melakukan kegiatan secara pribadi atau pada ruang yang
bersifat pribadi.

Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja.

Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk,
mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada
tubuh korban.

Melakukan percobaan pemerkosaan.

Melakukan pemerkosaan termasuk penetrasi dengan benda
atau bagian tubuh selain alat kelamin.

Mempraktikkan budaya yang bernuansa kekerasan seksual.
Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi.

Membiarkan terjadinya kekerasan seksual.

30pasal 5 ayat (1) PMA no. 73 tahun 2022 tentang Penangan dan Pencegahan Kekerasan Sesksual
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m. Memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual.

n. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio dan atau
video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah
dilarang korban.

0. Mengambil, merekam, mengunggah, mengedarkan foto,
rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa
seksual.

p. Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan.

Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan secara rinci segala
bentuk aktvitas atau tindakan yang termasuk dalam pelecehan dan
kekerasan seksual. Seperti diantaranya menyampaikan ujaran yang
diskriminatif terhadap tampilan fisik kondisi tubuh seseorang,
menyentuh, meraba, mengusap yang menimbulkan ketidaknyaman
bagi salah satu pihak, bersiul dan mengirim pesan text, foto, gambar
atau video yang benuansa seksual. Aktivitas tersebut termasuk dalam
tindakan pelecehan atau kekerasan seksual yang bisa dikenakan sanksi
atau hukuman bagi pelakunya. Bukan hanya itu, bahkan dalam pasal 5
ayat 2 di poin (l) seseorang yang membiarkan dan tidak melaporkan
akan teradinya kekerasan seksual yang diketahuinya juga masuk dalam
bentuk tindakan kekerasan seksual yang bisa dikenakan sanksi dan
hukuman.

Sanksi dan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual di
lingkungan pendidikan di bawah Kementerian Agama diatur dalam
BAB VI pasal 18 ayat 1. Dalam pasal tersebut, pelaku yang terbukti
melakukan kekerasan seksual berdasarkan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum dikenai sanksi pidana dan sanksi administrasi.
Sanksi pidana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam ayat 3 jika pelaku berstatus
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka pengenaan sanksi

administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada mengenai
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disiplin PNS. Namun jika pelaku bukan berstatus PNS, maka sanksi
administrasi yang diberikan akan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang diatur penyelenggara satuan pendidikan. Dalam pasal
19 dijelaskan Jika satuan pendidikan tidak memfasilitasi, membantu
pencegahan dan penanganan kekerasan seksual juga akan dikenai
sanksi. Diantaranya berupa:!

a) Teguran lisan

b) Peringatan tertulis

c) Penghentian bantuan

d) Pembekuan izin penyelenggaraan satuan pendidikan
e) Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan

f) Pendidikan pencabutan izin penyelenggaraan satuan
pendidikan

g) Pencabutan tanda daftar satuan pendidikan.

Sedangkan dalam permendikbud no. 30 tahun 2021 tentang
PPKS terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual juga dijelaskan dalam
pasal 5 bahwa Kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan
secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi
komunikasi. Perbuatan verbal dan online juga termasuk dalam
pertimbangan bentuk kekerasan seksual. Tindakan ini biasanya sering
dianggap sepele padahal berdampak terhadap keadaan psikologi
korban dan membatasi hak atas pendidikan atau pekerjaan
akademiknya. Selanjutnya dalam pasal 5 ayat 2 dijelaskan secara rinci
apa saja bentuk-bentuk tindakan tersebut. Diantaranya: 2

a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau
melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas
gender Korban;

31 pasal 19 PMA no. 73 tahun 2022 tentang Penangan dan Pencegahan Kekerasan Sesksual
$2Pasal 5 ayat (2) permendikbud no. 30 tahun 2021 tentang Penangan dan Pencegahan Kekerasan

Sesksual

31



Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa
persetujuan Korban;

Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon,
dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak
nyaman;

Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau
video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah
dilarang Korban;

Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau
rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa
seksual tanpa persetujuan Korban;

Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban
yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi
Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang
sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada
ruang yang bersifat pribadi;

Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau
mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau
kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;

Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk,
mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada
tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;

. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban
Memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan

seksual;
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o. Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik,
dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan
Seksual.

p. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak

terjadi;

q. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda

atau bagian tubuh selain alat kelamin;

r. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan

aborsi;

s. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil,

t. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja;

dan/atau

u. Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

Dalam peraturan tersebut sudah sangat jelas terdapat 21
bentuk-bentuk kekerasan seksual. Jika ada anggota di satuan
pendidikan dibawahnya yang terbukti melakukan salah satu bentuk
kekerasan seksual sebagaimana tersebut diatas maka dia bisa
dikenakan saksi dan hukuman.

Dalam Pasal 14 permendikbud no. 30 tahun 2021 tentang
PPKS dijelaskan terkait jenis sanksi administratif bagi pelaku
kekerasan seksual, antaranya: sanksi administratif ringan; sanksi
administratif sedang; dan sanksi administratif berat.>?

a) Sanksi administratif ringan sebagaimana dijelaskan dalam

pasal 14 ayat 2 diantaranya berupa:
1) Teguran tertulis;
2) Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang
dipublikasikan di internal kampus atau media

massa.

33 Pasal 14 permendikbud no. 30 tahun 2021 tentang Penangan dan Pencegahan Kekerasan

Sesksual
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b) Sanksi administratif sedang sebagaimana dijelaskan dalam
pasal 14 ayat 3 diantaranya berupa:®*

1) Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa
memperoleh hak jabatan;

2) Pengurangan hak sebagai mahasiswa meliputi:

a) Penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
b) Pencabutan beasiswa;
c) Pengurangan hak lain.
c) Sanksi administratif berat sebagaimana dijelaskan dalam
pasal 14 ayat 4 diantaranya berupa:*®

1) Pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa;

2) Pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik
Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Sanksi-sanksi yang diatur dalam pasal 14 harus dilaksanakan

secara proporsional dan memberi keadilan terhadap korban. Pengenaan

jenis sanksi apa yang akan diberikan kepada para pelaku

direkomendasikan kepada pimpinan oleh satuan tugas (SATGAS) yang

sudah dibentuk khusus di lingkungan perguruan tunggi tersebut yang

bertanggungjawab terhadap semua kegiatan mulai dari pencegahan dan

penangan kekerasan seksual sampai pada pemberian sanksi kepada

Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

1) Mekanisme Pencegahan Kekerasa Seksual

Pencegahan kekerasan seksual harus dilakukan di semua lini

termasuk di lingkungan Perguruan Tinggi Berikut adalah

mekanisme pencegahan kekerasan seksual:

34 Pasal 14 ayat (3) permendikbud no. 30 tahun 2021 tentang Penangan dan Pencegahan Kekerasan

% Pasal 14 ayat (4) permendikbud no. 30 tahun 2021 tentang Penangan dan Pencegahan Kekerasan
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a) Memegang Prinsip Keadilan, dalam hal ini harus
memproses kasus kekerasan seksual sesuai dengan
peraturan perundangan atau ketentuan peraturan tanpa
melihat status dan posisi pelaku.

b) Tidak Diskriminatif, tindakan ini harapkan memberi
dukungan penuh terhadap korban dan tidak menyalahkan
bahkan sampai menghambat atau menghentikan proses
penanganan kasus kekerasan seksual karena memiliki
jabatan, dan kewenangan.

c) Terintegrasi fisik dan non fisik. pencegahan dalam
lingkungan  Perguruan  Tinggi  harus dilaksanakan
mengguanakan prinsip terintegrasi, baik fisik maupun non
fisik. sehingga diharapkan adanya keterikatan dalam
memperkuat pencegahan tersebut dan tindak kekerasan
tidak mudah terjadi kembali.

2) Langkah-langkah Strategi Pencegahan
Dalam strategi ini harus memiliki rasa keberpihakan
terhadap korban serta memiliki rasa tanggugjawab untuk
membantunya. Diantaranya dilakukan dengan cara;

a) Mengkaji dan memetakan keadaan yang berpotensi akan
terjadi tindak kekerasan. Hal ini sebagai bahan untuk
membuat program atau kebijakan.

b) Mengadakan seminar, Workshop, Konferensi, Diskusi, dan
sosialisasi tentang pencegahan kekerasan seksual.

c) Memberikan pendidikan Anti Kekerasan, kagiatan ini bisa
dilakukan dengan cara memaksimalkan pembelajaram
melalui berbagai media tentang anti kekerasan.

Dalam BAB Ill pasal 6 ayat 1 PMA no. 73 tahun 2022
tentang PPKS dijelaskan bahwa lembaga Pendidikan wajib

melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui sosialisasi,
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pembelajaran, penguatan tata kelola, penguatan budaya, dan
kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dilakukan dengan
penyampaian informasi, kampanye, dan bentuk lainnya terkait
Kekerasan Seksual. Pencegahan melalui kegiatan pembelajaran
dilakukan melalui pengembangan kurikulum dan pembelajaran;
pembuatan  modul, buku, dan literatur lainnya; dan
penyelenggaraan pelatihan, halakah, kajian, dan kegiatan lainnya.
Pencegahan melalui kegiatan penguatan tata kelola meliputi
penyusunan standar prosedur operasional Pencegahan Kekerasan
Seksual;, penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan
kebutuhan; dan kerja sama dengan instansi terkait. Pencegahan
melalui kegiatan penguatan budaya dilakukan dalam bentuk
pengenalan lingkungan, peduli Pencegahan Kekerasan Seksual,
dan pengembangan jejaring komunikasi. Dalam melaksanakan
pencegahan kekerasan seksual lembaga pendidikan bisa kerjasama
dan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain seperti diantara;
lembaga kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri
atau swasta, masyarakat dan orang tua/ walinpeserta didik.

Dalam permendikbud No. 30 tahun 2021 tentang PPKS
pasal 6 juga dijelaskan terkait strategi pencegahan yang wajib
dilakukan oleh perguruan tinggi. Terdapat 3 aspek yang harus
dilakukan dalam tindakan pencegahan diantaranya, melalui
pembelajaran, pengauatan tataelola, dan penguatan budaya komunitas
Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.®

Dalam Undang-Undang no 12 tahun 2022 tentang tindak
pidana kekerasan seksual pasal 79 dijelaskan bahwa semua
lembaga negara baik lembaga pemerintah dan daerah wajib
menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. Penyelenggaraan

% Pasal 6 permendikbud no. 30 tahun 2021 tetang pencegahan dan penangan kekerasan suksual
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Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut dilakukan
melalui bidang diantaranya: a. pendidikan; b. sarana dan prasarana
publik; c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; d. ekonomi
dan ketenagakerj aan e. kesejahteraan sosial; f. budaya; g.
teknologi informatika; h. keagamaan; dan i. Keluarga.®’

Dalam bidang pendidikan materi penghapusan Kekerasan
Seksual harus dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran, atau
kegiatan ekstra kurikuler dalam setiap jenjang pendidikan mulai
dari usia dini sampai jenjang pendidikan tinggi serta membuat
aturan atau kebijakan dalam setiap jenjang pendidikan terkait
penghapusan kekerasan seksual. Dalam bidang sarana prasarana
harus menciptakan suasana dan sarana umum aman dan nyaman,
sistem keamanan terintegrasi baik di daerah pemukiman maupun
ranah public.

Dalam Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana
Kekerasan Seksual harus dilakukan dengan memperhatikan
keadaan disetian daerah seperti situasi konflik; bencana; dan letak
geografis wilayah. Sasaran dalam tindakan pencegahan bisa
dilakukan di lembaga pendidikan, panti social, masyarakat umum.

3) Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual

Pemberian perlinduangan dari berbagai bentuk ancaman
dan kekerasan merupakan hak yang harus diberikan kepada
Perempuan dan anak, termasuk perlindungan dari kekerasan
seksual. Segala bentuk perlindungan harus diberikan secara utuh,
menyeluruh dan tidak berpihak kepada suatu golongan terutama
terhadap korban kekerasan. Upaya tersebut harus dilaksanakan
dengan sebaik mungkin dengan pertimbangan terbaik untuk korban
demi kelangsungan hak hidupnya secara damai dan tentram. Hal
tersebut merupakan wujud dari bentuk keadilan dalam kehidupan

masyarakat. Sebagaimana opini yang dikutip oleh Gosita Arif

37 pasal 79 Undang-Undang no 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual
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bahwa “menjaga perempuan dan anak pada dasarnya adalah
melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dimasa yang akan
datang”.%

Dari penjelasan diatas mengindikasikan bahwa melindungi
perempuan dan anak itu sangat penting untuk pertumbuhan di masa
yang akan datang dalam kelompok, baik kelompok kecil yaitu
rumahtangga, maupun kelompok besar seperti negara. Tindakan
tersebut bukan hanya bertujuan untuk memnuhi hak-hak hidup
aman bagi perempuan, namun juga membangun kelangsungan
hidup di masa yang akan datang.

Perlu adanya integrasi antara pihak keluarga, institusi
negara dan masyarakat dalam proses penanganan pelecehan atau
kekerasan seksual. Selain itu perlu adanya pembenahan-
pembenahan di semua aspek, baik aspek individu, sosial dan
hukum. Berikut beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan dalam
alur atau proses pemulihan dan penangan korban kekerasan
seksual, diantaranya:

a) Pemulihan Psikologi

Yang sangat diperlukan dalam pemulihan psikologi
yaitu melakukan pendampingan terhadap korban yang trauma.
Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberi perhatian lebih
terhadap kondisi psikologis dan keinginan korban sehingga
tidak akan terjadi lagi revictimization yang berkelanjutan.
Dampak kekerasan seksual terhadap psikologi korban
biasanya mengalami rasa takut, shock, sedih, terdiam, serta
merasa kesulitan mengingat kejadian yang menimpanya.
Mereka juga sering merasa tidak aman akan lingkungan
sekitarnya, merasa bersalah bahkan mereka merasa tak

berdaya atas kemampuan dirinya. Perasaan tidak berharga

%lvo Noviana, Child Sexual Abuse: Impact and Hendling, (Jurnal Sosio Informa Vol. 01,
No 1, Januari - April, 2015), him. 20
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juga sering dialami oleh korban kekerasan seksual seperti
ganguan paska trauma.

Maka dari itu sangat penting proses pemulihan
psikologi dalam proses penangan korban kekerasan seksual.
Menurut Psikolog Jane L. Pietra bahwa psychosocial
support (dukungan psikososial) bagi korban kekerasan seksual
dalam proses penyembuhan dari trauma terdalam ini sangat
diperlukan.®® Pemulihan psikologi bisa dilakukan dengan cara
memberi perhatian lebih terhadap korban, memberi pengertian
tentang cara berfikir positif, dan memberi bantuan
meningkatkan kepercayaan diri hal ini bisa juga dilakukan
oleh psikolog atau keravat dekat.

b) Pemulihan Keagamaan

Penyediaan bimbingan rohani dan memberikan
pendidikan keagamaan juga penting dalam proses penanganan
kekerasan seksual.

c) Penguatan Hukum

Dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual selain
mmebutuhkan pemulihan psikis atau psikologis yang sangat
dibuhkan lagi yaitu perlindungan secara hukum. KUHP dan
KUHAP menjelaskan bahwa korban pemerkosaan mempunyai
hak untuk mendapat perlindungan hokum. Kata perkosaan ini
terdapat dalam KUHP Bab X1V terkait kejahatan asusila.

Selain itu komnas perempuan berinisiasi
menyusun draft RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
(RUU PKS) yang disiapkan sejak tahun 2014. Dalam RUU
tersebut sudah secara rinci dijelaskan tentang hak-hak yang
harus diperoleh oleh korban dalam proses penanganan kasus

kekerasan seksual. Penguatan hukum ini juga perlu dirancang

$9Tabayyun Pasinringi, Dukungan Psikososial Dari Komunitas Membantu Pemulihan Penyintas
Kekerasan Seksual, (Artikel Womenlead,2020). him. 3
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oleh lembaga-lembaga negara mapun swasta dalam
mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
salah satunya seperti perguruan tinggi. Perguruan tinggi
sebagai wadah perkembangan ilmu pengetahuan dan pencetus
generasi-generasi cemerlang maka sangat diperlukan untuk
mempunyai peraturan atau pedoman tersendiri dalam
membantu mencegah dan menangani kekerasan seksual.
d) Pendampingan Hukum

Perempuan atau anak sebagai korban kekerasan seksual
pasti sangat takut dan trauma, maka harus diberikan
pendampingan hukum baik oleh Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan
Masyarakat (DPPPA PM). Saat dipersidangan korban harus
selalu mendapat pendampingan oleh Dinas PPPA PM. Hal ini
sangat penting demi menjaga keamanan dan pemulihan psikis
mereka.

Satuan Pendidikan wajib melakukan Penanganan
Kekerasan Seksual. Tahap penanganan Kekerasan Seksual
meliputi pelaporan, pelindungan, pendampingan, penindakan,
dan pemulihan Korban.*® Hal ini sudah diatur dalam PMA no.
72 tanum 2022 tentang PPKS bagi satuan pendidikan dibawah
naungan  kementerian ~ Agama.  Sedangkan  dalam
permendikbud no. 30 tahun 2021 tentang PPKS bagi satuan
pendiidkan negeri dibawah naungan kemenristek dikti tahapan
penangan meliputi pendampingan, perlindungan, pengenaan
sanksi dan pemulihan korban.** Berikut tahapan-tahapan
dalam penangan kekerasan seksual dalam PMA no. 72 tanum
2022 tentang PPKS, diantaranya;

1) Pelaporan

40 pasal 8 PMA no. 73 tahun 2022 tetang pencegahan dan penangan kekerasan suksual
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Dalam pelaporan harus memuat keterangan identitas
Pelapor, identitas Korban, identitas terduga Pelaku, jenis
Kekerasan Seksual yang terjadi, waktu dan tempat kejadian.
Terkait pelaporan dijelaskan dalam pasal 9 :%?

a) Pelapor  menyampaikan  laporan  terjadinya
Kekerasan Seksual kepada pimpinan secara lisan
atau tertulis, langsung atau tidak langsung.

b) Dalam hal Kekerasan Seksual dilakukan oleh
pimpinan  Satuan Pendidikan, Pelapor dapat
menyampaikan laporan terjadinya Kekerasan
Seksual kepada: penyelenggara Satuan Pendidikan,
Dewan Masyayikh, Kepala Kantor Kementerian
Agama, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Pusat atau
Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangan
masing-masing.

2) Perlindungan
Dalam pasal 11 dijelaskan dakam tindakan perlindungan
satuan pendidikan harus memperhatikan keamanan,
kenyaman dan kebaikan para korban, saksi, pelapor, dan
anak berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku.
Pelindungan kepada pihak tersebut diberikan dalam
bentuk:*3

a) pelindungan atas kerahasiaan identitas;

b) penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas
pelindungan;

c) penyediaan akses terhadap informasi
penyelenggaraan pelindungan;

d) jaminan keberlanjutan untuk  menyelesaikan

pendidikan bagi Peserta Didik;

42 pasal 9 PMA no. 73 tahun 2022 tetang pencegahan dan penangan kekerasan suksual
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e) jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik
dan/atau Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan yang bersangkutan; dan/atau

f) perlindungan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3) Pendampingan

Lembaga pendidikan wajib melakukan
pendampingan terhadap saksi, Korban, dan anak Pelaku
Kekerasan Seksual sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12
bahwa pendampingan dapat dilakukan oleh pendamping
khusus yang kompeten. Hal- hal yang harus didampingi
meliputi konseling; layanan kesehatan; bantuan hukum; dan
layanan rehabilitasi.**

Dalam hal Satuan Pendidikan tidak dapat
menyediakan Pendamping, pimpinan Satuan Pendidikan
berkoordinasi dan bekerja sama dengan: Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia; Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban; perguruan tinggi lain; unit teknis
pemerintah daerah yang menangani pelindungan anak;
dinas kesehatan; dinas sosial; organisasi profesi; lembaga
bantuan hukum; lembaga penyedia layanan pelindungan
anak berbasis masyarakat; organisasi kemasyarakatan
keagamaan dan lembaga keagamaan.

4) Penindakan

Dalam hal penindakan ini diatur dalam pasal 13
bahwa Pimpinan Satuan Pendidikan melakukan penindakan
terhadap terlapor Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh
Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik yang
berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun. Penindakan

tersebut dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:

44 pasal 12 PMA no. 73 tahun 2022 tetang pencegahan dan penangan kekerasan suksual
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a) pembebasan sementara dari tugas dan/atau
jabatannya; dan
b) pembebasan sementara dari layanan pendidikan

terlapor.*

Sanksi dan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual
di lingkungan pendidikan di bawah Kementerian Agama
diatur dalam BAB VI pasal 18 ayat 1. Dalam pasal
tersebut, pelaku yang terbukti melakukan kekerasan
seksual berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum dikenai sanksi pidana dan sanksi administrasi.
Sanksi pidana dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam
ayat 3 jika pelaku berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil
(PNS) maka pengenaan sanksi administratif dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang ada mengenai disiplin PNS.
Namun jika pelaku bukan berstatus PNS, maka sanksi
administrasi yang diberikan akan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang diatur penyelenggara satuan
pendidikan. Dalam pasal 19 dijelaskan Jika satuan
pendidikan tidak memfasilitasi, membantu pencegahan
dan penanganan kekerasan seksual juga akan dikenai
sanksi. Diantaranya berupa:*®

a) Teguran lisan

b) Peringatan tertulis

c) Penghentian bantuan

d) Pembekuan izin penyelenggaraan satuan pendidikan

e) Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan

4pasal 13 PMA no. 73 tahun 2022 tetang pencegahan dan penangan kekerasan suksual
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f) Pendidikan pencabutan izin penyelenggaraan satuan
pendidikan

g) Pencabutan tanda daftar satuan pendidikan.

5) Pemulihan korban
Proses pemulihan diatur dalam pasal 14 bahwa
pimpinan satuan pendidikan wajib melakukan pemulihan
terhadap korban kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh
pendamping. Pemulihan tersebut dilakukan dalam aspek
pemulihan fisik, mental, spiritual, dan social korban. Dalam
hal Satuan Pendidikan tidak dapat menyediakan
Pendamping, pimpinan Satuan Pendidikan berkoordinasi
dan bekerja sama dengan lembaga lain dinatranya;
a) perguruan tinggi;
b) dinas kesehatan;
c) organisasi kemasyarakatan keagamaan;
d) lembaga keagamaan;
e) organisasi profesi;
f) dinas sosial;
g) unit teknis pemerintah daerah yang menangani
pelindungan anak; dan
h) lembaga penyedia layanan pelindungan anak
berbasis masyarakat.*’

Sedangkan dalam permendikbud no. 30 tahun 2021
tentang PPKS bagi satuan pendidikan negeri dibawah naungan
kemenristek dikti tahapan penangan kasus kekerasan seksual
meliputi pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi dan
pemulihan korban hal ini dijelaskan dalam pasal 10, sebagai
berikut:

1) pendampingan

47 pasal 13 PMA no. 73 tahun 2022 tetang pencegahan dan penangan kekerasan suksual
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Pendampingan dalam hal ini diberikan kepada Korban atau

saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga

Kependidikan, dan Warga Kampus berupa a. konseling; b.

layanan kesehatan; c. bantuan hukum; d. advokasi; dan/atau

e. bimbingan sosial dan rohani.*® Dalam hal pelaksanaan

pendampingan harus mendapat persetujuan dari korban.

2) perlindungan

Dalam hal pelindungan kepada Korban atau saksi yang

dijelaskan dalam pasal 12 ayat 2 diantaranya berupa;

a) jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan
bagi Mahasiswa;

b) jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik
dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi
yang bersangkutan;

c) jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik
dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan
Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi
pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada
aparat penegak hukum;

d) pelindungan atas kerahasiaan identitas;

e) penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas
pelindungan;

f) penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan
pelindungan;

g) pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak
hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma
terhadap Korban;

h) pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan

pidana;

48 pasal 11 Permendikbud no. 30 tahun 2021 tetang pencegahan dan penangan kekerasan suksual
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1) gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang
dilaporkan;
J) penyediaan rumah aman; dan/atau.
k) pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman
yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.
3) pengenaan sanksi
Dalam Pasal 14 permendikbud no. 30 tahun 2021
tentang PPKS dijelaskan terkait jenis sanksi administratif
bagi pelaku kekerasan seksual, antaranya: sanksi
administratif ringan; sanksi administratif sedang; dan sanksi
administratif berat.*
a) Sanksi administratif ringan sebagaimana dijelaskan
dalam pasal 14 ayat 2 diantaranya berupa:

(1) Teguran tertulis;

(2) Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang
dipublikasikan di internal kampus atau media
massa.

b) Sanksi administratif sedang sebagaimana dijelaskan
dalam pasal 14 ayat 3 diantaranya berupa:*

(1) Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa
memperoleh hak jabatan;

(2) Pengurangan hak sebagai mahasiswa meliputi:
Penundaan  mengikuti  perkuliahan  (skors);
Pencabutan beasiswa; Pengurangan hak lain.

c) Sanksi administratif berat sebagaimana dijelaskan dalam
pasal 14 ayat 4 diantaranya berupa:®!

(1) Pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa;

49 Pasal 14 permendikbud no. 30 tahun 2021 tentang Penangan dan Pencegahan Kekerasan
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(2) Pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik
Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

4) Pemulihan korban

Dalam pasal 20 ayat 1 dijelaskan pemulihan korban berupa
tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis dan bimbingan
sosial dan rohani. Dalam proses pemulihan tersebut satuan
pendidikan dapat berkoordinasi atau melibatkan tenaga
khsus yang kompeten seperti: a. dokter/tenaga kesehatan
lain; b. konselor; c. psikolog; d. tokoh masyarakat; e.
pemuka agama; dan/atau f. pendamping lain sesuai
kebutuhan termasuk kebutuhan Korban penyandang
disabilitas.

Dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Seksual, Pemimpin Perguruan Tinggi satuan kemenristek dikti
membentuk Satuan Tugas di tingkat Perguruan Tinggi yang disingkat
dengan SATGAS PPKS. Setiap lembaga pendidikan tinggi wajib
meliki satuan tugas dalam hal pencegahan dan penangan kekerasan
seksual sebagaimana diatur dalam pasal 23 permendikbud no. 30 tahun
2021 tentang PPKS.>? Keanggotaan Satuan Tugas berasal dari
Perguruan Tinggi yang bersangkutan, terdiri atas unsur pendidik,
tenaga keendidikan dan mahasiswa.>

Anggota satuan tugas pencegahan dan penangan kekerasan

seksual memiliki tugas sebagai berikut, diantaranya:®*

52 pasal 23 permendikbud no. 30 tahun 2021 tentang Penangan dan Pencegahan Kekerasan

Sesksual
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d)

f)

9)

h)

membantu  Pemimpin  Perguruan Tinggi menyusun
pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
di Perguruan Tinggi.

melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 6 (enam) bulan pada Perguruan Tinggi;
menyampaikan hasil survei kepada Pemimpin Perguruan
Tingyi;

mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan
disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi,
serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi
Warga Kampus;

menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan
disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi,
pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;

melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam
pemberian pelindungan kepada Korban dan saksi;
memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas
oleh Pemimpin Perguruan Tinggi; dan

menyampaikan laporan  kegiatan Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pemimpin
Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6

(enam) bulan.
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BAB 111
METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif
dengan tujuan pertama dan kedua; untuk mendeskripsikan dan
mengungkap partisipasi dan strategi Perguruan Tinggi di Jawa Timur
dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap perempuan
dan anak, ketiga; Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat
partisipasi Perguruan Tinggi di Jawa Timur dan Makasar dalam
mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan
anak. Jenis Penelitian ini menggunaka studi multisitus karena penelitian
ini dilaksanakan di bebrapa lokasi Perguruan Tinggi di Jawa Timur
diantaranya UIN Khas Jember, UIN Surabaya, UIN Malang, dan IAIN
Kediri di bawah naungan Kementerian Agama, sedangkan Universitas
Negeri Jember, Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Brawijaya
dan Universitas Airlangga dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. 8 Universitas tersebut memiliki kurikulum yang berbeda,
tujuan yang berbeda, visi dan misi berbeda, profil Perguruan Tinggi yang
berbeda, serta sistem pembelajarannya juga berbeda. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan
dokumentasi terhadap Kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), dan
LKBHI, dan lembaga atau unit yang menangani kekerasan seksual di
Perguruan Tinggi tersebut. Analisis data menggunakan analisis data kasus
individu dan analisis multi kasus karena penelitian dilaksanakan di

beberapa lokasi.
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan kualitatif - deskriptif. Menurut Hadari Nawawi penelitian
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kualitatif adalah “proses penyelesaian problem yang diselidiki dengan
mendiskripsikan keadaan suatu objek penelitian (individu, masyarakat,
maupun institusi lainya) sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi
sebenarnya” jadi penelitian kulitatif ini lebih menekankan makna dari
pada generalisasi.*®

Menurut Creswell “Penelitian kualitatif deskriptif mempunyai
bermacam pendekatan dalam riset akademik karena jenis penelitian ini
mempunyai asumsi filosofis, strategi riset, cara pengumpulan data, dan
analisis, serta pemahaman data yang bermacam-macam”.
Pengumpulan data dilaksanakan ditempat yang akan diteliti serta
dalam pengaturan yang alami dalam melakukan interaksi face to face
selama penelitian.®

Penggunaan pendekatan kualitatif —dimaksudkan untuk
memahami lebih mendalam tentang bagaimana partisipasi dan strategi
Perguruan Tinggi dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan
seksual terhadap perempuan dan anak khususnya di beberapa
Perguruan Tinggi di Jawa Timur dan Makasar. Sedangkan Penggunaan
metode deskriptif ini digunakan karena peneliti ingin menggambarkan
keadaan yang sebenarnya bagaimana bentuk-bentuk partisipasi
Perguruan Tinggi dan starategi dalam mencegah, menangani dan

membantu korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

C. Data dan Sumber Data
Sumber data merupakan pangkal asal data bisa didapatkan.
Sumber data ini dibagi menjadi dua, diantaranya sumber data primer
dan sumber data sekunder.
Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung

dari sumber uatama. Data ini diperoleh oleh peneliti melalui observasi

51smail Nurdin dan Sri Hartati, Metode Penelitian Sosial. (Surabaya: Media Sahabat Cendekia,
2019), him. 41

%6Creswell, Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed).(California: Sage
Publications, 2015), him. 258
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dan wawancara. Dalam hal ini yang akan diteliti tentang bagaimana
bentuk-bentuk partisipasi dan starategi yang digunakan oleh Perguruan
Tinggi di Jawa Timur dan Makasar dalam mencegah dan menangani
kasus kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak, serta
apa saja tantangan dan kendala yang dialami dalam menangi kasus-
kasus tersebut.

Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung. Data ini
bersumer dari literature seperti buku, jurnal, hasil penelitian serta
dokumen lain tentang permasalahan serta teori yang sesuai dengan
penelitian penulis.

Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini ada 3 (tiga) metode yang gunakan dalam
teknik pengumpulan data, agar data yang didapat akurat, dinataranya:
a. Wawancara
Wawancara adalah suatu aktivitas komunikasi verbal
diharapkan untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini
penulis memakai teknik wawancara untuk mendapatkan data
informasi berkaitan dengan partisipasi dan strategi Perguruan
Tinggi dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual
terhadap perempuan dan anak khususnya Perguruan Tinggi di Jawa
Timur dan Makasar dengan cara face to face atau via online
(telephon, whatsApp, Zoom, GoogleMeet, dll) jika ada kekurangan
data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan
teknik interview semi-terstruktur. Pelaksanaan interview ini lebih
bebas, dalam artian penulis tidak menggunakan list pedoman
wawancara yang sistematisk dan lengkap. Dalam pelaksanaan ini
hanya mengguanakan pedoman garis-garis besar dari pokok
permasalahan yang hendak dikaji.

Dengan teknik ini diharapkan untuk mendapatkan informasi
atau data terkait partisipasi dan strategi Perguruan Tinggi dalam

mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap
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perempuan dan anak khususnya di beberapa Perguruan Tinggi di
Jawa Timur dengan cara lebih bebas, santai dan terbuka, yaitu
berbincang santai, yang mana informan diminta bercerita tentang
informasi yang akan diteliti. Hal ini bertujuan supaya pihak
informan dapat lebih terbuka dan leluasa dalam memberikan
informasi tentang realita yang terjadi sebenarnya.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti
terhadap realita yang terjadi di lingkungan perguruan Tinggi yang
akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode ini
dengan cara mendeskripsikan segala sesuatu yang terjadi di
lingkungan perguruan Tinggi tentang partisipasinya dalam
menvegah dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap
perempuan dan anak. Para pelaku yang menjadi sasaran peneliti
diataranya; ketua lembaga PSGA, ketua LKBH dan lembaga terkait
penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi tersebut.
Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pencarian informasi atau
data yang akan dikaji baik itu berupa buku, catatan, foto, dan arsip
atau berita berkaitan dengan partisipasi dan strategi Perguruan
Tinggi di Jawa Timur dan Makasar dalam mencegah dan

menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

2. Teknik Analisis Data

Dalam tahapan ini setelah semua informasi atau data

terkumpul, akan dilakukan proses analisis agar dihasilkan temuan baru

berkenaan dengan tujuan penelitian. Ada beberapa tahapan yang harus

dilakukan dalam proses analisis data ini, diantaranya:

1.

Proses editing data
Dalam proses ini dilakukan dengan cara memeriksa lagi hasil
data berkaitan dengan partisipasi dan strategi Perguruan Tinggi

dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap
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perempuan dan anak agar data yang diperoleh memiliki kualitas
yang bagus. Dalam tahap ini yang akan diteliti kembali terutama
tentang kelengkapan data, kejelasan makna, keterkaitan dan
hubungannya dengan kumpulan data lain. Agar kebutuhn data yang
didapat bisa diketahui apakah sudah mencukupi dalam
menyelesaikan problem yang dikaji dan untuk meminimalisir
kekurangan serta kesalahan data yang diperoleh dalam penelitian.
2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses pegelompokan informasia atau
data yang telah dihasilkan dalam penelitian ini tentang partisipasi
dan strategi Perguruan Tinggi dalam mencegah dan menangani
kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak khususnya
Perguruan Tinggi di Jawa Timur dengan cara menyusun atau
memilah-milah data yang didapat ke dalam permasalahan tertentu
untuk memperoleh analisa atau pembahasan sesuai dengan fokus
dan tujuan penelitian ini.

Dalam tahap ini peneliti memeriksa kembali data-data yang
diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan poin-poin fokus
penelitian. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam proses
analisis data. Dalam penelitian ini penulis mengklasifikasikan data
dalam bebrapa kelompok diantaranya temuan saat interview
dengan pihak ketua lembaga PSGA, ketua LKBH dan lembaga
terkait penangan kekerasan seksual di perguruan tinggi tersebut.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan pembuktian kebenaran data tentang
partisipasi dan strategi Perguruan Tinggi dalam mencegah dan
menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak
khususnya Perguruan Tinggi di Jawa Timur demi menjamin
validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan

dengan cara menemui sumber data (informan) kemudian
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memberikan hasil wawancara untuk ditanggapi apakah data
tersebut sesuai dengan apa yang telah diinformasikan.

. Analisis

Analisis  merupakan  proses penyederhanaan  hasil
pengumpulan data peneliti tentang partisipasi dan strategi
Perguruan Tinggi dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan
seksual terhadap perempuan dan anak khususnya Perguruan Tinggi
di Jawa Timur kedalam bentuk bahasa yang lebih mudah dibaca
dan juga mudah dimengerti. Dalam hal ini, penulis dalam
mengelola dan menganalisis data yaitu dengan cara menyajikan
data hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan terlebih dahulu,
kemudian dilanjutkan dengan melakukan interpretasi dengan
mengacu pada rujukan teoritis yang berhubungan dengan
permasalah dalam penelitian ini.

Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan
berdasarkan hasil temuan di lapangan dan melakukan verifikasi
data. Kesimpulan dalam hal ini masih bersifat sementara dan akan
berubah apabila ditemukan bukti-bukti untuk mendukung tahap
pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-
bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh
bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang
ditemukan di lapangan, maka kesimpulan yang diperoleh
merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam hal ini, penulis
mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah
dianalisa untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang
dipaparkan pada latar belakang tentang partisipasi dan tsrategi
Perguruan Tinggi dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan
seksual terhadap perempuan dan anak khususnya beberapa

Perguruan Tinggi di Jawa Timur.
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3. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
triangulasi: Trianggulasi, merupakan titik penentuan keabsahan data
yang didasari pola pikir fenomenologis yang bersifat multi perspektif,
pola pikir fenomenologis yang bersifat multi perspektif adalah menarik
kesimpulan dengan berbagai sudut pandang. Dari berbagai cara
pandang tersebut akan muncul beragam fenomena untuk selanjutnya
dapat ditarik kesimpulan yang lebih dapat diterima kebenaranya.
Pemeriksaan ini dilakukan antara lain dengan triangulasi sumber, yaitu
pengecekan keterpercayaan data dengan cara membandingkan hasil

penelitian dari berbagai sumber baik primer maupun skunder.
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BAB IV
KAJIAN DATA

“PERGURUAN TINGGI SEBAGAI GARDA DEPAN GERAKAN ANTI
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK?”

Fenomena kekerasan seksual yang terjadi di dalam ranah
pendidikan khususnya jenjang universitas sangat meresahkan beberapa
tahun terakhir. Kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi
melibatkan antar personal civitas akademia. Di antaranya dilakukan oleh
dosen, tenaga kependidikan, karyawan, dan mahasiswa.®’ Dari beberapa
kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus, respon korban atas
kejadian tersebut beragam. Hal ini terjadi karena memang banyak di antara
mereka yang belum memahami tentang kekerasan seksual (KS) dan
ketiadaan mekanisme atau prosedur pengaduan resmi atas apa yang
mereka alami. Akibatnya, kasus-kasus yang muncul saat ini umumnya
ditangani oleh individu dosen atau pihak struktural kampus, tetapi dengan
penangan yang sangat terbatas. Kondisi ini yang menyebabkan korban KS
enggan melaporkan kasusnya.®® Prinsip dan standar diperlukan sebagai
landasan dalam pelaksanaan mekanisme penanganan korban kekerasan
seksual. Prinsip dan standar ini harus dipenuhi dalam penanganan korban

dan ditaati oleh semua pihak.

Upaya yang dilakukan dalam konteks ini, khususnya dalam hal
pencegahan diwujudkan pada komitmen Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk

5 Komnas Perempuan, Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), 5
%8 |bid., 6.
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mengeradikasi ‘tiga dosa besar’ dalam dunia pendidikan, yakni
perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual. Berbagai upaya telah
dilakukan, yang terkini adalah penetapan Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun
2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di
lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKS).
Permendikbudristek PPKS hadir sebagai solusi atas berbagai kasus
kekerasan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi.*®

Menurut data Komnas Perempuan terkait kekerasan seksual di
lingkungan pendidikan dalam rentang waktu 2015-2021, terdapat 67 kasus
kekerasan seksual. Perguruan tinggi sebagai penyumbang kasus terbanyak.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat setidaknya
sepanjang Januari-Juli 2022, terdapat 12 kasus kekerasan seksual di
sekolah. Sebanyak 25 persen di antaranya terjadi di dalam wilayah
kewenangan Kemendikbudristek dan 75 persen di satuan pendidikan di
bawah kewenangan Kementerian Agama.®

Dalam konteks perguruan tinggi, sosialisasi dan upaya pencegahan
menjadi upaya yang harus selalu ditekuni. Keberhasilan dari adanya
regulasi dan pembentukan lembaga tidak didasarkan pada jumlah
kuantitatif yang berhasil ditangani, namun pada nihilnya kekerasan seksual
yang terjadi di lingkungan kampus sehingga berhasil sebagai upaya
pencegahan.

59
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Kominfo, Tetaskan Solusi Cegah Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi,
https://www.kominfo.go.id/content/detail/38072/tetaskan-solusi-cegah-kekerasan-seksual-di-

perguruan-tinggi/O/berita, diakses pada 20 Desember 2022 pukul 15.00 WIB

Kompas, Perangi Kejahatan Seksual di Lingkungan Pendidikan!,

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/24/07000091/perangi-kejahatan-seksual-di-

lingkungan-pendidikan-, diakses pada 19 Desember 2022 pukul 14.30 WIB
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A. Bentuk-Bentuk Partisipasi Perguruan Tinggi dalam Mencegah dan
Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak
1. Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember
Kekerasan seksual semakin masif di Indonesia salah
satunya ialah terjadi di lingkungan Pendidikan yaitu Peguruan
Tinggi. Adanya kekerasan yang semakin sistematis dan terjadi
secara berkelanjutan tentunya berdampak secara psikis kepada
korban hal tersebut dapat meunculkan perasaan putus asa serta
trauma. Adanya kekerasan seksual kini merambah ke Perguruan
Tinggi Adapun salah satu Perguruan tinggi yang ada di provinsi
Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Jember ialah Universitas Islam
Negeri (UIN) Kiai Haji Ahmad Siddig Jember.
Adanya kekerasan seksual dikalangan UIN Kiai Haji
Achmad Siddiq (KHAS) Jember diafirmasi berdasarkan survei
Kemendikbud di PT pada Tahun 2020. Adapun hasilnya terdapat
77% dari dosen yang turut serta melakukan survei bahwa
kekerasan seksual bukan hanya terjadi di kalangan umum tetapi
juga terjadi di Perguruan tinggi yang notabennya mengemban
Pendidikan. Survei yang menunjukkan angka 77% tersebut 63%
diantaranya memilih untuk tidak melaporkan adanya kekerasan
seksual yang mereka ketahui.®
Selain itu, berdasarkan data dari KOMNAS Perempuan
pada tahun 2021 adanya kekerasan seksual yang berkaitan dengan
ranah publik sebesar 21% yakni terdapat 1.731 kasus. Adapun
kasus yang paling menonjol ialah kasus kekerasan seksual
sebanyak 962 kasus yakni sebesar 55% yakni terdiri dari kekerasan
seksual lain sebanyak 371 kasus, dan diikuti dengan adanya

pemerkosaan sebanyak 299 kasus, adanya pencabulan sebanyak

61 https://www.kompas.com/edu/read/2021/11/12/175145171/nadiem-77-persen-dosen-akui-
kekerasan-seksual-terjadi-di-kampus?page=all/ diakses pada Tanggal 18 Desember 2022, Pada
Pukul 14:06 WIB
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166 kasus, pelecehan seksual sebanyak 181 Kkasus, adanya
persetubuhan sebanyak 5 kasus serta 10 kasus adanya percobaan
pemerkosaan. Maraknya kasus tersebut bukan hanya terjadi pada
perempuan dan anak melainkan juga terjadi pada laki-laki.®?

Perguruan Tinggi Umum dan Perguruan Tingi Keagamaan
Islam Negeri di Indonesia kini semakin bertumbuh pesat.
Eksistensi  perguruan tinggi bukan hanya sebagai pusat
perkembangan keilmuan namun juga sebagai pusat adanya
perubahan terhadap budaya bangsa dengan Tridarma Perguruan
Tinggi. Dengan adanya Tri-Dharma dalam perguruan tinggi
tentunya memiliki peran yang penting guna untuk mentransfer
keilmuan serta nilai-nilai luhur yang pada prinsipnya untuk
mencerdasakan  kehidupan  bangsa dengan  memajukan
kesejahteraan masyarakat umum.

Namun pada kenyataannya maraknya kasus-kasus yang
terjadi mampu merusak citra tri-dharma perguruan tinggi.
Indonesia sebagai negara yang menjunjung kecerdasan bangsa
terdapat 3.166 Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta hal
tersebut berdasarkan Data Kemenristekdikti pada tahun 2021.
Adapun jumlah Dosen di Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta
mencapai 263. 554 sedangkan Jumlah Mahasiswa mencapai 7.
369.009.3

Berdasarkan data Diktis tahun 2022 dalam lingkup
perguruan tinggi terdapat klasifikasi bahwa terdapat 58 Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) meliputi Universitas
Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Adapun perguruan Tinggi

62 https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-
pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-
penanganan-di-tengah-covid-19/ diakses pada Tanggal 18 Desember 2022, Pada Pukul 14:21
WIB

83https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view data_pub/0000/api_pub/cmdTdG5vUOIwKzBFR
20rQnpuZEYzdz09/da_04/1/ Diakses pada Tanggal 18 Desember 2022, Pada Pukul 14:49 WIB
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swasta di bawah DIKTIS terdapat 838 dengan rincian institute 85,
sekolah tinggi 642 dan FAI 111. Adapun jumlah dosen dilingkup
PTKIN PNS terdapat 6387 laki-laki dan sebanyak 3757
perempuan. Adapun jumlah dosen PTKIN Non PNS terdapat 1836
Laki-laki dan terdapat 1431 dosen perempuan. Adapun jumalh
dosen PTKIS PNS terdapat 328 dosen laki-laki dan 68 dosen
perempuan serta terdapat 4860 dosen laki-laki dalam lingkup
PTKIS Non PNS dan sebanyak 2154 dosen perempuan.*

Untuk menanggulangi hal tersebut pihak perguruan tinggi
merespon adanya kasus kekerasan seksual yang semakin marak
dengan menerbitkan Peraturan Rektor IAIN Jember Nomor 315
Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Seksual di IAIN Jember. Dengan demikian adanya aturan yang di
buat oleh rector IAIN Jember diharpakan mampy menciptakan
lingkungan perguruan tinggi yang diperlukan guna untuk
mendukung serta menciptakan pemahaman dan pencegahan di
linmgkungan kampus dari adanya perilaku kekerasan seksual.

Merespon adanya SK Rektor IAIN Jember Nomor 316
tahun 2020 tentang SOP pencegahan dan penanganan Kekerasan
seksual di IAIN Jember.

“Adanya SOP merupakan turunan sebagai pedoman
Standar Operasional Prosedur guna untuk memastikan
kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai prosedurnya.”®

Selain adanya SK Rektor PSGA inisiasi adanya

pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT) Kampus UIN KHAS
Jember tidak menggunakan ULT melainkan dengan menggunakan
Tim pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual
dengan diantaranya pada pendampingan hukum bekerjasama

dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI)

8 https://diktis.kemenag.go.id/v1// Diakses pada Tanggal 18 Desember 2022, Pada Pukul 15:09
wiB

8 Alfisyah Nurhayati, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Jember, wawancara
pada tanggal 10 Desemebr 2022
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IAIN Jember, sedangkan pada pendampingan psikologis melalui
Biro Konseling dan Psikologi dan untuk kesehatan bekerjasama
dengan Klinik UIN KHAS.

“Adanya inisiasi tersebut berbeda dengan PTKIN yang
lain. Inisiasi tersebut menjadi ruang bagi para korban
kekerasan seksual bukan hanya sebagai bentuk pelayanan
pengaduan melainkan adanya bimbingan baik secara
konseling dan mendapatkan bantuan hukum.”’%®

Selain itu untuk mencapai tujuan bahwa mencerminkan

kampus yang bersih dari perilaku kekerasan seksual yakni dengan
mendorong seluruh sistem untuk mendukung adanya penguatan
serta perwujudan Dokumen Operasional Indikator Perguruan
Tinggi Resposin Gender (PTRG) di UIN KHAS Jember.

Terbentuknya Tim Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual di
Indonesia Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq
Jember melakukan pendampingan secara psikologis, melakukan
rehabilitasi sosial serta adanya pendampingan hukum bahkan
adanya suatu sanksi massal bagi pelaku. Baik pelaku tersebut
adalah seorang mahasiswa ataupun pelaku tersebut seorang
dosen.®’

“Pernah kami menangani kasus kekerasan seksual yang
ada di lingkungan kampus, kami lakukan sesuai SOP dan
hasilnya kami laporkan kepada pimpinan kampus untuk
ditindaklanjuti sebagai langkah konkret terhadap pelaku®®
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik lIbrahim

Malang
Penanaganan dan pencegahan adanya kekerasan seksual di
lingkungan UIN Malfang ialah salah satu caranya mengkaji dan

menghelai adanya FGD dan sosialisasi SK Rektor tentang

6 Alfisyah Nurhayati, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Jember, wawancara
pada tanggal 10 Desemebr 2022

67 Alfisyah Nurhayati, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Jember, wawancara
pada tanggal 10 Desemebr 2022

% Alfisyah Nurhayati, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Jember, wawancara
pada tanggal 10 Desemebr 2022

61



Kekerasan Seksual. Focus Grup Discussion dilingkungan UIN
Malang melibatkan elemen mahasiswa dan dosen.

Salah satu Kasus kekerasan seksual yang ditangani ialah
pada adanya upaya untuk melakukan pembinaan dan
pendampingan. Kasus tersebut telah memasuki fase konseling ke
psikiater yang telah memasuki bulan keenam.

“Memang sekarang kita sedang menangani kasus kekerasn

seksual, salah satu yang saya tangani ialah kami telah

memberikan pendampingan kepada korban dengan
memberikan pendampingan tersebut kita sudah melakukan
identifikasi kemudian selanjutnya ialah sudah memasuki
fase konseling ke psikiater dan sudah memasuki bulan
keenam.”®
Upaya yang dilakukan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yakni:
a. Adanya SK rektor tentang kekerasan seksual
Penanganan kekerasan seksual telah terjadi di berbagai
Perguruan Tinggi, sebagai kampus yang berbasis islam adanya
kekerasan seksual di lingkup perguruan bukan hal yang tabu.

“Adanya aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah tidak

menjamin adnya penjangkaun terhadap pelaku kekerasan

seksaul di lingkungan Perguruan Tinggi.”"®

b. Tindaklanjut Perumusan P3KS
Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Universitas Islam
Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang bekerja sama
dengan Student Crisis Center (SCC) menyelenggarakan rapat
untuk membahas Penyusunan Pedoman Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan Seksual (P3KS).

% |stiadah, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Malang, wawancara Pada tanggal
29 November 2022.

70 |stiadah, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Malang, wawancara Pada tanggal
29 November 2022.

62



“Adapun harapannya dengan adanya P3KS ialah dapat
mewujudkan Perguruan Tinggi UIN Malang aman dan
responsif gender, adanya regulasi yang sifatnya universal,
lingkup satu kampus, sehingga nantinya akan tercipta regulasi
yang seragam.”’*

c. Pembentukan Lembaga Unit Layanan Terpadu (ULT)
Pembentukan Lembaga Unit Layanan Terpadu (ULT). ULT
ini merupakan lembaga yang akan membantu menangani
kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus,
dengan cara menemani dan mengantarkan korban ke pusat
konseling yang sudah disediakan, seperti PSGA dan Sahabat
Cerita. Anggota ULT sendiri berasal dari perwakilan dosen
dan mahasiswa setiap fakultas.

d. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pencegahan
Kekerasan Seksual Terpadu di UIN Malang.

“Adanya SOP tersebut sebagai bentuk tindaklanjut dari SK
Rektor, adanya SOP ini sebagai bentuk prosedur
pencegahan kekerasan seksual terpadu kepada Dosen,
Tenaga Pendidik dan Mahasiswa. "

e. Adanya SK Rektor UIN Malang nomor
4748/Un.3/HK.00.5/08/2018 tentang Kode Etik dan Tata
Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang.

Adanya kode etik yang dibuat oleh Rektor UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang ialah guna sebagai pedoman mengenai hak,
kewajiban, larangan, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi
mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang.

"1 |stiadah, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Malang, wawancara Pada tanggal
15 Desemebr 2022

72 |stiadah, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Malang, wawancara Pada tanggal
15 Desemebr 2022
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3.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Maraknya kasuss kekerasan seksual bukan hanya terjadi di
lingkungan sosial kemasyarakatan melainkan juga terjadi di
lingkup Pendidikan salah satunya ialah di Perguruan Tinggi IAIN
Kediri. IAIN kediri merupakan perguruan tinggi yang berada di
Jawa Timur. Berdasarkan surat kepeutusan Mentri Agama
NOMOR 17 Tahun 1961. Adanya kasus kekerasan seksual baik
yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa, dari mahasiswa ke
mahasiswi lainnya. Adanya kasus yang mencuat di IAIN Kediri hal
yang dilakukan ialah dengan menerapkan sanksi.

a. Sanksi Pertama ialah dilakukan dengan adanya
pengurangan jabatan kepada pelaku;

b. Sanksi Kedua ialah pelaku tidak dapat diperbolehkan
mendapat kenaikan pangkat selama waktu 2 tahun;

c. Sanksi ketiga dosen tidak boleh melakukan bimbingan
skripsi kepada mahasiswa selama 2 semester.

Selain itu adanya kasus tersebut IAIN kediri berupaya untuk
melakukan Kerjasama yang dilakukan olenh Kementerian Agama
(Kemenag) RI. Selain melakukan kerja sama dengan Kemenag RI
juga bekerjasama dengan Komisi Nasional Perempuan serta
Perguruan tinggi lainnya.

Sebagai respon terhadap maraknya kasus kekerasan seksual
maka diterbitkan adanya SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Nomor 5494 pada tahun 2019. Adanya penecegahan dan upaya
secara progresoif yang dilakukan ialah sebagai bentuk untuk
menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kesetraan gender yang
ada di lingkungan Perguruan Tinggi.

Sebagai bentuk tindak lanjut dengan adanya SK Dirjen
Pendis ialah sebagai berijkut
a. Merancang dan menetapkan SK Rektor Nomor 532 tahun 2020

tentang pencegahan dan Penanganna Kekerasan Seksual di
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lingkungan IAIN Kediri. Dengan adanya rancangan SK Rektor
terhadap adanya pencegahan dan penanganan kekerasan
seksual di lingkungan IAIN Kediri ialah sebagai perwujudan
untuk menjaga keamanan di lingkungan IAIN Kediri.
. PSGA membentuk tim untuk Unit Layanan Terpadu (ULT)
Terbentuknya Unit Layanan Terpadu ialah sebafai bentuk
layanan untuk menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan
kampus. Adanya hal tersebjut sebagai bentuk implementasi
terhadap adanya SK rector Nomor 532 tahun 2020 tentang
pencegahan dan Penanganna Kekerasan Seksual di lingkungan
IAIN Kediri. Selain adanya ULT perlu adanya Kkajian
resoponsif gender dalam kebijakan dan juga kurikulum.
. PSGA membentuk Vocal Poin yang terdiri dari unsur dosen
dan juga mahasiswa Untuk membentuk suatu layanan tersebut
atau Vocal poin perlu adanya kontribusi dari mahasiswa
maupun dosen.
Merancang dan menetapkan SOP terjait pencegahan dan
penanganan Kekerasan Seksual (KS)
Adanya perancangan dan penetapaan SOP  (Standar
Operasional Prosedur) sebagai pedoman bagi penyelenggara,
tim  maupun mahasisswa untuk mengimplementasikan
terhjadap adanya SK yang di buat oleh rektor IAIN Kediri.
Adapun upaya yang dilakukan sebagai Langkah startegis

untuk menanggulangi kekerasan seksual ialah dibagi menjadi 3

yaitu Upaya Pencegahan, Upaya Penanganan serta sanksi bagi

pelaku.

a. Pencegahan

Adapaun bentuk-bentuk pencegahan yang dapat dilakukan

ialah; Pertama, Melakukan edukasi atau sosialisasi anti kekerasan

seksual kepada civitas akademika dengan melalui pembinaan

pkepada pegawai/karyawan, serta sosialisasi pada saat PBAK,
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banner sebagai media informasi, media sosial, diskusi keilmuan.
Kedua, mengadakan workshop atau seminar tentang gender,
pencegahan Kekerasan Seksual atau anti kekerasan. Ketiga,
mengkaji dan memetakan program serta kebijakan yg responsive
terhadap gender. Keempat, melakukan kordinasi dengan pihak
fakultas dan Prodi guna untuk menerapkan kurikulum yg reponsif
gender. Kelima, membentuk tim pencegahan yang mana
melibatkan dari pihak mahasiswwa maupun dosen dari masing-
masing Fakultas dan Prodi yang ada di Lingkungan IAIN Kediri.
b. Upaya Penanganan
Selain itu, adanya pemulihan dari segi kerohanian atau
keagamaan yang dapat dilakukan oleh tim Fakultas Ushulidin dan
Dakwah. Sehingga adanya sinergitas antar masing-masing Fakultas
dapat membantu mencegah kekerasan seksual di lingkup kampus
IAIN Kediri.
“Adapun upaya penanganan yang dilakukan ialah dapat
dijangkau melalui pemulihan kepada korban baik dari sisi
psikologi yang dilakukan oleh tim psikologi dari Program
Studi Psikologi Islam, selain ada pendampingan secara
psiskologis perlu adanya pendampingan secara hukum
sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban hal
tersebut dapat dilakukan oleh tim/ ahli hukum dari
Fakultas Syariah IAIN Kediri.”

c. Sanksi bagi pelaku

Adanya sanksi bagi pelaku kekerasan seksual untuk
mengimplementasikan SK Rektor pasal 34 yang mengatur
mengenai sanksi; terhadap terlapor yang mana dapat disesuaikan

dengan status terlapor. Adapun subjek-subjek yang terlibat ialah:

3 Lutfi Atmasari, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Kediri, Wawancara pada
tanggal 17 Desember 2022
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Mahasiswa, hal tersebut selaras dengan peraturan rektor
mengenai tata tertib mahasiswa.

ASN yang melanjutkan pertimbangan kode etik dan
ketentuan disiplin ASN nomor 53 Tahun 2010.

Warga kampus Non ASN ialah aturan mengenai kode etik
dan ketentuan rector yang berlaku.

Membangun jejaring dengan oerguruan tinggi ataupun
Lembaga Pendidikan tingkat tinggi lain.

Membangun jejaring antar lembaga (pemerintahan
maupun non) terkait dengan adanya gender dan anti
kekerasan (dinas dinas terkait, WYDII, WLP, dll)

Vocal point dari unsur mahasiswa merupakan kekuatan
yang paling vital capacity building terkait adanya
kesetaraan gender serta sebagai bentuk upaya pencegahan
kekerasan seksual (anti kekerasan).

Vocal point unsur mahasiswa ini yang menjadi garda
terdepan untuk pencegahan dan penanganan sebagai duta
anti kekerasan seksual, mulai dari mengelola isu-isu
gender dan seksual di kalangan mahasiswa sampai
dengan pertolongan pertama pada korban sebelum
ditangani secara intens oleh pihak yg berkompeten (tim
ULT Penanganan).

Sejak tahun 2021 perguruan tinggi tidak terlepas dari adanya

kasus kekerasan seksual. Hal tersebut juga terjadi di IAIN Kediri.
Adanya kasus yang menimpa seorang mahasiswi dan pelakunya
adalah seorang dosen kini dapat ditindaklanjuti oleh PSGA 1AIN
Kediri.

“dari berbagai cerita dari korban PSGA IAIN Kediri telah

mengetahui itu dan juga banyak yang melaporkan atas

perbuatannya, namun laporan tersebut tidak bersifat
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tertulis namun saat ini PSGA juga sedang menangani kasus
yang serupa.”’#

Sehingga untuk merespon adanya kasus tersebut pihak
kampus telah membuka kanal pelaporan resmi bagi penyintas
kekerasan seksual di kampus hal tersebut dilakukan, melalui
formulir daring yang mana dapat disebarkan oleh UKM Gender.

“kami masih belum bisa melakukan dengan adanya tindak

lanjut jika masih belum ada pelaporan secara resmi.””

4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

Adanya kasus kekerasan seksual yang ada di lingkungan
Perguruan Tinggi UINSA dapat menghebohkan media sosial
hingga aplikasi perpesanan. Untuk menggapi adanya berita yang
ada pihak kampus melakukan penelusuran. Dalam kasus tersebut
dapat dibuktikan terdapat 9 korban kasus kekerasan seksual di
Peguruan Tinggi UINSA.

Pencegahan dan penanganan Kekerasan seksual di
lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ialah
mendapatkan angin segar, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya
Bersama Satuan Tugas (satgas) pencegahan dan penanganan
Kekerasan Seksual mengadakan sosialisasi tentang Peraturan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
dan Pendidikan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 tahun
2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di
satuan Pendidikan.

“Adanya sosialisasi tersebut guna untuk memberikan

pengetahuan agar dapat diimplementasikan mengenai

™ Lutfi Atmasari, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Kediri, Wawancara pada
tanggal 17 Desember 2022

S Lutfi Atmasari, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Kediri, Wawancara pada
tanggal 17 Desember 2022
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pencegahan dan penaganan kekerasan seksual. Sosialisasi

tersebut dapat dilangsungkan kepada mahasiswa dengan

membuat video bagaimana cara melaporkan apabila
terjadi kekerasan seksual di kalangan mahasiswa.” "®

Sosialisasi tentang pencegahan kekerasan seksual juga
dilakukan pada tatanan perjabat baru di lingkungan UINSA sekitar
berjumlah 300 orang dengan melibatkan pimpinan kampus, Satgas
serta Komnas Perempuan di dalamnya baik melakukan dari aspek
regulasi yakni Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual ataupun Permen yang telah
dikeluarkan.

“Rektor selaku pimpinan cukup concern dalam isu ini

dibuktikan dengan banyak melibatkan unsur lain seperti

pembentukan Satgas, PSGA, Komnas Perempuan hingga
melakukan sosialisasi yang massif. """

Adanya Satuan tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual (PPKS) agar adanya Satgas PPKS dapat
berjalan dengan maksimal dan optimal, maka setiap Fakultas akan
di bentuk Vocal point adanya Vocal point tersebut guna untuk
menjadi wadah menampung aspirasi mahasiswa. Sehingga
mahasiswa dengan mudah untuk melaporkan kejadian kekerasan
seksual di UINSA.™

“Kami ada beberapa elemen dalam mengawal isu ini, yakni

ada 5 tim yang terbagi menjadi, tim pendampingan

8 Lilik Huriyah, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Sunan Ampel Surabaya,
Wawancara, pada tanggal 18 Desemeber 2022

77 Lilik Huriyah, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Sunan Ampel Surabaya,
Wawancara, pada tanggal 18 Desemeber 2022

8https://uinsby.ac.id/index.php/informasi/berita/cegah-kekerasan-seksual-psga-uinsa-
sosialisasikan-20-bentuk-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi/ Diakses pada Tanggal 20
Desember 2022, Pukul 09.43
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psikologis, tim pendampingan medis, tim pendampingan
spiritual, tim kode etik dan tim perlindungan hukum”."
Terdapat program Vocal Point yang merupakan
implementasi program Satgas PPKS UINSA pada tingkat Fakultas
sebagai upaya mempersempit peluang terjadinya kekerasan
seksual serta efiesiensi upaya pencegahan yang diketuai oleh
Wakil Dekan 1l serta Penanggung Jawab oleh Dekan dan
Pascasarjana yang terdiri dari unsur dosen, tenaga kependidikan
dan mahasiswa dengan total 194 orang yang tergabung secara
keseluruhan.
5. Universitas Negeri Surabaya
Kekerasan seksual ialah suatu tindakan pelecehan yang
menyebabkan seseorang cidera bahkan dapat berujung pada
kematian. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan
seksual tidak hanya dapat berdampak pada fisik, melainkan juga
berdampak pada psikis. “Berdasarkan data di kampus Universitas
Negeri Surabaya (UNESA) pada tahun 2015-2020 berdasarkan
komnas perempuan mencatat bahwa terdapat 51 kasus kekerasan
seksual dan diskriminasi 26 diantaranya adalah di loingkungan
Perguruan Tinggi. Tercatat bahwa terdapat 17 Pelaku Dosen, 6
pelaku mahasiswa, 2 diantaranya pelaku pelatih dam 1 ketua
Yayasan. Selain itu terdapat 7 pelaku kekerasan seksual yang
dilakukanm oleh Dosen Pembimbing Skripsi. Adapun yang
menjadi korban adanya kekerasan seksual tersebut ialah
sebanayak 21 mahasiswa, 1 dosen, 1 pegawai dan 2 lainnya.”®
Adanya kekerasan seksual bukan hanya terjadi di
perguruan tinggi, namun juga terjadi di sekolah-sekolah. Sebagai

wujud untuk mengimplementasikan tri-dharma perguruan tinggi

7 Lilik Huriyah, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Sunan Ampel Surabaya,
Wawancara, pada tanggal 18 Desemeber 2022

8 Mutimmatul Faidah, ketua satgas PPKS Unesa Surabaya, wawancara Pada Tanggal 08
September 2022
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Kampus Universitas Negeri Surabaya dari Satuan Tugas
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS)
UNESA meluncurkan seri panduan pencegahan dan penanganan
kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan. Adapun seri panduan
tersebut dibagi menjadi 3 buku diantaranya ialah menciptakan
interaksi sosial yang sehat untuk menghindari terjadinya
kekerasan seksual, pencegahan dan penanganan kekerasan
berbasis gender online (KGBO) dan Psychological First Aid
(PFA) untuk Lembaga Pendidikan.®
“Mustahil mewujudkan kampus yang zero kekerasan
seksual, apabila inputnya tidak diperbaiki. Membentuk
budaya nirkekerasan seksual harus dilakukan secara
simultan dari lembaga pendidikan yang paling awal hingga
pendidikan tinggi, "%
6. Universitas Brawijaya Malang
Bentuk-bentuk Strategi yang dilakukan oleh Universitas
Brawijaya ialah dengan memberikan bentuk pendampingan.
Adapun bentuk pendampingan yang dilakukan oleh BKBH UB
ialah sebagai berikut:
a. Bentuk pendampingan Litigasi
Pendampingan litigasi ialah adanya pendampingan secara
hukum dan procedural dalam penangananya ialah berdasarkan
pengadilan. Sedangkan;
b. Bentuk pendampingan non litigasi
Pendampingan non litigasi ialah pendampingan terhadap
korban dengan melalui di acara yaitu dengan melakukan
mediasi antara korban dengan pelaku sehingga hal tersebut

diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap

8L https://www.unesa.ac.id/satgas-ppks-unesa-luncurkan-panduan-penanganan-kekerasan-seksual-
di-sekolah/ diaskses pada tanggal 18 Desember 2022

8 Iman Purba, Anggota satgas PPKS Unesa Surabaya, wawancara pada tanggal 08 September
2022
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penyelesaian kekerasan seksual. Selain itu melakukan
konsultasi terhadap Lembaga-lembaga pelayanan yang ada di
lingkungan Universitas Brawijaya. Hal tersebut selaras dengan
Putusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 70 tahun 2020.

“adanya pendampingan secara litigasi dan non litigasi

ialah sebagai bentuk kepedulian terhadap korban, dengan

adanya pendampingan tersebut diharapkan mampu
memberikan output yaitu pemulihan terhadap korban
kekerasan seksual.

7. Universitas Airlangga Surabaya

Universitas Negeri Airlangga merupakan kampus yang
lebih dulu peka terhadap adanya kekerasan seksual di Lingkungan
Perguruan Tinggi UNAIR. Adanya Permendikbud Ristek Nomor
30 Tahun 2021 sebagai refrensi untuk menyesuaaikan agar selarasa
dengan peraturan mentri. UNAIR telah membentuk layanan yang
bernama Help Centre yang diberdirikan pada Tahun 2011. Adapun
tugas dari adanya help Centre ialah untuk menangani kekerasan
seksual di Kampus UNAIR. Bukan hanya soal penangana dan
pencegahan. Sebagai kampus yang menjunjung tinggi nilai-nilai
integritas akan bertindak tegas soal kekerasan seksual.

Tindakan yang dilakukan oleh Kampus ialah pernah
memberhentikan dosen UNAIR, memberhentikan Tenaga Pendidik
dan mahasiswa yang terbukti sebagai pelaku kekerasan seksual. 8

“Sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di

Lingkungan Kampus UNAIR. Rektor UNAIR mendukung

adanya pemebntukan Satuan Tugas (Satgas) pencegahan

dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual (Satgas PPKS)

adanya Satgas PPKS meriupakan perwujudan dari adanya

8 Yenny Eta Widyanti, ketua BKBH Brawijaya Malang, Wawancara 12 Desember 2022

84 https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/unair-siap-bentuk-satgas-cegah-kekerasan-
seksual-sesuai-permendikbud-30-2021// diakses pada Tanggal 21 Desember 2022, Pukul 10.12
wIB
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Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi (Permendikbud Ristek) RI Nomor 30 Tahun
2021. Adanya Satgas PPKS ialah sebagai bentuk untuk
menurunkan kasus kekerasan seksual di lingkungan

Kampus UNAIR.”8

Adanya pencegahan perlu dilakukan sedini mungkin
sehingga perlu adanya sosialisasi dan edukasi misalkan pada saat
penerimaan mahasiswa baru, penerimaan pendidik, penerimaan
tenaga kependidikan dan lain-lain.®

Selain adanya pembentukan Satgas PPKS perlu adanya
pembenahan sarana dan prasarana yang rentan kekerasan seksual
dan melakukan sosialisai terhadap Satandar Operasional Prosedur
dalam menangani kekerasan seksual.

“Dilakukannya sinergitas antara satgas PPKS UNAIR,

Help Center UNAIR dan Airlangga Inclusive Learning

(AIL) untuk menangani kasus kekerasan seksual.®’

Hal yang tidak dapat dilewati ialah seluruh mahasiswa,
dosen maupun tenaga pendidik untuk melakukan Tes Kesehatan
Mental guna untuk mencegah kekerasan seksual karena adanya
penyakit mental berpotensi untuk melakukan kekerasan seksual di
Lingkungan Kampus UNAIR.88

8. Universitas Negeri Jember

Merespon adanya kasus kekerasan seksual yang semakin
marak di perguruan tinggi baik di PTN, PTS Maupun PTKIN
sangat memperihatinkan. Salah satu kampus yang berada di

Jember Jawa Timur turut serta memberikan partisipasi yaitu

8 Muyrtati Dyah Artaria, ketua satgas PPKS UNAIR Surabaya, wawancara pada tanggal 18
Desember 2022

8 https://satgas-ppks.unair.ac.id/2022/09/25/dukung-pencegahan-kekerasan-seksual-rektor-bentuk-
satgas-ppks-unair// Diakses pada Tanggal 21 Desember 2022, Pukul 10.22 WIB

8 Muyrtati Dyah Artaria, ketua satgas PPKS UNAIR Surabaya, wawancara pada tanggal 18
Desember 2022

8 Muyrtati Dyah Artaria, ketua satgas PPKS UNAIR Surabaya, wawancara pada tanggal 18
Desember 2022
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dengan membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan
kekerasan Seksual. Adapun mekanisme yang digunakan ialah
Kampus UNEJ telah menyerahkan nama-nama calon anggota
panitia seleksi kepada Kemendikbudristek dan apabila terpilih
maka Pansel tersebut yang menjadi Tim Satuan Tugas
Pencehgahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di masing-
masing Kampus.

“Adanya Satgas sebagai bentuk partisipasi Perguruan
tinggi untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual
setiodaknya terdapat 50% anggota satuan tugas
pencegahan dan penanganan kekerasan seskausl yang
berasal dari kalangan mahasiswa, sedangkan lainnya
bersal dari kalangan dosen dan tenaga pendidik.”®°

Adapun tugas dari Satuan Tugas PPKS ialah dengan
melakukan penyusunan Program Pencegahan, membuat pedoman
tata Kelola dan tata kerja organisasi yang tentunya dapat
meminimalkan kekerasan seksual. Selain adanya hal tersebut
perlu adanya sosialisasi secara menyeluruh, adanya advokasi
sebagai bentuk pendampingan bagi korban kekerasan seksual di
lingkungan Universitas Negeri Jember.

Rektor turut merespon adanya hal tersebut yakni dengan
mencanagkan SK rector UNEJ Nomor 4 Tahun 2022 tentang
pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan
Universitas Negeri Jember. Adanya peraturan rector tersebut
sebagai bentuk pelaksanaan dari adanya peremndikbudristek
Nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan
kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dengan adanya aturan
tersebut diharapkan mampu menjadi pijakan untuk dapat

diimplementasikan agar ruang gerak kekerasan seksual tidak dapat

8 Linda Dwi Eryanti, ketua Pusat Studi Gender (PSG) UNEJ Jember, wawancara pada tanggal 18
Desember 2022
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menjalar sehingga hal tersebut dapat diminimalisir dengan
menerapkan  ketentuan-ketentuan di  lingkungan  Kampus
Universitas Negeri Jember.

Polres jember telah berkolaborasi dan bersinergi dengan
unej dan udah kerja bareng menolak kekerasn seksual secara umum
khsusunya di lingkungan kampus. Satgas tingkat kabupaten.
Menangani kekerasan seksual. Hal yang telah dilakukan ialah

dengan melakukan advokasi hukum dan pemulihan trauma.

B. Strategi Perguruan Tinggi dalam Mencegah dan Menangani
Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak
1. Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Achmad Siddig Jember
Adapun strategi yang dapat dilakukan oleh Perguruan
Tinggi UIN KHAS ialah sebagai berikut:

a. Penelitian dan Pengabdian yang Responsif gender baik

memberikan tema/ruang sendiri maupun pada proses dan
pelaksanaan yang responsif gender.
“Adanya penelitian dan pengabidan yang responsif sebagai
bentuk keterbukaan pada ruang publik bahwa adanya
penelitian  mampu membuka cakrawala pemahaman
tentang kekerasan seksual.”®

b. Publikasi khusus seperti jurnal An-Nisa’, Adanya publikasi
khusus sebagai wadah bagi para peneliti untuk menelaah
tentang perempuan sehingga memebrikan pemahaman
kepada masyarakat umum.

c. Mendorong menguatnya Kurikulum yang responsif gender
di UIN KHAS baik menjadi matakuliah maupun hidden
curriculum. Adanya penguatan terhadap kurikulum tentang

gender ialah dapat menjadi penunjang untuk memberikan

% Alfisyah Nurhayati, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Jember, wawancara
pada tanggal 14 Desember 2022
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pemahaman bahwa adanya kekerasan seksual bukan hanya
dilalui oleh perempuan melainkan juga oleh laki-laki.
“Dengan adanya hal tersebut mengindikasikan bahwa
pemahaman tentang gender sebagai mata kuliah sangat
diperlukan di Kampus UIN KHAS Jember.”

d. Sosialisasi dan penguatan-penguatan Gender

Mainstreaming. Setelah adanya beberapa alternatif yang
dibuat sebagai suatu strategi jitu perlu adanya sosialisasi
secara menyeluruh sebagai bentuk penguatan-penguatan
gender mainstream.
“Dengan adanya sosialisasi Mainstreaming gender ialah
suatu strategi untuk menginternalisasi terhadap perspektif
gender yang menjadi satu dimensi integral dalam suatu
siklus pembangunan hal tersebut biasanya meliputi adanya
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan serta adanya
evaluasi dari suatu regulasi maupun program
pembangunan.”®?

e. Penguatan jaringan untuk penghapusan kekerasan di PT
koloborasi dengan NGO, Komunitas peduli keadilan baik
dari kalangan Mahasiswa dan Pemerintah daerah
(DP3AKB). Strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah
adanya kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi ialah
perlu adanya penguatan jaringan dari berbagai elemen sama
hal nya dengan memperkuat jaringan di PT koloborasi
dengan NGO serta adanya komunitas peduli keadilan baik
di kalangan Mahasisswa maupun pemerintah daerah.

%1 Alfisyah Nurhayati, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Jember, wawancara
pada tanggal 14 Desember 2022

92 Alfisyah Nurhayati, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Jember, wawancara
pada tanggal 14 Desember 2022
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“Adanya penguatan jaringan tersebut agar semua pihak
dapat mengawasi dan saling menjaga agar kekerasan
seksual tidak terjadi lagi di Kampus UIN KHAS Jember.”%
f. Kuliah Studi Gender di beberapa Prodi S1 dan S3 sebagai
penguatan keilmuan yang responsif gender. Adanya kuliah
studi gender dimulai dari Starta 1 hingga strata 3
merupakan acara  progresif — untuk  menumbuhkan
pemahaman, keilmuan tentang gender dan kekerasan
seksual.
“Adanya kuliah tersebut untuk menghindari adanya culture
shock dan mengenalkan terlebih dahulu tentang seksualitas
serta dampak yang diakibatkan oleh adanya kekerasan
seksual. Sehingga jika pemahaman mengenai seksualitas
telah di serap oleh mahasiswa di seluruh perguruan tinggi
maka praktek kekerasan seksual dan pemerkosaan dapat
diminimalisir.”%
Adapun alur dalam pelayanan PSGA UIN KHAS Jember
Responsif ialah:
a. Korban kekerasan seksual mengadukan ke PSGA UIN
KHAS Jember dengan cara sebagai berikut;
“Pertama, pada Langkah ini hal yang dilakukan ialah
kesadaran dari sang korban untuk melakukan pengaduan ke
PSGA UIN KHAS Jember. Kemudian dengan adanya
pengaduan tersebut menjadi wadah untuk korban bercerita
dan menguraikan kronologis hal tersebut dapat dilakukan
guna untuk bisa menilai seberapa dampak yang dirasakan

oleh korban kekerasan seksual.”%®

% Alfisyah Nurhayati, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Jember, wawancara
pada tanggal 14 Desember 2022

% Alfisyah Nurhayati, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Jember, wawancara
pada tanggal 10 Desember 2022

% Alfisyah Nurhayati, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Jember, wawancara
pada tanggal 10 Desemebr 2022
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b. Rujukan, adanya rujukan tersebut ialah sebagai bentuk
konfirmasi bahwa adanya dampak yang signifikan terhadap
kasus kekerasan seksual. Sehingga dengan adanya hal
tersebut perlu adanya informasi yang menadalam guna untuk
memperkuat  pernyataan. Adanya rujukan tersebut
diperliukan tindakan secara mendalam setelah diafirmasi
bahwa dengan adanya rujukan tersebut diketahui bahwa ada
dampak yang sangat serius sehingga perlu adanya
penjangkauan.

c. Penjangkauan, dapat dilakukan setelah dinyatakan bahwa
korban dapat mengalamki dampak secara serius. Sehingga
dengan adanya penjangkaun terhadap korban perlu adanya
interaksi antar individu. Dengan memberikan pertanyaan
terbuka tanpa menghakimi agar korban dapat merasa
didengarkan, dipahami, serta merasa memiliki support
system karena korban kekerasan seksual rentan
mendapatkan stigma negative dari lingkungan sekitar.
Sehingga perlu penjangkauan agar dapat speak up dan bebas
mengekspresikan secara bebas apa yang dirasakan oleh
korban.

d. ldentifikasi dan verifikasi persoalan, dilakukan guna utnuk
menentukan kerugian yang dialami oleh korban kekerasan
seksual diantaranya ialah mengalami kerugian fisik, psikis
maupun sosial. Namun untuk mengetahui hal tersebut perlu
adanya konfirmasi kepada korban untuk menceritakan
kronolpogis kejadian hal tersebut guna untuk mengetahui
pelaku, situasi penyerangan, hingga hambatan yang dapat
dialami oleh korban untuk meminta akses bantuan. Pada saat
melakukan identifikasi masalah perlu adanya ruang kepada
korban untuk menceritakan sesuai dengan kemampuannya

karena hal tersebut dianggap dapat mampu membangkitkan
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memori buruk ataupun kejadian yang dialaminya. Selain itu

pada tahap identifikasi masalah perlu adanya pemeriksaan

terhadap fisik korban.

e. Penanganan, setelah dilakukannya identifikasi dan verifikasi
persoalan langkah yang perlu ditempuh ialah dengan adanya
penanganan yang dilakukan oleh Kampus UIN KHAS
Jember. Adapun bentuk penanganan yang dilakukan ialah
sebagai berikut:

1) Pelayanan Kesehatan (Poliklinik UIN KHAS Jember)
dengan adanya pelayana Kesehatan tersebjut dapat
diketahui secara fisik bagaiman bentuk penyerangan
dan kekerasan secara fisik sehingga dapat dibantu
dengan dilakukan pemerikasaan secara medis dan hal
ini berkaitan dengan apakah pelaku kekerasan seksual
menggunakan kontrasepsi sehingga ditakutkan adanya
penyakit yang menular ataupun terjadinya kehamilan.

2) Pelayanan Rehabilitasi Sposial (Konselinh / Biro

Layanan Konseling Psikologi (F. Dakwah), Bimbingan
Rohani/Keagamaan (FUAH) dan Konsultasi Keluarga
Sakinah (F. Syariah)
“Dengan adanya bentuk penanganan tersebut bahwa
hal tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan
program studi guna untuk membrikan pelayanan baik
secara psikologi, keagamaan maupun konsultasi
keluarga yang sakinah. %

3) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam
(LKBHI) 1AIN Jember
Adanya Lembaga Bantuan hukum yang disediakan oleh

kampus sebagai bentuk respon bahwa setiap korban

% Alfisyah Nurhayati, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Jember, wawancara
pada tanggal 14 Desember 2022
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perlu adanya perlindungan secara hukum. Dengan
adanya LKBHI diharapkan mampu menjadi tempat
untuk mendapatkan perlindungan dan mengurai kasus
yang terjadi hingga menjadi terang-benderang dalam
rangka mengadvokasi korban.
4) Reintegrasi sosial (Keluarga)
Dengan adanya reintegrasi sosial ialah sebagai bentuk
proses untuk membentuk suatu norma maupun nilai-
nilai baru guna untuk menyesuaikan diri terhadap
Lembaga kemasyarakatan yang mana telah mengalami
perubahan. Adapun bentuk dari adanya reintegrasi
sosial ialah salah satu cara alternatif dengan melalukan
musyawarah.
“Musyawarah tersebut dapat dilakukan terhadap suatu
kelompok yang mengalami suatu problem sehingga
dengan adanya hal tersebut diharapkan mampu
menyelesaikan suatu konflik.”%’
5) Dirujuk
Dilakukan berbagai cara terbaik yang tidak akan
menimbulkan masalah baru pada kemudian hari
khususnya bagi korban. Penyelesaian konflik melalui
cara ini menjadi opsi tersendiri atas kesepakatan serta
rekomendasi terhadap keterbukaan kasus yang terjadi.
2. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik lbrahim
Malang
Untuk menyingkap tabir kekerasan seksual yang sukar dalam
penanganannya, upaya staratgi yang dilakukan oleh Perguruan
Tinggi UIN Malang ialah bentuk respon bahwa kasus kekerasan

seksual bukan hanya dapat menyerang secara fisik maupun psikis.

% Alfisyah Nurhayati, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Jember, wawancara
pada tanggal 14 Desember 2022

80



Namun hal tersebut dapat memporak-porandakan citra Perguruan

Tinggi.

Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan UIN Malang
pada Tanggal 13 Desember 2022 menyebutkan bahwa terdapat
beberapa strategi untuk menyikapi kasus kekerasan seksual yang
ada di lingkungan UIN Malang diantaranya ialah;

a. Pakta integritas

Adanya pakta integritas sebagai bentuk perjanjian dan
pernyataan serta komitmen kepada diri sendiri untuk tidak
melakukan kekerasan seksual.

“Pakta integritas tersebut dibuat oleh Kampus yang
kemudian akan ditandatangani oleh seluruh mahasiswa di
lingkungan Perguruan Tinggi UIN Malang. "%

b. Peran Universitas untuk menerapkan Drop Out (DO).
Tindakan tegas yang dilakukan oleh Universitas untuk
menerapkan sistem DO ialah bentuk ketegasan dari pihak
Universitas bagi pelaku kekerasan seksual. Baik untuk
mahasiswa maupun dosen.

c. Fakultas menerapkan skorsing
Skorsing yang diberikan kepada pelaku kekerasn seksual di
lingkungan UIN Malang ialah bentuk sanksi agar menjadio
refleksi bagi pelaku kekerasan seksual dan diharapkan tidak
mengulangi perbuatannya Kembali.

d. Kode etik menjadi pedoman
Adanya kode etik dapat menjadi pedoman bagi seluruh civitas
akademika yang berada di lingkungan Perguruan Tinggi UIN
Malang adanya kode etik tersebut diharapakan mampu diataati
untuk mencegah adanya kekerasan seksual.

e. Melaksanakan pameran bentuk-bentuk kekerasan seksual.

% |stiadah, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Malang, wawancara Pada tanggal
13 Desember 2022
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“Adanya pameran bentuk-bentuk kekerasan seksual ialah
sebagai upaya untuk mendekatkan kepedulian masyarakat
dan memberikan pemahaamn kepada masyarakat tentang
korban yang dapat menyebakan trauma.””%

Sehingga perlu adanya dorongan dan mendukung
perjuangan korban untuk mendapatkan keadilan. Hal tersebut
sebagai ruang edukasi kepada publik.

f. Deeptalk sebagaio solusi untuk mengidentifikasi masalah
Pembicaraan yang mendalam antara korban dengan
pihak yang terlibat sebagai tim pelayanan dan pencegahan
kekerasan seksual ialah sangat diperlukan hal tersebut
bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan sebagai bentuk
untuk menjyadarkan diri sendiri agar tidak terkungkung
terhadap ketakutan-ketakutan yang berupa ancaman pada
korban.
g. Adanya pembuatan Aplikasi pengaduan dan pencegahan
kekerasan seksual
Sebagai kampus yang responsif untuk menangani
kekerasan seksual perlu adanya adaptasi dengan teknologi
yakni adanya pembuatan Aplikasi pengadauan dan
pencegahan.
“Adanya aplikasi tersebut diharapkan agar para
mahasiswa dapat memiliki keebebasan untuk melaporkan
atau mengadu tentang dirinya yang menjadi korban
kekerasan seksual. ”*®
Namun dengan adanya aplikasi tersebut perlu
dikuatkan sistem keamanan data pelapor.

h. Membangun komunitas “kita peduli”

% |stiadah, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Malang, wawancara Pada tanggal
13 Desember 2022

100 Istiadah, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Malang, wawancara Pada tanggal
13 Desember 2022
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Adanya komunitas yang berfokus pada kepedulian kita
terhadap korban selain itu komunitas tersebut menjunjung
tinggi nilai sipiritualitas

i.  Membentuk program spiritualitas
Sebagai kampus yang islami perlu menerapkan nilai-
nilai religious sebagai benteng diri agar terhindar dari
perbuatan kekerasan seksual. Hal tersebut dapat dilakukan
oleh Perguruan Tinggi.
3. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Kampus IAIN Kediri memberikan respon secara positif
untuk memberikan upaya ataupun Langkah startegis untuk
mencegah adanya kekerasan seksual diantaranya ialah:

a. Melakukan edukasi/ sosialisasi anti kekerasan kepada civitas
akademika. Adapun upaya pencegahan kekerasan seksual di
loingkungan kampus IAIN Kediri ialah dengan melakukan
sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Sosialisasi tersebut ditujukan kepada Pegawai/karyawan di
sekitar lingkungan kampus IAIN Kediri dengan cara
pembinaan, selain itu sosialisasi dapat diterapkan pada saat
PBAK kepada mahasiswa-mahasiswa baru untuk mengenalkan
anti kekerasan seksual”.*%*

Bukan hanya dilakukan secara langsung namun memanfaatkan

teknologi sebagai sarana untuk menyebarkan edukasi anti

kekerasan seksuakl secara luas melalui media sosial seperti

Instagram, Facebook, Tiktok dsb. Selain itu adanya banner

sebagai informasi dan intens melakukan diskusi keilmuan yang

berkenaan dengan anti kekerasan seksual.
b. Mengadakan workshop atau seminar. Adanya seminar maupun

workshop adalah kegiatan yang seringkali dilakukan oleh para

101 Lutfi Atmasari, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Kediri, Wawancara pada
tanggal 17 Desember 2022
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civitas akademika guna untuk memberikan pelatihan kepada
khalayak umum dengan menghadirkan pemateri yang ahli
dalam bidangnya.

“Sehingga dengan adanya pelatihan maupun webinar tentunya
menjadi alternatif kegiatan belajar yang lebih fleksibel dan
tentunya dapat memebrikan wawasan mengenai kekerasan
seksual, gender maupun tata cara pencegahan kekerasan
seksual 102

c. Mengkaji dan memetakan program serta kebijakan yang
responsive gender. Dalam hal ini perlu adanya pemetaan dan
mengkaji ulang mengenai gender dan kekerasan seksual

d. Berkordinasi dengan Fakultas dan Prodi untuk penerapan
kurikulum yang responsive gender. Dengan adanya bentuk
penanganan tersebut bahwa hal tersebut dapat dilakukan
dengan memanfaatkan program studi guna untuk membrikan
pelayanan baik secara psikologi, maupun perlindungan secara
hukum.

e. Membentuk tim pencegahan. Dalam lingkup kampus perlu
adanya peran dari civoytas akademika yaitu dengan
membentuk tim oencegahan kekerasan seksual. Adapun
mekanisme dalam pembentukan tim ialah dengan melibatkan
para dosen dan mahasiswa untuk mewakili dari setiap fakultas
maupun prodinya.

4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya
Adapun upaya pencegahan yang perlu dilakukan ialah
dengan cara sebagai berikut:

a. Melakukan edukasi/sosialisasi anti kekerasan kepada civitas

akademika.

102 Lutfi Atmasari, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Kediri, Wawancara pada
tanggal 17 Desember 2022
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Edukasi maupun sosialisasi sangat penting dilakukan
olen segenap civitas akademika. Kurangnya pemahaman
mengenai gender dan kekerasan seksual justru akan
menimbulkan banyaknya kasus kekerasan seksual di
lingkungan Perguruan Tinggi.

“Sehingga dengan adanya edukasi ataupun sosialisasi

dengan berupa pembinaan kepada

pegawai/karyawan, PBAK, adanya poster atau
banner mengenai stop kekerasan seksual/anti
kekerasan seksual serta adanya diskusi keilmuan yang
dilakukan oleh mahasiswa untuk mengkaji mengenai
responsive gender dan kekerasan seksual.”*%

b. Mengadakan workshop atau seminar.

Workshop maupun seminar sangat penting dilakukan
karena selain memebrikan edukasi kepada masyarakat
mengenai kekerasan seksual. Hal tersebut juga dapat dilatih
mengenai cara menangani kasus kekerasan seksual.

c. Mengkaji dan memetakan program serta kebijakan yang
responsive gender

Selain hanya melakukan sosialisasi perlu adanya
kajian secara mendalam dan memetakan program-progranm
yang akan dicanangkan oleh UIN Surabaya.

“Adanya hal tersebut diharapkan tidak berhenti pada

sosialisasi saja melainkan perlu adanya tindak lanjut

dengan memetakan program tentang kekerasan seksual,
anti Kekerasan seksual maupun gender.”104
d. Melakukan kordinasi dengan Fakultas dan Program Studi

untuk penerapan Kurikulum yang responsif.

108 Mutimmatul Faidah, wawancara pada tanggal 08 September 2022
104 Mutimmatul Faidah, wawancara pada tanggal 08 September 2022
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Untuk merealisasikan hal tersebut prrlu adanya
keselarasan dari Perguruan Tinggi yakni untuk mewujudkan
pencegahan Kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan
Tinggi khususnya di UIN Surabaya ialah dengan melakukan
kordinasi dengan Fakultas dan Program Studi.

Seperti Fakultas Dakwah guna untuk memberikan
pengarahan tentang keagamaan, Fakultas Syariah dapat
memberikan pengarahan secara hukum dan Fakultas lainnya
sebagai penunjang untuk dapat merealisasikan kurikulum di
Perguruan Tinggi mengenai Kekerasan Seksual.

“Kami juga melakukan penanganan melalui

penerapan sanksi mengacu permen yang telah

berlaku. Dapat dilakukan dengan tidak diberikan
hak tunjangan dan mengajar untuk dosen dan tenaga
kependidikan atau mencabut hak beasiswa bagi

mahasiswa 1%

e. Membentuk tim pencegahan
Adanya tim pencegahan sebagai vocal poin perlu
adanya partisipasi dari mahasiswa maupun dosen sebagai
perwakilan. Agar hal tersebut perlu dicapai sebagai
program untuk memperhatikan aspirasi dan kebutuhan dari
setiap permasalahan perempuan maupun laki-laki.

Selain itu strategi yang dilakukan apabila terbukti bagi
mahasiswa melakukan kekerasan seksual maka terdapat beberapa
sanksi yang diterapkan. Pengenaaan sanksi berupa sanksi
administrative ringan, sedang maupun berat. Adapun sanksi ringan
ialah meliputi;

1) Teguran tertulis,

105 Lilik Huriyah, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Sunan Ampel Surabaya,
Wawancara, pada tanggal 18 Desemeber 2022
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2) Pernytaan permohonan maaf secara tertulis dan kemudian
dipublikasikan di internal Kampus UINSA ataupun di
media sosial.

Sanksi sedang meliputi:

1) Adanya skorsing atau pengurangan hak sebagai Mahasiswa
meliputi penundaan mengikuti perkuliahan.

2) Pencabutan beasiswa bagi mahasiswa yang mendapatkan
beasiswa.

Sanksi administrasi berat yakni:

1) Menerapkan DO vyaitu pemberhentian sebagai mahasiswa.
Adanya hal tersebut sebagai wujud perhatian Kampus
UINSA agar tidak terulang Kembali kejadian kekerasan
seksual di area Perguruan Tinggi UINSA.

5. Universitas Negeri Surabaya
Terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh Perguruan
Tinggi Universitas Negeri Surabaya (UNESA) diantaranya ialah
sebagai berikut:

a. Meningkatkan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

b. Memberikan edukasi mengenai pencegahan kekerasan

seksual sejak dini.
Adanya edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual
secara dini ialah guna untuk memberikan Pengetahuan dan
pemahaman yang benar tentang seks akan membantu anak
memiliki rasa tanggung jawab sejak dini. Pendidikan seks
pada anak usia dini harus menggunakan berbagai cara, agar
tujuan dari pendidikan seks dapat terwujud.1%

c. Sekolah merdeka

d. Pendidik ialah hal yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah
yang utama ialah dengan melakukan seleksi kepada

pendidik. Karena pendidik merupakan contoh yang akan

196 Trinita Anggraini, Riswandi, Ari Sofia, Pendidikan Seksual Anak Usia Diri: Aku dan Diriku, 4
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ditioru oleh murid maupun mahasiswa. Menjadi seorang

pendidik bukan hanya memiliki kemampuan melainkan

harus memiliki akhlak uyang baik hal tersebut menjadi pilar
bahwa guru tidak akan melakukan kekerasan seksual.

e. Pergaulan santri terbatas

f. llmu itu harus yang dapat mendekatkan diri kepada Allah
sehingga kita dapat memahami bagaimana untuk menjadi
hamba yang baik.

g. Sarat keilmuan sangat penting

h. Pemilihan institusi Pendidikan pesantren.

i. Adanya toleransi

j. Cara bersikap

6. Universitas Brawijaya Malang

Setiap perguruan tinggi tentunya memberikan respon
terhadap adanya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan
Perguruan Tinggi. Upaya yang dilakukan oleh tiap Perguruan
Tinggi merupakan kegentingan yang perlu kaji untuk menemukan
problem solving. Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya
memberikan strategi jitu untuk mencegah adanya kasus kekerasan
seksual.

Berdasarkan wawancara Bersama BKBH Univesitas
Brawijaya, terdapat beberapa upaya yang dilakukan diantaranya
ialah

a. Menerbitkan SK Peraturan Rektor Universitas Brawijaya

Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanganan

Kekerasan Seksual dan Perlindungan.

Adanya SK rector tersebut adalah sebagai bentuk respon

Perguruan Tinggi untuk mencegah secara procedural.
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“Adanya sitem pelayanan Terpadu dan Unit Layanan
Terpadu Kekerasan Seksual dan Perundungan ialah sebagai
penyelenggara pelayanan bagi korban kekerasan seksual.”%’
Bentuk yang dilakukan dalam menangani kekerasan seksual
ialah
1) Penanganan.
Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk
memberikan ~ layanan  laporan/pengaduan, layanan
kesehatan, rehabilitasi psikososial, penegakan kode etik dan
hukum, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial.
2) Pendampingan.
Pendampingan adalah proses pemberian konsultasi,
bimbingan, dan penguatan yang diberikan pendamping
kepada Korban dalam mengidentifikasi kebutuhan dan
memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif
dalam  proses pengambilan  keputusan,  sehingga
kemandirian Korban dapat diwujudkan
3) Perlindungan
Perlindungan adalah segala bentuk perlindungan fisik dan
mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari
pihak manapun.
4) Pemulihan
Pemulihan adalah segala upaya untuk menguatkan
kemampuan sosial, politik, budaya, dan ekonomi Korban
sehingga Korban dapat melanjutkan kehidupan yang lebih
bermartabat dan sejahtera.
7. Universtias Airlangga Surabaya
Adapun strategi maupun upaya yang dilakukan untuk

mencegah adanya kekerasan seksual ialah:

107 Mutimmatul Faidah, ketua satgas PPKS Unesa Surabaya, wawancara Pada Tanggal 08
September 2022
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a. Perlu adanya kebijakan yang jelas untuk menyikapi
kekerasan seksual di Perguruan Tinggi UNAIR
b. Perlu adnya pelaporan tindakan kekerasan seksual yang
dibarengi dengan adanya penyidikan, konseling psikologis,
pendampingan untuk mengatasi stress pada penyintas,
c. Perlindungan pada korban menjadi prioritas utama yang
harus dilakukan.
Karena korban selain mengalami trauma juga memiliki citra
yang buruk di masyarakat. Adanya stigma negatif dari
masayrakat kepada korban perlu adanya pendampingan
secara peniuhb kepada korban untuk memulihkan keadaan
korban. Penyintas juga harus mendapatkan terapi seperti
stress-management, cognitive-behavioral, serta memebrikan
dukungan dari keluarga maupun sahabat-sahabatnya.%®
8. Universitas Negeri Jember
Pusat studi Gender UNEJ mengadakan sosialisasi mengenai
kekerasan seksual. Kepada kalangan internal dan masyuaraklat
caranya dengan mengadakan jalan santai. Sepanjang perjalanan
mahasiswa menyuarkan pesan-pesan anti kekerasan seksual
disertai dengan poster.
“Adanya hal tesrebut beraktivitas selama 2 tahun tema yang
diangkat adalah hastag sytiop kekerasan seksual. Dan kami
mengawal permendikbud untuk dapat segera di
implementasikan di lingkungan kampus Unej.”2%®
Harapannya semua warga kampus paham dan mengerti serta
turut serta untuk mencegah dalam segala bentuk kekerasan seksual

apalagi kampus inevrsitas jember telah ememiliki speerangkat

108 https://news.unair.ac.id/2021/07/09/pakar-unair-ungkap-bahaya-dan-strategi-pencegahan-
pelecehan-seksual-pada-mahasiswa/?lang=id/ Diakses pada Tanggal 21 Desember 2022, Pukul
11.10 WIB WIB.

109 Linda Dwi Eryanti, ketua Pusat Studi Gender (PSG) UNEJ Jember, wawancara pada tanggal 18
Desember 2022
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aturan yaitu atiuran rector UNEJ no. 4 tahun 2022 ttg PPKS.
Adanya aturan rector ialah bentuk pelasknsaaan permedikbud
ristek.
“UNEJ sudah memeiliki aturan rektor namun saat ini masih
menyiapkan pansel sampai akhirnya nanti membentuk
satgas selama satgas itu masih belum terbentuk atau kasi
masih dibentuk oleh PSG UNEJ. Sebeneranya kita memiliki
tujuan yang sama Yyaitu dengan mewujudkan kampus
merdeka aman dari KS. Sehingga perlu adanya partisipasi
dan kerjsama dari semua tim. Banyak kasus yang ditangani
bukan hanya mahasiswa dan dosen tetapi orang lain
juga.”“o
Adapun strategi yang dilakukan ialah Universitas Negeri
Jember mengandeng Polres Jember untuk memberikan pemahaman
dan edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual. Sosialisasi
tersebut dilakukan sedini mungkin yaitu dengan membekali
mahasiswa baru dengan pengetahuan kekerasan seksual. Selain itu
bukan hanya menggandeng Polres Jember. Kegiatan bersinergi
tersebut dimotori oleh Pusat Studi Gender (PSG) yang juga
bekerjasama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
(PPA).
“Adanya Langkah untuk melakukan pencegahan kekrasan
seksual mengingat bahwa jumlah mahasiswi di Universotas
Jember lebih banyak mahasiswinya dibandingkan dengan
mahasiswa. !
Sehingga hal tersebut mendapatkan perhatian khusus karena
apabila tidak dikelola dengan baik maka akan justru berpotensi

banyak korban kekerasan seksual. Perlu diketahui bahwa data

110 inda Dwi Eryanti, ketua Pusat Studi Gender (PSG) UNEJ Jember, wawancara pada tanggal 18
Desember 2022

11 Linda Dwi Eryanti, ketua Pusat Studi Gender (PSG) UNEJ Jember, wawancara pada tanggal 18
Desember 2022
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mahasiswa di Universitas Negeri Jember sebanyak 210.903
mahasiswa diantaranya ialah terdiri dari 3.340 Laki-laki dan 7.563
perempuan.

Upaya yang telah dilakukan oleh kampus UNEJ ialah dengan
mencoba secara bertahap untuk mengurangi kegiatan kuliah di
malam hari Adapun cara yang perlu diterapkan ialah dengan
memanfaatkan dan mengatur ketersediaan ruang kuliah yang ada.

Termasuk menyelipkan adanya pembekalan pengetahuan
mengenai kekerasan seksual dan bagaimana cara mencegah jika
terjadi kekerasan seksual adanya hal tersebut diharapkan mampu
menyadarkan mahasiswi untuk mawas diri serta mampu untuk
menolak kekerasan seksual dan berani untuk melaporkan ataupun

mengetahui trejadinya kekerasan seksual di Kampus UNEJ. 12

C. Faktor-Faktor yang Mendorong dan Menghambat Perguruan Tinggi
dalam Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap
Perempuan dan Anak

1. Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember
Adanya kekerasan seksual di Kalangan Perguruan tinggi
tentunya disebabkan oleh bebrapa Faktor diantaranya ialah:
a. Faktor Individu, yaitu psikologis dan fisologis (Biologis)
b. Faktor tersebut ialah adanya Sosiokultural
c. Faktor Pendidikan dan Keluarga
d. Faktor sistem kebijakan yang belum sepenuhnya berjalan
e. Faktor Sarana dan Prasarana yang belum mendukung seperti
adanya CCTV, Penerangan, Toilet yang belum terpilah

antara toilet laki-laki dan toilet perempuan.

12 https://unej.ac.id/blog/2022/11/20/gandeng-polres-jember-universitas-jember-bekali-
mahasiswa-barudengan-pengetahuan-pencegahan-kekerasan-seksual// diakses pada tanggal 21
Desember 2022, Pukul 11.45 WIB
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f. Tersedianya tempat pelaporan dan penanganan dengan baik
serta tuntas
g. Shock Culture dengan adanya Media Sosial dan Internet.
Adapun yang menjadi Faktor penghambat untuk menangani
kasus kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi salah satunya
di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddig Jember
diantaranya ialah;
a. Belum adanya kebijakan dari Perguruan Tinggi yang belum
sepenuhnya responsif tentang gender
b. Minimnya pemahaman tentang Kekerasan seksual dan
gender di lingkungan Peguruan Tinggi
c. Belum adanya dukungan berupa anggaran yang memadai
d. Perlu adanya kebijakan atau regulasi dari kementrian untuk
Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) sehingga bukan
hanya ada tetapi aturan yang mewajibkan untuk di
implementasikan.
2. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim
Malang
Adapun yang menjadi factor penghambat sehingga sukar
dalam penanganannya ialah sebagai berikut:*
a. Ruang yang sempit
Ruang yang sempit dapat diartikan bahwa kurang adanya
keterbukaan untuk melaporkan adanya kekerasan seksual.
b. Belum ada sarana dan prasarana
Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
menjadi factor penghambat bagi korban untuk melaporkan
secara langsung.
c. Anak tidak terbuka

113 |stiadah, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Malang, wawancara Pada tanggal
13 Desember 2022
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Kurangnya keterbukaan dari korban ialah menjadi pemicu
tidak terlaksananya pencegahan dan penanganan kekerasan
seksual. Sehingga semakin tidak terbuka justru akan
memberikan ruang kepada pelaku untuk terus melakukan
kekerasan seksual.

Namun dalam hal ini terdapat beberapa factor pendukung

dalam pelaskansaannya diantaranya ialah;

a.

Keberanian orang tua melapor

Adanya keberanian dari pihak keluarga korban untuk
melapor ialah tindakan awal untuk memperoleh
penanganan. Hal tersebut diperlukan agar korban
mendapatkan perlindungan dan pendampingan baik secara
hukum maupun psikologi

Anak terbuka

Apabila korban telah menyuarakan dan menceritakan
kejadikan kekerasan seksual maka proses identifkasi akan
mudah dilakukan oleh para satuan tugas PPKS hal tersebut
untuk mengetahui kerugian yang dialami oleh korban.
Koordinasi dengan pemerintah

Adanya sinergitas antara pemerintah merupakan Langkah
agar prose dalam pencegahan dan penanganan
mendapaytkan dukungan penuh dari berbagai elemen.
Profesionalisme pendampingan

Adanya advokasi ataupun pendampingan terhadap korban
sebagai bentuk kepedulian dan membantu korban untuk
bangkit dari stress, kekhawatiran maupun trauma dan
mendapatkan pendampingan hukum secara penuh.

Adanya RPTC

Adanya RPTC ialah sebagai tempat untuk memberikan
layanan perlindungan dan membantu untuk memulihkan

kondisi psikologis korban.
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3. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Adanya aturan yang dibuat oleh pemerintah maupun SK
yang diturunkan oleh rektor tentunya terdapat suatu hambatan
dalam proses penanganannya yaitu kurang adanya sinergitas dari
berbagai lini.
“Dengan adanya sinergitas tersebut dapat mendukung
PSGA dan kesetaraan gender.”14
Pada konteks ini, hambatan utamanya adalah teknis regulasi
yang telah dikeluarkan tidak sepenuhnya diimplementasikan
sebagai bentuk konkret upaya pencegahan terhadap kekerasan
seksual. Perlu peraturan teknis serta lembaga teknis yang konkret
sebagai upaya preventif hingga represif.
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya
Pada tatanan kampus pada dasarnya di UINSA tidak banyak
mengalami hambatan tertentu, namun penanganan yang dilakukan
pada tingkat Fakultas kadangkala mengalami kesulitas dengan
berbagai macam persoalan di dalamnya.
“Faktor yang menjadi penghambat pada tatanan Fakultas
yang pernah ditangani di UINSA yakni adanya motivasi
pribadi dalam upaya penyelesaiannya. Sehingga tidak murni
untuk melaporkan namun karena ingin menjatuhkan personal
yang juga karena berstatus sebagai mantan pacarnya.”**
Adanya Satgas PPKS telah mencanangkan beberapa divisi
mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di
lingkungan UINSA. Namun, belum ada SK Rektor tentunya akan
terhambat dari segi procedural yang berimplikasi pada belum

114 Ervania Zuhriah, wawancara pada tanggal 18 Desember 2022
115 | P2M UINSA, wawancara pada tanggal 19 Desember 2022
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terbitnya buku pedoman hingga SOP Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual pada tatanan kampus.6

Universitas Negeri Surabaya

Adapun faktor yang menghambat dalam pencegahan dan

penanganan kekerasan seksual ialah adanya kekosongan hukum di
lingkup Perguruan Tinggi tersebut.

“Adanya Satuan Tugas yang dikemas melalkui bentuk
program edukasi dan sosialisasi tidak memiliki alasan kuat.
Perlu adanya kebijakan yang jelas agar dalam menyingkap
kasus kekerasan seksual dapat dilakukan secara

procedural.” 117

6. Universitas Brawijaya Malang

Adapun yang menjadi factor penghambat ialah dalam proses

pendampingan;
a. Keterbatasan SDM di BKBH

Keterbatasan Sumber Daya Manusia di BKBHI Universitas
Brawijaya memberijkan dampak bahwa kurangnya
efektifitas dalam penanganannya dan pencegahannya.
Pengurus BKBH Universitas Brawijaya hanya terdapat 8
Dosen dan 1 bertugas sebagai admin, namun jumlah
perkara yang masuk ialah kurang lebih terdapat 70 kasus
hingga pada bulan Desember 2022.

Selain itu kondisi dalam pendampingan pada masa pandemi
lalah dengan menerapkan du acara yaitu secara daring dan
luring.

“Jumlah SDM yang sangat minim dengan menerapkan dua
cara ialah tidak maksimalnya dalam penanganan sehingga

banyak korban-korban yang terbengkalai. Bukan hanya itu,

116

https://uinsby.ac.id/study/lembaga-penelitian-dan-pengabdian-kepada-

masyarakat/informasi/berita/prof-inung-pastikan-uinsa-adalah-lingkungan-yang-aman-dari-

kekerasan-seksual/ Diakses pada Tanggal 21 Desember 2022, Pukul 12.14 WIB

17 jestianingsih Dwi Dayanti, wawancara pada tanggal 18 Desember 2022
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akses untuk kasus-kasus kekerasan seksual juga tergantung
pada keionginan Korban. Tugas BKBK tidak dapat
memberikan sanksi kepada pelaku namun hanya saja
bertuigas sebagai pendampingan baik pendampingan
secara litigasi maupun non litigasi.”!8
7. Universtias Airlangga Surabaya
Hingga kini seyogyanya masih banyak kampus berkomitmen
untuk mengurungkan pelindungan korban karena hal tersebut untuk
menjaga nama baik institusi tersebut. Sehingga banyak kasus
tekanan untuk keluar dari institusi.
“Adanya pemutusan beasiswa, adanya nilai yang buruk
kepada pelaku, adanya perlakuan yang buruk secara
sistemik yang menimpa penyintas.”**°
Selain itu ungkapan dan persepsi yang salah terhadap korban
kekerasan seksual dan komitmen rendah untuk berkomitmen
sehingga dapat memperkeruh upaya pencegahan aksi kejahatan
kekerasan seksual.
8. Universitas Negeri Jember

Berdasarkan pengalaman untuk menangani kasus kekerasan
seksual ialah yang menjadi factor penghambat adanya pencegahan
dan penanganan kasus kekerasan seksual ialah terhalang oleh
keenganan korban untuk melaporkan. Adanya ketidakterbukaan
untuk melaporkan justru akan membius kepada para pelaku untuk
terus melakukan aksinya.

Alasan takut dan malu seakan-akan menjadi hal yang tidak
perlu diungkapkan, padahal dengan rasa tersebut memberikan
impact yang buruk baik dari segi psikologis maupun fisik selain itu
minimnya alat bukti menjadi alasan karena menimbulkan

ketidakpercyaan terhadap korban.

118 Yenny Eta Widyanti, ketua BKBH Brawijaya Malang, Wawancara 12 Desember 2022
119 |_jestianingsih Dwi Dayanti, wawancara pada tanggal 18 Desember 2022
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D. Bentuk dan Motif Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di

Masing-Masing Perguruan Tinggi

1.

digunakan senbagai sarana untuk menyerang psikis korban.

Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Adapun bentuk-bentuk dari kekerasan seksual diantaranya

ialah; Bentuknya ialah pencabulan, yang mana pencabulan
merupakan suatu kejahatan yang menyerang seksualitas secara
agresif dalam bentuk untuk merusak dengan serangan yang

mengerikan terhadap kelamin dan tubuh korban.?°

“Adanya pelecehan tersebut memang terjadi di Kampus UIN
KHAS saat kondisi dalam gerimis dan agak gelap, awalnya
korban mengira pria yang tidak dikenal ialah rekan
kuliahnya namun ternyata salah dan kemudian memegang
pantat setelah pegang pelaku langsung kabur.”t

Pada kasus lain, yakni adanya kesempatan yang terjadi

seperti antara pengelola kos dan penghuni kos putri yang

dilecehkan dengan dicium sehingga korban mengalami trauma.

“Pelecehan tersebut terjadi adanya kesempatan yang
dimanfaatkan oleh pengelola kos, korban merasa tidak
aman terhadap tempat kosnya sehingga mengalami
trauma”.*??

Selain itu juga terjadi kekerasan seksual via digital

merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan secara daring

melalui Media sosial, SMS ataupun via elektronik. Hal tersebut

123

120 Wiwik Afifah, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan.... 98

121 kata rekan korban, seperti dikutip dari akun Instagram @upmmillenium, Kamis, 09 Desember
2021.

122 Alfisyah Nurhayati, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Jember, wawancara
pada tanggal 14 Desember 2022

123 Yofiendi Inddah Indainanto, Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online, Jurnal
Komunikasi, VVol. 14 No. 2 September 2020. 105
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2. Universitas Negeri Surabaya
Terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus UNESA
ialah adanya modus seperti;

a. Pelecehan secara verbal, Adapun yang dimaksud dengan
pelecehan secara verbal ialah biasa juga disebut sebagai
catcalling adalah pelecehan seksual. Pelaku melakukan
catcalling kepada korban dengan menyerang atribut seksual
yang dimilikinya. Penyerangan itu dilakukan melalui
ekspresi verbal seperti siulan, suara kecupan, dan gestur
main mata dengan tujuan untuk mendominasi dan membuat
korban merasa tidak nyaman.*?*

b. Menyentuh anggota tubuh, sama halnya dengan melakukan
pelecenan seksual karena perbuatan tersebut daopat
disengaja dan dapat menimbulkan kerugian dan bahaya
terhadap anak sehingga dapat memunculkan traumatis yang
mendalam.!?®

c. Meminta foto/rekaman yang tidak senonoh ialah representasi
visual dari seksualitas yang mendistorsi konsep individu
tentang sifat hubungan suami-istri. Hal ini dapat mengubah
perilaku dan perilaku seksual. Ini merupakan ancaman besar
bagi pernikahan, anak-anak, kebahagiaan individu dan
keluarga.1?8

d. Perkosaan merupakan suatu kejahatan yang menyerang
seksualitas secara agresif dalam bentuk untuk merusak
dengan serangan yang mengerikan terhadap kelamin dan
tubuh korban.t?’

124 Angeline Hidayat, Yugih Setyanto, Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual
secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta, Koneksi, VVol.3 Nomor 2, Desember 2019, 492

125 |vo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual
Abuse: Impact And Hendling, Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015, 16

126 Muhammad Syaugi Ridhallah, Analisis Perbedaan Daya Ingat Mahasiswa Kedokteran UNS
2018 Karena Pengaruh Kecanduan Video Porno, 2

27 Wiwik Afifah, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan.... 98
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3. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

Untuk mencegah kekerasan seksual adanya peran dari PSGA

UIN Sunan Ampel Surabaya. PSGA UINSA berupaya untuk

membangun kesadaran tentang Gender dan kekerasan seksual di

perguruan tinggi. Menurutnya terdapat 20 Bentuk kekerasan

seksual di Perguruan Tinggi diantarabnya ialah;

a.

Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi  atau
melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas
gender Korban;

Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa
persetujuan Korban;

Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon,
dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak
nyaman;

Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau
video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah
dilarang Korban;

Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau
rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa
seksual tanpa persetujuan Korban;

Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban
yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi
Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang
melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang
bersifat pribadi;

Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau
mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau

kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
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k. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual,

I.  Mnyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk,
mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada
tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;

m. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;

n. Memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan
seksual;

0. Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik,
dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan
Seksual;

p. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak
terjadi;

g. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau
bagian tubuh selain alat kelamin;

r. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan
aborsi;

s. Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;

t. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja;
dan/atau

u. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.'?®

Adapun yang menjadi motif adanya kasus kekerasan
seksual di UINSA ialah pelaku tersebut seperti mengalami
“gangguan jiwa” tersendiri atas kelakuan yang dilakukan yang
tidak sepatutnya. Selain itu, dimungkinkan adanya relasi kuasa

yang cukup kuat.

4. Universitas Airlangga Surabaya
Adapun Tipe-Tipe pelecehan seksual yang terjadi di
lingkungan UNAIR ialah;

128 https://uinsby.ac.id/index.php/informasi/berita/cegah-kekerasan-seksual-psga-uinsa-
sosialisasikan-20-bentuk-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi/ diakses pada tanggal 20
Desember 2022, Pukul 09.36 WIB
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Oportunis, yaitu pelaku yang mencari kesempatan adanya
kemungkinan untuk melakukan pelecehan. Misalnya di
tempat umum yang penuh sesak, pelaku akan mempunyai
kesempatan untuk mendaratkan tangannya di bagian-bagian
tubuh tertentu korban.

. Confidante, pelaku yang suka mengarang cerita untuk
menimbulkan simpati dan rasa percaya dari korban. Sebagai
contoh, korban mula-mula terbawa perasaan karena pelaku
menceritakan  permasalahannya.  Setelah itu  pelaku
membawa korban pada situasi di mana si korban dipaksa
untuk menjadi pelipur lara atas penderitaan Yyang
diceritakannya

Pemain-kekuasaan, di mana pelaku melakukan pelecehan
untuk ditukar dengan benefit yang bisa mereka berikan
karena posisi (sosial) nya, misalnya dalam memperoleh atau
mempertahankan pekerjaan, mendapat nilai  bagus,
rekomendasi, proyek, promosi, order, dan kesempatan lain.
Berperan sebagai figure Ibu/Ayah, pelaku pelecehan
mencoba untuk membuat hubungan seperti mentor dengan
korbannya, sementara itu intensi seksualnya ditutupi dengan
pretensi berkaitan dengan atensi akademik, profesional, atau
personal. Ini merupakan cara yang sering digunakan oleh
guru yang melecehkan muridnya.

Geng, pelecahan di tempat tertutup, Ini semacam inisiasi
untuk dianggap sebagai anggota dari suatu kelompok
tertentu. Misalnya, pelecehan dilakukan pada seseorang
yang ingin dianggap sebagai anggota kelompok tertentu,
dilakukan oleh anggota-anggota kelompok yang lebih

senior.
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Groper, yaitu pelaku yang suka memegang-megang anggota
tubuh korban. Aksi memegang-megang tubuh ini dapat saja
dilakukan di tempat umum ataupun di tempat yang sepi.

. Pelecehan situasional, yaitu di mana pelaku memanfaatkan
situasi korban yang sedang ditimpa kemalangan. Berlainan
dengan tipe sebelumnya, yang sedang ditimpa kemalangan
justru adalah si korban, dan kemudian pelaku memanfaatkan
ketidakberdayaan korban. Misalnya, korban yang sedang
sakit, korban yang mengalami cacat fisik, korban yang
sedang dilanda stress karena ditinggal mati keluarganya,
dsb.

. Pest, yaitu pelaku yang memaksakan kehendak dengan tidak
mau menerima jawaban “tidak”. Pemaksaan kehendak ini
dilakukan karena pelaku sangat menginginkan untuk
melakukan perbuatan yang ingin dia lakukan, tidak peduli
dengan perasaan korban.

The great gallant, yaitu orang yang mengatakan komentar-
komentar “pujian” yang berlebihan, tidak pada tempatnya,
sehingga menimbulkan rasa malu pada korban. Dapat saja
komentar-komentar itu justru berlawanan dengan kondisi
yang sebenarnya dari si korban.

Intellectual seducer, di mana pelaku mempergunakan
pengetahuan dan kemampuan untuk mencari tahu tentang
kebiasaan atau pengalaman korban, dan kemudian
dipergunakan untuk melecehkan korban.

Incompetent, yaitu orang yang secara sosial tidak kompeten
dan ingin mendapatkan perhatian dari seseorang (yang tidak
mempunyai perasaan yang sama terhadap pelaku pelecehan),
kemudian setelah ditolak, pelaku balas dendam dengan cara

melecehkan si penolak.
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I. Sexualized environment. lingkungan yang mengandung
obsenitas, gurauan-gurauan berbau seks, grafiti yang
eksplisit menampilkan hal-hal seksual, melihat pornografi di
internet, poster-poster dan obyek yang merendahkan secara
seksual, dsb. Biasanya hal ini tidak dituj ukan secara
personal pada seseorang, tetapi bisa menyebabkan
lingkungan yang ofensif terhadap orang tertentu.

5. Universitas Negeri Jember

Banyak pelaku kekerasan seksual melakukan aksinya tanpa
sentuhan fisik, namun beraksi secara digital yaitu dengan
mengirimkan  konten berupa foto maupun video yang
memperlihatkan alat vitalnya.

“Selain itu bagi mahasiswa dan mahasiswi jangan menjadi
bucin alias budak cinta jika berpacaran, karena hal
tersebut justru berpotensi menjadi korban kekerasan
seksual. "1?°
6. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Motif yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini Dosen
melakukan kekerasan seksual kepada mahasiswi bimbingannya.
Selain adanya modus tersebut juga disertai dengan ancaman yaitu
jika tidak menuruti kemauan dosen maka akan menolak memberi
bimbingan. Sehingga korban menuruti kemauan pelaku lantaran
takur tidak dibimbing skripsi.

Adanya motif tersebut sangat merusak citra seorang dosen,
seharusnya mnajadi panutan tetapi mahasiswa menjadi sasaran
birahi seorang dosen tersebut.

“Saya diminta untuk datang ke rumah dospem untuk

melakukan bimbingan skripsi dan harus datang sendiri

129 Kanit PPA Polres Jember. Wawancara pada tanggal 18 Desember 2022
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tanpa harus ditemani oleh siapapun, jika tidak nurut maka

akan ditolak dan tidak memberikan bimbingan skripsi.”**°

Selian itu motif lainnya ialah adanya perundungan seksual
yang dilakukan dengan modus menggelar ujian akhir semester
(UAS) dengan model 4 mata. Ruangan yang dipilih untuk
melakukan ujian ialah dengan sengaja karena posis jendela agak
tinggi.

“Pada saat itu saya sedang melaskanakan UAS peertanyaan

yang ditanyakan tidak ada kaitannya dengan mata kuliah,

sehingga aku merasa gemetraan dan telapak tangan
menggenggam ke tangan saya sambal tersenyum bengis.

Aku sudah mencoba untuk menarik tanganku tapi nggak bisa

dan orangnya tersenyujm lagi.”*3!

Adanya kekerasan seksual di Perguruan Tinggi bukan hanya
dilakukan oleh mahasiswa kepada mahasissiwi melainkan pelaku
kekerasan seksual dapat dilakukan oleh seorang dosen kepada
mahasiswinya. Adapun bentuk dari adanya kekerasan seksual yang
terjadi di IAIN Kediri ialah melalui pesan teks.

“Isi dari chat tersebut ialah mengajak korban untuk

beercinta hingga menikah sehingga korban hanhya merasa

rishi dan merasa trauma namun korban kurang terbuka
tentang hal ini. Namun modus percintaan menjsdi dalih
awal untuk melakukan kkerasan seksual. Kekerasn seksual

tersebut terus terulang Kembali. "%

130 Lutfi Atmasari, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Kediri, Wawancara pada
tanggal 17 Desember 2022

181 Lutfi Atmasari, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Kediri, Wawancara pada
tanggal 17 Desember 2022

132 Lutfi Atmasari, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Kediri, Wawancara pada
tanggal 17 Desember 2022
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7. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim
Malang
Kekekrasan Seksual yang terjadi di UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang ialah terdapat beberapa jenis diantaranya adalah
kekerasan seksual secara verbal dan kekerasan secara fisik.
“Kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus UIN
Maliki ialah ada dua tipe, ada yang secara verbal hanya
melalui sosial media ada juga yang melakukan kekerasan
seksual secara Ingsung. "33
Hal tersebut diafirmasi beredarnhya berita tentang kekerasan
sesksual di UIN Malang yang dilakukan oleh seorang seorang
Dosen kepada Mahasiswinya. Setelah diketahuinya melakukan
kekerasan seksual pada korban hal tersebut justru mengencam
korban dengan dalih mencerkan nama baik. Adanya hal tersebut
menjadi dilematis bagi para korban karena bukti belum cukup kuat,
namun perlu adanya evaluasi bahwa adanya kekerasan seksual
memiliki banyak makna bisa secara verbal maupun non-verbal.***
8. Universitas Brawijaya
Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada
Mahasiswa Universitas Brawijaya ialah:
a. Video Call
Pelaku melakukan video call kepada korban disertai
dengan adanya perbuatan yang tidak senonoh, sehingga hal
tersebut dapat mengganggu korban dan memebuat korban
merasa takut.

b. Secara Verbal

133 |stiadah, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Malang, wawancara Pada tanggal
13 Desember 2022

13 https://tirto.id/kekerasan-seksual-di-uin-malang-dukungan-dan-ancaman-bagi-korban-dwW75/
Diakses Pada Tanggal 21 Desember 2022. Pukul 15.24 WIB
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Selain adanya video call kemudiann adannya
kekerasan seksual secara verbal melalui virtual pada saat
pelaku mengomentari status WhatsApp korban.

Pelecehan secara Langsung

Kemudian, kekerasan seksual secara langsung
dengan menyibak selendang yang dikenakan korban
sehingga bagian yang harus ditutupi pun terlihat selain
aksinya yang dilakukan juga disertai dengan kalimat yang
menjurus ke arah kekerasan seksual.**®

“adanya tiga bentuk kekerasan seksual dilingkungan

Universitas Brawijaya, bentuk kekerasan tersebut

merupakan kejadian yang dialami oleh empat

mahasiswa di  Universitas Brawijaya. Pelaku
kekerasan seksual tersebut juga dilakukan oleh

Menteri sosma BEM UB.”136

135

https://www.detik.com/jatim/berita/d-6323543/menteri-sosma-bem-ub-lecehkan-4-korban-

berikut-kronologinya/ Diakses Pada Tanggal 21 Desember 2022, Pukul 15.16 WIB

136 Yenny Eta Widyanti, ketua BKBH Brawijaya Malang, Wawancara 12 Desember 2022
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BAB V
ANALISIS

“Perguruan Tinggi Sebagai Garda Depan Gerakan Anti Kekerasan Seksual
Terhadap Perempuan Dan Anak”

Semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah
komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan
berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan

Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi.

Penanganan kasus kekerasan seksual di kampus cukup kompleks, tidak
hanya terkait dengan aturan mekanisme pencegahan dan penanggulangan
kekerasan seksual, tetapi juga dengan sistem birokrasi dan kualitas sumber daya
manusia. Birokrasi yang kondusif akan mendukung terciptanya lingkungan
kampus yang ramah gender dan nir-kekerasan seksual, sebaliknya birokrasi yang
rigit dan berbelit-belit akan menyebabkan terjadinya pengabaian korban kekerasan

seksual atas nama baik kampus.**’

Setidaknya persentase satu dari setiap delapan anak dan perempuan di

dunia mengalami kekerasan seksual, yang disebabkan oleh:*3®

1. Masyarakat terikat oleh nilai-nilai patriarki:

2. Ketimpangan relasi relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan;

3. Kurangnya pengetahuan tentang kekerasan seks sehingga masyarakat
menormalkan segala bentuk kekerasan seksual, dan;

4. Hukum moralitas dan perlindungan sosial yang integral

Studi tentang kekerasan seksual di kampus selama ini dapat dibagi
menjadi beberapa kategori: pengetahuan mahasiswa tentang kekerasan seksual,
efek pelecehan seksual terhadap korban, dan perlindungan hukum korban

137 Nikmatullah, Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di
Kampus, Qawwam Vol. 14, No. 2 (2020), 37.

1% Dini Rakhmawati, et al, Pembanjiran Informasi, Asertivitas Seksual dan Kekerasan Seksual di
Perguruan Tinggi, Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application: Vol.
11 (2), 2022, September 2022, 76
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kekerasan seksual. Dari studi tersebut, tampaknya implementasi kebijakan belum
mendapatkan perhatian yang memadai. Sebuah aturan akan berjalan dengan baik

jika diimbangi dengan sistem birokrasi dan sumber daya manusia yang baik.**°

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan dan perlindungan
terhadap HAM bagi seluruh warga negara Indonesia. Setidaknya ada dua Pasal
yang relevan dalam kontek kekerasan sesual. Partama Pasal 28 B ayat (2) “Setiap
anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kedua, Pasal 28 G ayat
(1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri prbadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas atas
rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Ayat (2) “Setiap orang berhak untu
bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia
dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Berdasarkan ketentuan ini
dipahami bahwa bahwa sesungguhnya tindakan kekerasan seksual terhadap
individu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sungguh
prinsip. Konsep HAM sendiri muncul dalam rangka mewujudkan manusia yang

berdaulat dan utuh.

Kekerasan seksual dapat terjadi karena ketimpangan relasi kuasa, relasi
gender dan rape culture.'*® Ketimpangan relasi kuasa terkait dengan pihak yang
memiliki kewenangan dipandang memiliki peluang untuk menyalahgunakan
kekuasaannya untuk melakukan kekerasan seksual terhadap orang yang dipandang
lemah atau dibawah pengawasannya. Dalam konteks perguruan tinggi, dosen
mempunyai kekuasaan terhadap mahasiswa diantaranya dalam bentuk
pembimbingan, penugasan, dan evaluasi. Akibatnya, oknum dosen dapat
memanfaatkan kewenangan tersebut untuk melakukan kekerasan seksual terhadap

mahasiswa pada saat melaksanakan tugasnya. Sedangkan ketimpangan relasi

139 1pid., 38.

140 Tempo.co, Akar Kekerasan Seksual, Belajar dari Kasus Agni UGM,
https://nasional.tempo.co/read/1174647/akar-kekerasan-seksual-belajar-dari-kasus-agni-ugm,
diakses pada 26 Desember 2022 pukul 12.45 WIB.
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gender terjadi karena konstruksi gender yang patriarkhis dalam masyarakat yang
menempatkan laki-laki sebagai pihak yang superior, dominan, dan agresif,
sedangkan perempuan sebagai orang Yyang inferior, submisif, dan pasif.
Akibatnya, perempuan dirugikan dan rentan mengalami kekerasan seksual. Selain
itu, kekerasan seksesual juga terjadi karena rape culture, tubuh perempuan
dijadikan sebagai objek dan layak dilecehkan, misoginis, serta tidak memberikan
hak dan perlindungan kepada perempuan dan hal tersebut diterima, dijustifikasi
oleh media dan budaya popular. Misalnya, blaming victim, membuat joke yang
seksis, dan toleran terhadap pelecehan seksual. Dalam lingkungan yang seksis dan
tidak ramah gender, memungkinkan terjadinya kekerasan seksual berlipat ganda.

Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan telah menjadi
persoalan serius dan mulai muncul kepermukaan dan mulai menjadi sorotan.
Kasus yang tersorot dan muncul di permukaan khususnya banyak terjadi di
lingkungan Perguruan Tinggi atau dalam lingkungan kampus. Kekerasan seksual
merupakan fenomena gunung es, yang terlihat hanya bagian atas saja, tetapi jika
dilihat di bagian bawah banyak sekali kasus yang terjadi namun tidak
dilaporkan. 14

Dalam hal penanganan dan penyelesaian kasus, Komnas Perempuan
mencatat hanya sedikit informasi yang tersedia atau sekitar 15% dari total kasus
yang dicatatkan oleh lembaga layanan dan Komnas Perempuan. Upaya
penyelesaian lebih banyak secara hukum (12%) dibandingkan dengan cara non
hukum (3%). Bahkan banyak kasus tidak ada informasi penyelesaiannya (85%).142
Tentu hal tersebut menjadi miris, tertutupnya informasi menjadi pelaku semakin

bebas berkeliaran dan berpotensi menambah jumlah korban yang ada.

Implikasi tersebut pada tidak diberitakannya kasus kekerasan seksual,
namun kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus sudah banyak terjadi.

141 Muamal Gadafi, Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah
Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak, 1st ed. (Kendari: Literacy Institute, 2019), 1.

42 KOMNAS Perempuan, Siaran Pers, https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-
detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-
kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan, diakses pada 21 Desember 2022 pukul 19.30
WIB.

110


https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan
https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan
https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan

Kekerasan seksual dilakukan di tempat yang kita anggap aman, dan ditutupi demi
menjaga nama baik kampus itu sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, kasus
kekerasan seksual di lingkungan kampus ini melonjak dan banyak yang muncul ke
permukaan.'® Padahal, seharusnya perguruan tinggi sebagai tatanan pendidikan
yang paling tinggi memiliki keteladanan yang tinggi atas penghargaan terhadap
hak asasi manusia khususnya dalam keamanan diri. Data pengaduan ke Komnas
Perempuan juga meningkat secara signifikan sebesar 80%, dari 2.134
kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus pada 2021. Sebaliknya, data dari lembaga
layanan menurun 15%, terutama disebabkan sejumlah lembaga layanan sudah
tidak beroperasi selama pandemi Covid-19, sistem pendokumentasian kasus yang

belum memadai dan terbatasnya sumber daya.4*

Pendekatan administrasi dapat dijadikan sebagai jalan pertama dan
terdepan dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dalam
pendekatan administratif tersebut terdapat urusan disiplin termasuk koridor-
koridor etik yang dapat dirumuskan dalam suatu ketentuan hukum. Terbentuknya
ketentuan mengenai tata laku berikutnya perlu diperkuat dengan instrumen
administrasi sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang konsekuensi yang
timbul akibat setiap pelanggara yang dilakukan. Beberapa kasus menunjukkan
bahwa ada hubungan subordinat antara pelaku dengan korban yang dominan
dialami oleh kaum perempuan. Terdapat relasi kuasa antara pelaku dengan korban
yang timpang sehingga menjadi kesempatan untuk berbuat kekerasan. Pola

hubungan yang sub ordinat tersebut missal terjadi antara dosen dengan

143 Nadhira Diva Saraswati dan Pan Lindawaty Suherman Sewu, Arah Pengaturan Hukum
Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus Menurut Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan
Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, Jurnal Hukum Mimbar Justitia,
Vol. 8 No. 1 —Juni 2022, 121.

144 KOMNAS Perempuan, Siaran Pers, https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-
detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-
kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan, diakses pada 21 Desember 2022 pukul 19.30
WIB.
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mahasiswinya, atasan struktural dengan bawahannya, senioritas diantara

mahasiswa dengan mahasiswi dan lain sebagainya.4

A. Menciptakan Lingkungan Pendidikan Yang Merdeka Dari Kekerasan
Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak

Kekerasan seksual merupakan salah satu tindak kekerasan
langsung, Dimana tindakan tersebut melibatkan orang lain dalam aktifitas
seksual yang tidak dikehendaki, baik secara lisan, ataupun perbuatan yang

dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain. 4
Aspek penting dalam kekerasan seksual yaitu:

1. Aspek pemaksaan;

2. Tidak adanya persetujuan dari korban

Ada banyak data dan fakta tentang kekerasan seksual di Indonesia,
yang sekaligus menjadi penanda adanya situasi “kegawatdaruratan” dalam
hal kekerasan seksual yang membutuhkan penanganan segera. Dari sekian
data dan fakta yang ada, ditemukan bahwa lembaga pendidikan menjadi
salah satu penyumbang angka tingginya kasus kekerasan seksual di
Indonesia, salah satunya adalah perguruan tinggi. Menurut data yang
dihimpun Kemendikbud pada tahun 2021, sekitar 27% aduan kekerasan

seksual ternyata berasal dari perguruan tinggi.'4’

Dampak dari kekerasan seksual mempunyai hasil yang negatif
seperti peningkatan penggunaan zat obat obatan, depresi, perilaku-perilaku
buruk yang mempunyai resiko yang buruk pula bagi kesehatan, dan yang

terakhir adalah munculnya gejala gangguan stres yang mengarah pada

145 Made Sugi Hartono, Fungsionalisasi Hukum Sebagai Fondasi Bangunan Peradaban Perguruan
Tinggi Yang Anti Kekerasan Seksual, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 8 Nomor 2 Agustus
2022, 520

146 Raineka Faturani, Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Jurnal llmiah Wahana
Pendidikan, September 2022, Vol. 8, No. 15, 480

147 Annisa Intan Ramadiani, et.al, Pelibatan Mahasiswa Dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan
Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi Di Indonesia, Seminar Nasional
Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ, 2022, 3.
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trauma.’*® Ada juga dampak lain yang muncul seperti munculnya
kecurigaan kepada orang lain dalam waktu yang lama, serta ada pun yang
merasa mengalami ketakutan dalam melakukan hubungan seksual dengan
orang lain, sehingga bagi korban yang mengalami trauma berat, akan
mendorong dirinya untuk menyakiti diri sendiri dan bunuh diri.*° Gejala-
gejala inilah yang mempunyai dampak negatif pada kehidupan korban

selanjutnya yang dapat mempengaruhi masa depan.

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri
Agama Nomor 73 tahun 2022 mengatur bagaimana Perguruan Tinggi
memiliki tanggung jawab yang besar untuk melakukan pencegahan
kekerasan seksual. Perguruan tinggi merupakan salah satu pihak yang
mempunyai peran besar, karena perguruan tinggi merupakan Lembaga
formal yang mempunyai tugas untuk memberikan pembelajaran yang tak
sebatas pembelajaran bersifat akademis, tetapi menyangkut soft skill.
Sebenarnya, sejak dulu sudah ada upaya yang harus dilakukan oleh
perguruan tinggi yang berupa membuatt kebijaksanaan mengenai
pelecehan seksual, membuat prosedur penyampaian keluhan, perumusan
kode etik, memberikan materi dalam program orientasi, melaksanakan

workshop, dan menyediakan buku saku.>°

Pencegahan kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh
Perguruan Tinggi saja, namun harus dilakukan dan diupayakan bersama
dengan Sivitas Academica itu sendiri, yaitu mahasiswa dan tenaga
pendidik. Prosedur Pencegahan Kekerasan Seksual wajib dilakukan oleh
Perguruan Tinggi dengan melakukan pembelajaran, penguatan tata kelola,

dan penguatan budaya komunitas Sivitas Academica.

148 Ron Acierno et al., Psychopathology Following Interpersonal Violence: A Comparison of Risk
Factors in Older and Younger Adults, Journal of Clinicl Geropsychology 8, 2002, 13-23.

149 M. Anwar Fuadi, Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi, Jurnal
Psikologi Islam (JPI) Vol. 8, No. 2, 2011, 194.

1% Nadhira Diva Saraswati dan Pan Lindawaty Suherman Sewu, Arah Pengaturan Hukum
Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual, 123.
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Dalam menciptakan suasana perguruan tinggi yang aman dari

kekerasan seksual, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

Teknologi meluncurkan pedoman pencegahan dengan berbagai jenis

sebagai berikut:*®

No. Mabhasiswa Dosen dan Tenaga Pengelola Peguruan Tinggi
Kependidikan
1. | Perbanyak Perbanyak  diskusi | Kepentingan terbaik bagi
diskusi atau | atau kegiatan- | mahasiswa, dosen, dan tenaga
kegiatan-kegiatan | kegiatan positif yang | kependidikan:
positif yang | menyentuh isu-isu .
menyentuh  isu- | Hak Asasi Manusia, | Menyediakan sarana _dan
isu Hak Asasi | relasi kuasa, prasarana _pendldlkan
Manusia, relasi | perspektif termasuk infrastruktur
kuasa, perspektif | disabilitas, dan anti penerangan atau tata ruang
disabilitas, dan | kekerasan berbasis kar_npus yang —aman  bagi
anti  kekerasan | gender termasuk setiap warganya )
berbasis gender | kekerasan  seksual b. Menyediakan mekanisme
termasuk serta mendorong pengaduan atau pelaporan
kekerasan kolaborasi antara yang aman bagi orang yang
seksual. dosen, tenaga mengalaml_ dan/atau
kependidikan  dan mengetahui adanya kekerasan
mahasiswa  dalam sel_<sua| saat pelaksgnaa_n
penyelenggaraan T_rldharma Perguruan Tinggi,
diskusi tersebut. di dalam dan/atau luar
kampus
c. Layanan atau kanal pelaporan
kekerasan seksual
tersosialisasi ke  seluruh
mahasiswa, dosen, tenaga
kependidikan, dan pekerja di
kampus
d. Menyediakan tanda
peringatan “area bebas dari
kekerasan seksual” di kampus
sebagai upaya
menginternalisasi  nilai-nilai
anti  kekerasan seksual dan
meningkatkan kesadaran
setiap warga kampus, baik
sivitas akademika dan tenaga
151 Kementerian  Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan  Teknologi, Pencegahan,

https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/pencegahan/, diakses pada 26 Desember 2022

pukul 13.40.
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kependidikan maupun
pengunjung dan pekerja di
kampus

Ikuti  sosialisasi
di kampus
mengenai
langkah-langkah
anti kekerasan
seksual.

Perbanyak

sosialisasi dan
pelatihan di kampus
mengenai  langkah-
langkah anti

kekerasan seksual.

Keadilan dan kesetaraan gender:

a.

Menyediakan sebanyak
mungkin mata kuliah yang
berperspektif keadilan dan
kesetaraan gender

Penanganan laporan kekerasan
seksual yang empati dan
sensitif terhadap kemungkinan
adanya persoalan ketimpangan
relasi kuasa dan/atau gender
Menyediakan mekanisme
pemulihan untuk mahasiswa,
pendidik, tenaga kependidikan,

dan warga kampus yang
menjadi  korban kekerasan
seksual

Sanksi yang tegas dikenakan
bagi pelaku kekerasan seksual
secara adil dan proposional,

yang dihitung bukan
berdasarkan peluang pelaku
bertobat, melainkan

berdasarkan penderitaan atau
kerugian yang dialami korban
dan lingkungan kampus akibat
perbuatan pelaku

Cari tahu tentang
Satuan Tugas
Pencegahan dan
Penanganan
Kekerasan
Seksual di
perguruan tinggi

Perkenalkan Satuan

Tugas yang
memiliki fungsi
pencegahan dan
penanganan

kekerasan  seksual
kepada mahasiswa
saat orientasi
mahasiswa baru dan
pada perkenalan

mata kuliah di awal
setiap semester.

Kesetaraan hak dan aksesibilitas
bagi disabilitas:

a.

Menyediakan mata kuliah atau

seminar bertemakan  hukum
dan yang berperspektif
disabilitas

Layanan atau kanal pelaporan

kekerasan seksual
tersosialisasi ke  seluruh
mahasiswa, dosen, tenaga
kependidikan, dan pekerja

yang menyandang disabilitas
di kampus

115




Menyediakan pedoman
penanganan korban kekerasan
seksual yang menyandang
disabilitas di kampus
Menyediakan mekanisme
koordinasi antara unit yang
menangani kekerasan seksual
di kampus dengan unit yang
berfungsi memberikan
layanan kepada penyandang
disabilitas di kampus, dalam
hal menyelenggarakan
kegiatan-kegiatan kampanye
dan sosialisasi anti kekerasan
seksual di kampus

Terapkan relasi | Terapkan relasi | Akuntabilitas:
yang sehat | yang sehat dan S
dengan dosen dan | setara dengan | % Mengomunikasikan Iangkah-_
tenaga mahasiswa dan langkah  Perguruan Tinggi
kependidikan sesama dalam proses _pembuatan
dalam dosen/tenaga keputusan atas setiap laporan
pelaksanaan kependidikan dalam kgke_r asan  seksual —yang
Tridharma pelaksanaan d|ter|manya_ ke warga kampus
Perguruan Tridharma b. Mengomunikasikan persentase
Tinggi, baik di| Perguruan Tinggi, anggaran  kampus  untuk
dalam  maupun | baik  di  dalam menyelenggarakan  program
luar kampus maupun luar pencegahan dan penanganan
kampus. kekerasqn seksual di kampus

c. Menyediakan laporan tahunan
yang terbuka untuk umum
mengenai  program-program
pencegahan dan rekam jejak
proses penanganan kekerasan
seksual yang sudah dijalankan
kampus

Independen:

a. Perguruan Tinggi bertindak
profesional atau tidak
terpengaruh  oleh  konflik
kepentingan, penilaian

subjektif, perilaku favoritisme
dan gratifikasi dalam setiap
penanganan laporan kekerasan
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seksual

Menyediakan satuan tugas
kampus yang berkolaborasi
dengan komunitas pendamping
korban kekerasan di dalam
maupun dari luar kampus
Menyediakan pelindungan
bagi korban dan pendamping
korban dari berbagai
intimidasi  seperti ancaman
nilai, DO, putus beasiswa,
kriminalisasi, pemecatan atau
turun jabatan (jika korban/
pendamping memiliki jabatan
di kampus) dan sebagainya

Kehati-hatian:

a.

Penerima laporan kekerasan
seksual terutama  satgas
kampus menjamin kerahasiaan
identitas pihak yang terkait
langsung dengan laporan
Keamanan Korban, saksi,
dan/atau pelapor kekerasan
seksual ~ menjadi  prioritas
satgas kampus dalam
penanganan kasus

Satgas  kampus  memberi
informasi kepada Korban atau
saksi pelapor mengenai hak-
haknya, mekanisme
penanganan laporannya, dan
kemungkinan risiko yang akan
la hadapi serta rencana
mitigasi ~ terhadap  risiko
tersebut

Konsisten:

a.

Jajaran pemimpin, dosen, dan
tenaga kependidikan
Perguruan Tinggi menerima
peningkatan kapasitas secara
berkala mengenai pemberian
pelayanan dan
penyelenggaraan  pendidikan
yang adil gender dan mudah
diakses oleh disabilitas

117




Mengadakan sosialisasi rutin
mengenai  pencegahan  dan
penanganan kekerasan seksual
di kampus yang berperspektif
kesetaraan ~ gender  sejak
penerimaan mahasiswa baru,
dan terus ditingkatkan secara
reguler setiap semester
Mengadakan rangkaian
kegiatan anti kekerasan
seksual secara rutin sebanyak
mungkin di kampus seperti
“Kampanye Global 16 Hari
Anti  Kekerasan  Berbasis
Gender” dan sebagainya
Sebanyak mungkin dosen dan
anggota rektorat, dekanat serta
dewan guru besar ikut aktif
mengampanyekan  kegiatan-
kegiatan anti kekerasan
seksual di kampus

Setiap fakultas aktif
menjalankan program
pencegahan dan penanganan
kekerasan  seksual  dalam

pelaksanaan Tridharma
Perguruan Tinggi
Mengadakan sebanyak

mungkin pelatihan  atau
seminar untuk mahasiswa,
dosen, dan tenaga
kependidikan mengenai
pertolongan  pada  korban
kekerasan seksual di kampus

Jaminan ketidak berulangan:

a.

Memberikan sanksi yang tegas
kepada setiap pelaku

kekerasan seksual dan
melakukan  langkah-langkah
peningkatan keamanan

kampus dari kekerasan seksual
untuk mencegah keberulangan
Memfasilitasi

penyelenggaraan program
pencegahan dan penanganan
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kekerasan seksual di kampus
oleh dosen dan tenaga
kependidikan serta
komunitas/organisasi
mahasiswa/kelompok
pendamping korban kekerasan
seksual di kampus

c. Melakukan  evaluasi berkala
sebagali dasar rencana
pengembangan program
pencegahan dan penanganan
kekerasan seksual yang
dijalankan kampus

Panduan tersebut di lingkungan perguruan tinggi/ kampus telah
pada tahap implementasi pada beberapa program guna melakukan upaya
preventif di dalamnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Alfisyah Nurhayati
Ketua PSGA UIN KHAS Jember:

“Kami ada SOP pencegahan dan penanganan. Selain itu,
bekerjasama dengan biro konseling dan psikologi untuk
pendampingan psikologis, untuk pendampingan hukum bersama
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) UIN
KHAS Jember dan medis kami lakukan bersama Klinik UIN KHAS

Jember” 152

Tidak hanya pada PSGA UIN KHAS Jember, PSGA di kampus
lain yang diteliti memiliki banyak kesamaan dalam hal pencegahan dan
penanganan. Namun terdapat perbedaan pada program yang dilakukan
olen IAIN Kediri pada tatanan kegiatan mahasiswa terdapat lembaga
khusus UKM Gender. Selain itu, UIN Sunan Ampel Surabaya juga
terdapat perbedaan lingkup implementasi program PSGA dan Satgas
PPKS yakni adanya Vocal Point yang ditempatkan pada masing-masing

152 Alfisyah Nurhayati, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Jember, wawancara
pada tanggal 10 Desemebr 2022
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Fakultas dengan harapan dapat mempersempit ruang gerak potensi
terjadinya kekerasan seksual hingga pada penanganan lebih taktis atas

lebih spesifiknya ruang lingkup.

Setiap persoalan yang sedang terjadi di dunia pendidikan tinggi
diatur sepenuhnya oleh Kemendikbudristek dan Kemenag. Kedua lembaga
negara tersebut memiliki kekuasaan atau wewenang untuk membuat
kebijakan pendidikan educational policy harus memiliki dasar
pertimbangan yang berdasarkan pada sistem nilai. Selanjutnya,
pertimbangan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengatur
pendidikan yang bersifat institusional. Dari semua pertimbangan yang ada
merupakan satu perencanaan yang akhirnya dijadikan sebagai pedoman

untuk memutuskan satu kebijakan.!>®

Penelitian tentang kekerasan seksual di kampus dapat dibagi
menjadi beberapa kategori diantaranya adalah pemahaman mahasiswa
tentang kekerasan seksual, perlindungan hukum korban kekerasan seksual,
dan efek kekerasan seksual terhadap korban. Berdasarkan pada beberapa
penelitian sebelumnya tentang hal yang sama yaitu isu tentang kekerasan
seksual, tampaknya penerapan kebijakan di Indonesia dapat dikatakan
belum mendapatkan perhatian yang serius. Sebuah kebijakan atau aturan
bisa berjalan dengan baik jika diimbangi dengan sistem birokrasi yang

baik dan sumber daya manusianya yang cukup memadai.>*

Hal tersebut terbukti pada beberapa data kampus yang diteliti tidak
adanya patokan yang secara pasti tentang pencegahan dan penanganan.
Seolah pada setiap perguruan tinggi memiliki kebijakannya masing-

masing dalam mengatur kebijakan internal untuk melakukan penanganan

153 Robiatul Adawiyah, et.al, Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Dan Konstruksi
Sosial Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis, Al Qodiri; Jurnal
Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Vol 19 No 3 Januari 2022, 787.

154 Robiatul Adawiyah, et.al, Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Dan Konstruksi
Sosial, 789.
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kekerasan seksual sehingga dapat berpotensi tidak berkepastian terhadap
korban.

Secara empiris, langkah preventif yang pertama harus dilakukan
adalah memberikan pemahaman kepada seluruh civitas kampus mengenai
informasi bentuk-bentuk pelecehan seksual yang dapat mengarah pada
kekerasan seksual di Kampus. Sosialisasi bahkan internalisasi menjadi
penting bagi seluruh civitas kampus, terkhusus mahasiswa agar mereka
dapat melakukan pencegahan secara mandiri. Kategori upaya preventif
semodel ini bagian dari konseling behavioral. Tujuannya agar tercipta
suasana kampus yang kondusif untuk terjadinya upaya pencegahan
peristiwa kekerasan seksual secara mandiri melalui teknik implosif, asertif
dan pengondisian aversi.®® Teknik_teknik ini dimungkinkan dapat
mengkondisikan perilaku masyarakat kampus untuk menjauh dari model-
model perilaku yang bisa mengarah pada terjadnya kekerasan seksual.
Pelaksanaannya bisa dilakukan pada momentum kegiatan resmi awal
memasuki dunia kampus, semisal momentum PKKMB, PBAK, Osjur,

atau melalui penyebaran buku saku.

Upaya prenventif pendekatan teknik implosif (pembanjiran
informasi), latihan asertif dan pengondisian aversi dalam konseling
kognitif-behavioral ini hanya sebagai langkah awal pencegahan saja.
Upaya awal dengan memberikan informasi-informasi berguna yang
berkaitan dengan gejala-gejala yang dapat menyebabkan terjadinya kasus-

kasus pelecehan atau kekerasan seksual di dunia kampus.

Pembanjiran informasi yang berkaitan dengan gejala-gejala yang
dapat menyebabkan terjadinya kasus-kasus pelecehan atau kekerasan
seksual di dunia kampus ini secara komprehensif sebaiknya dilakukan
Sehingga mahasiswa dapat bersikap waspada dan berhati hati ketika

melihat gejala-gejala tersebut dan kemudian memiliki mekanisme alami

155 Cautilli, J.T.; Riley-Tillman, C.; Axelrod S. & Hineline, P, The Role of Verbal Conditioning in
Third Generation Behavior Therapy. The Behavior Analyst Today, Vol. 6 No. 2, 2005, 138-57.
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dalam pencegahan diri sedini mungkin. Upaya berikutnya adalah dengan
pelatihan asertivitas seksual™®®. Macam-macam pelecehan seksual di dunia

kampus yang harus diinformasikan, diantaranya:*®’

1. Tipe “pemain-kekuasaan” atau “quid pro quo”. Tipe ini
menunjukkan gejala awal pelecehan seksual yang ditandai oleh
perilaku sesesorang yang memiliki posisi atau otoritas lebih dengan
tawaran benefit yang bisa mereka berikan kepada calon korban
dengan melakukannya di luar area kampus (tempat-tempat yang
memungkinkan perilaku pelecehan seksual tidak mendapat gangguan
dari yang lain), misalnya tawaran mendapat nilai bagus, rekomendasi
atau  kemudahan akademik, jaminan  memperoleh atau
mempertahankan pekerjaan, proyek, promosi jabatan, order, dan
kesempatan-kesempatan lain.

2. Tipe dengan “peran sebagai figur ibu, ayah, orang tua atau kakak”.
Gejala pelecehan seksual yang akan dilakukan menunjukkan
perilaku yang mencoba untuk membuat hubungan dengan calon
korban seperti orang tua atau mentor di luar area kampus atau saat
kampus sepi dari banyaknya aktifitas orang-orang. Gejala pelaku
dalam intensi seksualnya biasa sering ditutupi dengan pretensi yang
berkaitan dengan atensi akademik, profesional, atau personal. Ini
merupakan cara yang sering terjadi di dunia kampus, pelecehan
bahkan sampai pada kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen
kepada mahasiswa bimbingannya.

3. Tipe “anggota kelompok™ (group). Ini semacam motif pelecehan

bahkan menjurus kepada kekerasan seksual dengan gejala adanya

156 Asertivitas seksual adalah penegasan diri secara seksual atau kemampuan seseorang untuk
secara tegas mempertahankan hak seksualnya, untuk menghormati hak orang lain tanpa
dilecehkan, dan untuk membuat keputusan seksual tanpa menyakiti orang lain atau pasangannya,
tanpa mengganggu kecemasan yang mengedepankan kesetaraan dan terwujudnya persamaan hak
dalam hubungan dengan pasangan.

157 Dudy Imanuddin Effendi, Upaya Preventif Kekerasan Seksual di Kampus,
http://digilib.uinsgd.ac.id/38221/1/Upaya%20Preventif%20Kekerasan%20Seksual%20di%20Kam
pus.pdf, diakses pada 26 Desember 2022 pukul 12.45 WIB
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perilaku inisiasi untuk dianggap sebagai anggota dari suatu anggota
baru kelompok tertentu. Misalnya, pelecehan yang dilakukan angota-
angota senior pada seseorang (calon korban) dalam momentum
kegiatan masa penerimaan anggota organisasi kampus (intra maupun
ekstra) dengan dalih tradisi atau syarat diterimanya sebagai anggota.
. Tipe “pelecehan di tempat tertutup”. Gejala pelecehan ini dilakukan
oleh pelaku secara tersembunyi di tempat-tempat sepi dan umum
atau sudah direncanakan tanpa terlihat oleh siapapun atau tidak ada
saksi. Gejala awal tipe pelecehan ini, pelaku berubah dirinya menjadi
“groper”, yakni suka memegang-megang anggota tubuh korban
seolah dilakukan tanpa sengaja. Peluang tindakan aksi seperti ini
biasanya dapat terjadi pada proses bimbingan akademik dan
bimbingan penyelesai studi (skripsi). Bahkan bukan hanya berubah
menjadi “groper” tetapi juga menjadi sangat “oportunis”. Artinya
pelaku selalu mencari kesempatan adanya kemungkinan untuk
melakukan pelecehan, misalnya dengan mendaratkan tangannya di
bagian_bagian tubuh tertentu korban di saat lengah.

Tipe “confidante”. Gejala awal pelecehan atau kekerasan seksual
dengan mengiring calon korban dengan selalu mengarang cerita
problematika keluarga pelaku untuk menimbulkan simpati dan rasa
percaya dari korban. Sebagai contoh, pelaku menceritakan
permasalahannya bahkan paling ekstrem menceritakan juga maslah
seksual dengan pasangan resminya dengan tujuan calo korban
terbawa perasaan. Setelah itu pelaku membujuk calon korban untuk
diajak pada situasi di mana calon korban dipaksa untuk menjadi
pelipur lara atas penderitaan yang diceritakannya.

. Tipe “pelecehan situasional”. Gejala awal diperlihatkan oleh pelaku
dengan memanfaatkan situasi korban yang sedang ditimpa musibah
atau kemalangan. Pelaku mempossikan seolah-olah sebagai dewa
penolong atas musibah yang dialamai calon korban dan kemudian

pelaku memanfaatkan ketidakberdayaan korban. Misalnya, korban
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yang sedang sakit, korban yang mengalami cacat fisik, korban yang
sedang dilanda stress studi atau menghadapi kesulitan kehidupan,
bahkan korban karena ditinggal mati keluarganya, dan lainnya. Tipe
pelecehan atau kekerasan seksual seperti ini, pelakunya bisa menjadi
tindakan “pest’, memaksakan kehendak dengan tidak mau menerima
jawaban “tidak”. Pemaksaan kehendak ini dilakukan karena pelaku
sangat menginginkan untuk melakukan perbuatan yang ingin di
lakukan, tidak peduli dengan perasaan korban.

7. Tipe “the great gallant”. Gejala awal pelaku sebelum melakukan
pelecehan seksual selalu mengumbar komentar-komentar “pujian”
yang berlebihan tidak pada tempatnya sehingga menimbulkan rasa
malu pada calon korban. Biasanya dilakukan oleh seorang
“intellectual seducer”, di mana sebelumnya pelaku mempergunakan
kelebihan pengetahuan dan kemampuan untuk mencari tahu tentang
kebiasaan atau pengalaman calon korban. Bahkan bisa juga dibuat
dulu pengkondisian suasana lingkungan yang mendukung pelecehan
seksual itu (seualized environment). Pengkondisian lingkungan yang
mengandung obsenitas, gurauan-gurauan berbau seks, grafiti yang
eksplisit menampilkan hal-hal seksual, menunjukkan dengan sengaja
pornografi di internet seolah-olah baru melihatnya, poster-poster dan
obyek yang merendahkan secara seksual, dan sebaginya. Pelaku
sebagai orang yang memiliki kelebihan intelektual menciptakan
pengkondisian ini untuk menguatkan stimulus kepada calon korban
agar tanpa sadar ikut terangsang. Tindakan pengkondisian ini untuk
memudahkan niat pelaku menekan calon korban dalam melakukan
pelecehan seksual. Hal inipun didukung juga oleh pengetahuan
pelaku terhadap kelemahan-kelemahan korban dari hasil penelusuran

kebiasaaan atau pengalaman calon korban

Sistem pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual yang
sudah dilakukan oleh United States and the Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) cukup baik. Sistem tersebut dituangkan dalam
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strategi komprehensif dengan membangun dulu model ekologi sistem yang
supported, mulai dari individu, relasi, komunitas, masyarakat civitas
kampus secara keseluruhan. Indkator yang harus menjadi poin-point
penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual

di dunia kampus ini meliputi;*°®

1. Upaya pencegahan hasrus bersifat komprehensif: artinya strategi dan
pendekatan yang dlakukan harus bisa saling melengkapi dan
memperkuat satu sama lain yang terlibat di kampus;

2. Infrastruktur yang kuat: Artinya dibutuhkan sistem organisasi,
struktur atau kelembagaan yang legal dan efektif dalam
mengembangkan strategi pencegahan kekerasan seksual di perguruan
tinggi atau kampus;

3. Penguatan pemahaman. Artinya seluruh civitas kampus harus
menjadi target penerima dan pengamat pesan-pesan pencegahan,
kampanye, atau strategi penanggulangan kekerasan seksual;

4. Kemitraan dan Keberlanjutan. Artinya Pengembangan Kkerja
penangulangan kekerasan seksual selalu menjalin berkoordinasi
dengan secara sehat dengan pemangku kebijakan dan mitra kerja
eksternal kampus untuk selalu memperkuat, mengoordinasikan, dan
menyelaraskan upaya pencegahan kekrasan seksual agar bisa lebih
berkelanjutan dari waktu ke waktu, dan;

5. Evaluasi aksi. Artinya harus ada model evelausi berkala tentang
tingkat  keberhasilan  program, kebijakan, atau  praktek

penanggulangan kekerasan seksual di dunia kampus.

Terdapat dua elemen penting dalam pengelolaan perguruan tinggi
di Indonesia, yakni Kemendikbudristek dan Kemenag. Keduanya telah
mengeluarkan peraturan menteri tersendiri dalam upaya pencegahan dan
penanggulangan kekerasan seksual di Kampus, hal tersebut nampak pada

masing-masing peraturan menteri sebagai berikut:

1%8 |bid., Dudy Imanuddin Effendi, Upaya Preventif Kekerasan Seksual di Kampus
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No.

Permendikbudristek No. 30
Tahun 2021

Permenag No. 73 Tahun 2022

Pasal 6 (1) Pencegahan melalui,
pembelajaran, penguatan tata
kelola, dan penguatan budaya
komunitas mahasiswa, pendidik
dan tenaga kependidikan.

Pasal 6 (1) Pencegahan melalui,
Sosialisasi, pembelajaran,
penguatan tata kelola, penguatan
budaya, dan kegiatan lain sesuai
kebutuhannya

Pasal 11 (2) Pendampingan
berupa, konseling, layanan
kesehatan, bantuan hukum,
advokasi, dan/atau bimbingan

sosial dan rohani

Pasal 12 (3) Pendampingan
berupa,  konseling, layanan
kesehatan, bantuan hukum, dan
layanan rehabilitasi.

Pasal 19 konsekuensi
Perguruan Tinggi tidak
melakukan upaya pencegahan
dan penanganan kekerasan
seksual  berupa, pengentian
bantuan keuangan atau bantuan
sarana dan prasarana untuk
Perguruan Tinggi; dan/atau,
penurunan tingkat akreditasi
perguruan tinggi.

Pasal 19
Perguruan
melakukan

(1)  konsekuensi
Tinggi tidak
upaya pencegahan
dan  penanganan  kekerasan
seksual berupa, teguran lisan,
peringatan tertulis, penghentian
bantuan, pembekuan izin
penyelenggaraan satuan
pendidikan, penghentian
sementara kegiatan
penyelenggaraan pendidikan,
pencabutan izin penyelenggaraan
pendidikan, atau pencabutan
tanda daftar satuan pendidikan.

Pada tahap pencegahan pada perguruan tinggi yang diteliti, secara

umum baik perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi keagaam Islam

negeri

telah melaksanakan upaya pencegahan sebagaimana telah

disebutkan pada 6 ayat 1 tersebut. Cara-cara yang dilakukan melalui

sosialisasi dan booklet tertentu menjadi upaya mendasar dalam upaya

pencegahan. Selain itu, pada konteks penanganan telah dilakukan pula

pendampingan sebagaimana pada peraturan menteri

masing-masing

tersebut. Tidak tunggalnya pelaksanaan pencegahan hingga penanganan
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dalam arti tidak hanya diprakarsai olen PSGA masing-masing kampus,
namun melakukan kerja sama terhadap lembaga lain pada internal kampus
seperti persoalan bantuan hukum melalui LKBHI UIN KHAS Jember pada
kampus UIN KHAS Jember, lembaga Sahabat Cerita dalam konteks
konseling di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pendampingan non-
litigasi pada Universitas Brawijaya Malang, program tes kesehatan mental
bagi seluruh civitas akademica sebagai mendeteksi penyakit mental di
Universitas Airlangga Surabaya dan melakukan kolaborasi dengan Polres

Jember sebagaimana program Universitas Jember.

Mempromosikan kesetaraan dalam hubungan manusia. Aspek ini
berarti menempatkan kedua belah pihak dalam kedudukan, kekuatan
secara setara, dan mengusahakan supaya setiap individu diuntungkan &
tidak ada yang dirugikan pada setiap hubungan sosial. Pada aspek ini
individu menyadari bahwa orang lain tidak berhak memaksakan
kedudukanya untuk memaksakan keinginan pribadinya termasuk dalam

hal seksual.

. Kebijakan Strategis Perguruan Tinggi Dalam Mencegah Kekerasan
Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak

Penggunaan hukum sebagai instrumen dalam pencegahan dan
penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi mejadi
upaya yang sangat rasional. Bahwa memang sangat dibutuhkan sebagai
dasar sekaligus jaminan kepastian dalam setiap tindakan yang dilakukan.
Sebagai suatu prilaku sosial yang menyimpang, tindakan kekerasan
seksual dapat dikontrol melalui beberapa pendekatan seperti hukum,
agama, moralitas, adat kebiasaan, pendidikan, kesenian, pers, dan
keteladanan pemimpin. Penggunaan istrumen hukum menjadi lebih
strategis terutama jika dikaitkan dengan fenomena kekerasan seksual yang

begitu tinggi. Instrumen hukum mampu memberikan perlindungan dan
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kepastian serta bila dipandang perlu dapat mengandung sanksi tegas bagi
para pelanggarnya.>®

Secara empiris kebijakan dapat berupa peraturan, petunjuk, dan
program. Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya
memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas
keadilan dan kesejaheraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya

harus memenuhi empat hal penting yakni:*®°

1. Tingkat hidup masyarakat meningkat,

2. Terjadi keadilan: By the law, social justice, dan peluang prestasi dan
kreasi individual;

3. Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas
masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan

4. Terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Persoalan kebijakan kekerasan seksual perempuan dan anak akan
terus menarik dan menyita perhatian publik serta perlu untuk selalu ada
inovasi di dalamnya. Fenomena kekerasan, khususnya kekerasan seksual
dapat terjadi dimana saja, baik di ruang privat ataupun di ruang publik,
tidak terkecuali di wilayah perguruan tinggi yang seharusnya menjunjung
tinggi nilai kemanusiaan, keadilan dan keadaban. Tidak hanya kampus
umum, perguruan tinggi keagamaan Islam yang berlandaskan pada nilai-
nilai tauhid, dan rahmatan lil’alamin. Namun, pada realitasnya situasi

kekerasan khususnya kekerasan seksual terus bermunculan.

Efek yang dihasilkan dari kekerasan seksual terhadap korban
sangat berdampak negatif seperti depresi, merasa dirinya tidak lagi suci
atau kotor, ketakutan, kepercayaan diri yang rendah, kesulitan mengontrol

emosi, takut menikah, tertekan, terpuruk, juga dampak terhadap fisik

1% Made Sugi Hartono, Fungsionalisasi Hukum Sebagai Fondasi Bangunan Peradaban Perguruan
Tinggi Yang Anti Kekerasan Seksual, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 8 Nomor 2 Agustus
2022, 514

160 Noeng Muhadjir, Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial
Kreatif, (Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000), 15.
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berupa rontoknya rambut dan penurunan daya tahan tubuh karena
beriringan dengan pola hidup yang tidak karuan.®*

Dalam praktik kekerasan seksual yang terjadi pada perguruan
tinggi, terdapat kesenjangan dalam respon penanganan di dalam kampus
karena secara umum memang kampus yang merupakan lembaga
pendidikan tidak didesain untuk penanganan kekerasan seksual. Sebagian
korban melaporkan pada lembaga penanganan di luar kampus, namun
tidak sedikit korban yang diam saja atau bingung hendak melapor kemana,
caranya bagaimana diiringi perasaan takut diintimidasi oleh pelaku yang

juga bagian dari kampus.¢2

Berbagai permasalahan pelecehan seksual yang terjadi di wilayah
perguruan tinggi ini dapat dikurangi melalui berbagai cara. Perguruan
tinggi harus dapat mengenali realitas bahwa terdapat adanya perilaku
pelecehan seksual yang terjadi, yang kemudian dapat memperburuk
potensi akademik serta kesehatan mental. Dengan menangani
permasalahan pelecehan seksual di kampus melalui intervensi dan
pencegahan, maka perguruan tinggi dapat secara tidak langsung
memberikan pesan kepada civitas akademica mengenai norma gender, ras

dan seksual yang sesuai.!63

Sedangkan untuk mengetahui dan menetapkan kebijakan strategis
yang efektif, tentu perlu mengetahui akar masalah dari kekerasan seksual
di kampus. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan

seksual di kampus pada data yaitu sebagai berikut:

161 Andika Suherman, et.al, Analisis Fungsi Peraturan Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dalam Mencegah Kekerasan Seksusal di Kampus, Jurnal llmiah
Wahana Pendidikan, Vol. 7, No.7, November 2021, 175.

162 Muhammad Jailani, Tinjauan Socio Legal Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan
Seksual (PPKS) Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) — Sk Dirjend Pendis Kemenag Ri
— Draft Peraturan Rektor Tentang Ppks, Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim
Societies, Vol. | No.2 Juli-Desember 2020, 120-121

163 Deding Ishak, Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan,
Akselerasi: Jurnal llmiah Nasional Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, 142
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1. Terdapat kesempatan untuk melakukan perbuatan kekerasan
seksual, seperti pemilik kos kepada penghuni;

2. Fasilitas penerangan kampus ketika malam hari yang kurang
memadai sehingga menyebabkan pelaku memanfaatkan situasi;

3. Kekerasan seksual oleh rekan dengan fitur smartphone seperti
Video Call,

4. Pemain-kekuasaan dalam artian kekerasan seksual dilakukan
dengan iming-iming benefit tertentu kepada korban;

5. Dilakukan oleh Dosen dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan
ketika ujian tidak pada konteks mata kuliah yang sedang dipelajari

dan mengarah sensitivitas tertentu

Perguruan tinggi sebaiknya memberikan perhatian berupa pesan,
khususnya mengenai atletik dan maskulinitas, karena kedua hal ini dapat
memberikan efek buruk yang secara tidak sengaja terjadi dalam
mendukung seksisme dan agresi. Kebijakan-kebijakan yang akan dibuat
harus dapat mengatur perilaku civitas akademica berdasarkan dengan
budaya serta mengakui bahwa identitas yang dimiliki oleh warga kampus
dapat mempengaruhi potensi sebagai korban pelecehan seksual. Hal ini
dikarenakan risiko akan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seluruh
warga kampus, sehingga akan menyulitkan upaya intervensi dan
pencegahan pelecehan seksual.

Berdasarkan laporan yang berasal dari National Academies of
Sciences, Engineering and Medicine (NAS) mengenai perilaku pelecehan
seksual yang terjadi di dunia pendidikan. Dalam laporannya, NAS
memberikan empat rekomendasi yang kemudian dapat memberikan
perubahan agar dapat mengakhiri pelecehan seksual, yaitu melakukan
integrasi nilai-nilai keragaman dan inklusi ke dalam kebijakan dan
prosedur; mengubah dinamika kekuasaan untuk dapat meredakan
ketergantungan terhadap hubungan penasihat; memberikan dukungan
terhadap penyintas pelecehan seksual melalui layanan dan pelaporan yang
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akan meminimalisir risiko pembalasan dendam oleh pelaku; dan

melakukan peningkatan dalam akuntabilitas dan transparasi.'®4

Kebijakan yang dibangun dalam perguruan tinggi selain
memberikan pemahaman yang secara komprehensif sebagai kebijakan
dengan dasar yang kuat, perlu pula dibekali hal-hal secara mendasar yang
kemungkinan insan civitas akademika belum dapati dari pendidikan

keluarga seperti:1®°

1. Membiasakan tidur terpisah dengan orang tua;

2. Mengajarkan etika meminta izin untuk masuk kamar;

3. Mendidik agar berpakaian sopan;

4. Mendidik agar menundukkan pandangan dan menjaga pandangan

mata;

o

Mendidik agar tidak berduaan dengan lawan jenis;

6. Mendidik agar menahan diri bila tidak mampu menikah.

Upaya preventif yang dilakukan berbagai perguruan tinggi lebih
memassifkan pada tatanan sosialisasi tentang kekerasan seksual. Selain itu,
pada tahap penceahan dan penanganan perlu untuk perguruan tinggi
mengupapayakan konselor untuk keperluan konseling pendidikan seks
melalui beberapa langkah khusus agar tingkat efektivitasnya cukup tinggi
pada tatanan penurunan kasus atau bahkan tidak adanya kasus kekerasan

seksual di perguruan tinggi, yaitu:1°®

1. Analisis, dalam tahap ini konselor harus menemukan suatu rumusan
dari masalah itu dan pengumpulan data tentang kekerasan seksual.
Dalam tahap ini akan diketahui asal usul masalah dan harus dengan

cepat menentukan hipotesis dalm masalah tersebut;

164 |bid, 142-143

165 Ruwanti Wulandari dan Jaja Suteja, Konseling Pendidikan Seks dalam Pencegahan Kekerasan
Seksual Anak (KSA), Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal, Vol. 2,
No. 01, Juni 2019, 66.

166 Ruwanti Wulandari dan Jaja Suteja, Konseling Pendidikan Seks, 77.
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2. Sintesis, merupakan langkah merangkum atau mengurutkan data-
data dari proses Analisis tadi mengenai masalah kekerasan seksual.
Data yang dirangkum haruslah mempermudah pemahaman dan
bukan mempersulit proses. Langkah ini penting karena merupakan
langkah awal dari proses konseling itu sendiri;

3. Diagnosis, ini merupakan langkah utama. Dalam langkah ini
pembahasan akan lebih menjorok pada permasalahan kekerasan
seksual, sebab-akibat, dan hasil analisa. Dalam langkah ini akan
konselor akan mendapatkan metode yang dapat digunakan dalam
proses konseling nantinya. Pemilihan metode konseling akan sangat
penting mengingat latar belakang psikologis dari tiap orang itu
berbeda beda;

4. Konseling, ini adalah proses dimana konselor harus menyampaikan
masukan, solusi atau arahan yang telah didapatkan lewat proses
sebelumnya. Langkah ini merupakan tindakan nyata yang berupa
sosialisasi. Konseling dapat dikatakan sukses apa bila sudah tidak
ada pertentangan dalam suatu pemikiran. Pada tahap ini klien korban
kekerasan seksual diharapkan dapat mandiri  mengambil
keputusannya untuk mengembangkan dan memaksimalkan
potensinya;

5. Tindak Lanjut, ini hanyalah langkah optional yang akan ditempuh
oleh konselor ketika klien belum mengerti mengenai masalah yang

dihadapinya dan belum mampu menyelesaikan masalahnya tersebut.

Pencegahan kekerasan terhadap seksual perempuan dan anak yang
dapat dilakukan oleh perguruan tinggi meliputi kegiatan: Komunikasi,
Informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan
seksual; Penyusunan kebijakan pencegahan kekerasan seksual dan
pelatihan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
Sedangkan strategi pemerintah untuk mengurangi kekerasan seksual pada

anak dapat dilakukan dengan cara membuat: Legislasi dan penerapan
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kebijakan yang melindungi anak dari segala bentuk kekerasan seksual
yang lebih konkret pada aspek teks dan konteks.

Wilayah kebijakan penanaganan kekerasan seksual perguruan
tinggi wajib melakukan pendampingan, perlidnungan, pengenaan sanksi
adminsitratif, dan pemulihan korban. Perguruan Tinggi yang tidak
melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dikenai sanksi
administratif berupa penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana
dan prasarana untuk Perguruan Tinggi, atau penurunan tingkat akreditasi

untuk Perguruan Tinggi, beberapa yang bisa dilakukan sebagai berikut:*’

1. Pendampingan
Pendampingan diberikan kepada korban yang berstaus sebagai
mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus
berupa konseling, layanan Kesehatan, bantuan hukum, advokasi,
dan bimbingan sosual dan rohani. Dalam hal korban atau saksi
merupakan  penyandang disabilitas, maka pendampingan
disesuaikan  dengan  kebutuhan  poenyandang disabilitas.
Pendampingan harus dilakukan berdasarkan persetujuan korban
atau saksi, baik secara langsung maupun oleh orang tua, wali, atau
pendamping dalam hal korban tidak memungkinkan untuk
memberikan persetujuan.

2. Pelindungan
Pelindungan kepada korban atau saksi kekerasan seksual di
perguruan tinggi diberikan dalam bentuk jaminan keberlanjutan
untuk menyelesaikan Pendidikan bagi mahasiswa, keberlanjutan
pekerjaan sebagai pendidik atau tenaga kependidikan, jaminan dari
ancaman fisik dan non fisik atau keberulangan kekerasan seksual
dalam memfasilitasi pelaopran terjadinya ancaman fisik dan on

fisik kepada aparat oenegak hukum, kerahasiaan identitas,

167 Orin Gusta Andini, Urgensi Keterlibatan LPSK Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual
Di Perguruan Tinggi, Sanksi 2022, 122-123.
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informasi hak dan fasilitas, serta penyediaan akses terhadap
informasi penyelenggraraan pelindungan, pelindungan dari sikap
dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan,
pelindungan korban dan atau pelapor dari tindak pidana, gugatan
perdata atas peristiwva kekerasan seksual yang diaporkan,
penyediaan rumah aman, dan pelindungan atas kebebeasan dari
ancaman berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

3. Pengenaan sanksi administratif
Dalam hal pelaku kekerasan seksual terbukti melakukan kekerasan
seksual, pengenaan sanksi admisnitratif dapat dikenakan berupa a)
sanksi admintratif ringan, yang terdiri dari teguran tertulis,
pernyataan (permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan
di internal kamus atau media massa). Sanksi, b) sanksi adminstrasi
sedang, berupa pemberhentian sementara dari jabatan tanpa
emmeroleh hak jabatan, pengurangan hak sebagai mahasiswa
(skors, pencabutan beasiswa, pengurangan hak lain), c) sanksi
admisntartif berat berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiwa,
pemberhentian tetap dari jabaran sebagai pendidik, tenaga
pendidik, atau warga kampus.

4. Pemulihan Korban
Pemulihan korban dilakukan melalui Tindakan medis, terapi fisik,
terapi psikologis, bimbingan sosial dan rohani dengan melibatkan
ahli yang terkait di bidangnya. Pemulihan korban ini dilakukan
berdasarkan oersetujuan korban, terkecuali dalam hal korban
mengalami secondary traumatic stress, maka dapat diberikan
hanya berdasarkan persetujuan saksi/ korban.

Konteks kebijakan yang merupakan kebijakan yang dapat diambil
perguruan tinggi dalam menjamin keamaan internal kampus dari
kekerasan seksual dan anak, dapat diprogramkan dari berbagai aspek,

yaitu:
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1. Bidang Kesehatan, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan terkait
kekerasan seksual agar tenaga kesehatan mampu memberikan
layanan yang berlandaskan pada prinsip pemenuhan hak perempuan
korban kekerasan seksual;

2. Bidang Sosial, memastikan tersediakannya dan menyiapkan
konselor yang berperspektif hak asasi manusia dan gender untuk
yang melakukan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan
seksual hingga korban perkosaan, termasuk pendampingan selama
masa kehamilan sepanjang korban perkosaan bersedia melanjutkan
kehamilannya;

3. Bidang Agama, membangun kapasitas tokoh dan penyuluh agama
konselor agar berperspektif hak asasi manusia dan gender dalam
melakukan pendampingan kepada perempuan dan anak korban
kekerasan seksual;

4. Bidang Hukum, memberikan perlindungan dan penanganan hukum

segera terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual.

Menciptakan kebijakan strategis dalam upaya pencegahan dan
penanganan atas dasar data pada masing-masing kampus. Hal yang
menjadi titik tekan adalah pada konteks bagaimana suatu kebijakan
dianalisis oleh akademisi (academic policy analysis) serta dikaji oleh
praktisi (applied policy analysis). Maka, kebijakan strategis atas beberapa
pernyataan di atas dapat menjadi kebijakan yang efektif dalam penerapan

di perguruan tinggi.

. Tantangan Perguruan Tinggi Dalam Penanganan, Pendampingan
Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak

Alamiahnya manusia membutuhkan ruang berkembang yang
kondusif untuk mewujudkan tatanan hidup dan berkehidupan. Manusia

yang tergabung dalam suatu masyarakat secara bersama-sama berupaya
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mencapai titik kondusif tersebut. Kadang kala perilaku seseorang justru
tidak selaras dalam mencapai keadaan yang dipandang ideal.

Perguruan Tinggi merupakan instrumen pendidikan nasional yang
diharapkan menjadi sarana pembentukan karakter kuat dan terlatih guna
keberlangsungan  sebuah  bangsa dan negara serta mampu
bertanggungjawab melahirkan generasi penerus bangsa yang militan.
Sebagai wadah tertinggi dalam jenjang pendidikan, perguruan tinggi
memiliki peran dan fungsi yang mulia bagi kehidupan bangsa mendatang,
dengan peran dan fungsi yang mulia perguruan tinggi diharuskan
memberikan kelayakan dan perlindungan yang tepat bagi setiap sivitas

akademik guna kenyamanan dan efektivitas kegiatan belajar dan mengajar.

Penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi hal
yang sangat penting ditangani karena beberapa alasan. Pertama, pelecehan
seksual memiliki dampak yang serius pada korban, baik secara fisik,
sosial, maupun psikologis. Kedua, Banyak kasus yang tidak dilaporkan
karena dianggap sebagai aib, atau bahkan korban berada dalam tekanan
pelaku sehingga memilih bungkam. Ketiga, kekerasan seksual dianggap
lumrah sehingga tidak menjadi masalah prioritas yang harus segera
diselesaikan. Beberapa kekerasan bahkan tidak dinilai sebagai kekerasan
seksual seperti catcalling, yakni lontaran ucapan dalam suara keras yang
bertendensi seksual seperti berseru, berkomentar kepada perempuan yang
lewat di jalanan, atau bersiul, mencolek, dan memegang bagian tubuh

tertentu.168

Perguruan tinggi mempunyai misi memanusiakan manusia. Kaum-
kaum intelektual yang hidup di lingkungan kampus menghasilkan spirit
dalam kebersamaan yang diharapkan mampu menjiwai setiap peserta didik
yang masuk ke lingkaran itu. Proses interaksi di lingkungan perguruan

tinggi sejatinya memberikan gambaran tentang proses pemanusiaan. Oleh

188 Usfiyatul Marfu’ah, et al, Sistem Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus,
Kafa’ah: Journal of Gender Studies, Volume 11, No. 1, Januari-Juni 2021, 96
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karenanya gambaran yang seharusnya tampak di lingkungan perguruan

tinggi adalah kemuliaan demi kemuliaan.

Indonesia memiliki kurang lebih 2.694 perguruan tinggi yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari ribuan perguruan tinggi
tersebut, belum semuanya memiliki aturan yang jelas mengenai
penanganan kasus kekerasan seksual. Hal ini dapat menjadi ladang subur
munculnya berbagai kasus kekerasan seksual karena pelaku merasa tidak
ada aturan yang dapat menjeratnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa
selama ini sudah banyak korban kekerasan seksual yang terjadi di kampus
namun tidak dapat diproses hukum dan hanya berakhir dengan kata damai.
Pengambil kebijakan di kampus seharusnya segera bertindak dengan
disahkannya Permendikbud Kekerasan Seksual di Kampus, sehingga
keamanan mahasiswa terjamin serta proses belajar mengajar tidak

menyalahi jalan yang seharusnya.*®°

Sebuah penelitian di tahun 2007 yang didanai oleh Departemen
Kehakiman (DOJ) Amerika Serikat (AS) melaporkan bahwa banyak
alasan berbeda yang tetap konsisten selama bertahun-tahun mengapa
kekerasan seksual di kampus merupakan tindak kejahatan yang tidak
dilaporkan. Secara khusus, penelitian tersebut menemukan bahwa para

korban:17°

1. Tidak memiliki bukti bahwa insiden itu terjadi;

2. Takut akan pembalasan oleh pelaku;

3. Takut perlakuan bermusuhan oleh pihak berwenang;

4. Tidak yakin pihak berwenang akan menganggap insiden itu cukup
serius;

5. Ingin mencegah keluarga dan orang lain dari mempelajarinya;

169 Elizabeth Grace Simanjuntak, M. Falikul Isbah, “The New Oasis”: Implementasi Permendikbud
Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi, Jurnal Analisa
Sosiologi Juli 2022, Vol. 11 No. 3, 547.

170 Ariani Hasanah Soejoeti, Vinita Susanti, Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan
Seksual di Kampus, Deviance: Jurnal Kriminologi VVolume 4 Nomor 1 Juni 2020, 69.
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6. Tidak tahu bagaimana melaporkan kejadian itu;

7. Tidak boleh mendefinisikan peristiwa tersebut sebagai serangan
seksual;

8. Malu dan enggan menganggap seseorang yang mereka kenal sebagai
pemerkosa;

9. Tidak mengerti definisi hukum tentang kekerasan seksual.

Dalam konteks Indonesia, kekerasan seksual di kampus seringkali
tidak dilaporkan dengan alasan yang sama seperti hasil penelitian di AS.
Sehingga cukup relevan sebagai bahan perbandingan. Munculnya
kekerasan terhadap perempuan erat kaitannya dengan ideologi kultural
atau tata nilai yang melekat pada struktur masyarakat dan pola relasional
atau hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pada era modern seperti
dewasa ini banyak sekali kejahatan yang terjadi khususnya yang menimpa

perempuan terutama kejahatan yang berhubungan dengan seksualitas.

Kemajuan teknologi ditengarai menjadi salah satu faktor terjadinya
kasus kekerasan seksual, dalam setiap kasus kekerasan seksual pada
perempuan (baik dibawah umur maupun remaja) yang kebanyakan
menjadi korban. Kekerasan terhadap perempuan terjadi diberbagai ranah
komunitas mulai dari komunitas masyarakat tradisonal sampai terjadi pada
masyarakat kota yang didentikan dengan kemoderennan. Bahkan pada
dunia pendidikan sekalipun tidak bisa menafikan adanya kekerasan
seksual yang dilakukan baik itu dilakukan Dosen terhadap Mahasiswa
seperti fenomena yang sedang gandrung pemberitaannya di media massa

maupun media sosial.*"*

Michle Foucault menyatakan ada empat diskursus yang
membahayakan, yaitu:"?

1 Sumintak dan Abdullah Idi, Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena
Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains, Vol.
11, 1 (Juni, 2022), 57

172 |hid, 58.
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Politik (kekuasaan);
Hasrat (seksualitas);

Kegilaan,

> W

Apa yang dianggap palsu atau benar.

Berdasar pada empat diskursus tersebut, hasrat (seksualitas)

menjadi salah satu diskursus yang mebahayakan apabila telah menyusup

dalam dunia pendidikan. Setelah sebelumnya kita telah sama-sama

mengetahui bahwa dalam dunia pendidikan juga telah terjadi diskursus

yang pertama yaitu politik (kekuasaan). Fenomena yang dapat kita lihat

belakangan ini adanya dua diskursus yang nampak dalam dunia

pendidikan berkolaborasi memainkan relasi kuasa atas kepentingan dan

hasratnya. Hal tersebut dapat dilihat dari motivasi pelaku kekerasan

seksual dalam beberapa kampus, yaitu:

1. UIN Kiai Haji Achmad Siddig Jember

“Pelaku melakukan pelecahan melalui kesempatan seperti pemilik
kos ke penghuni. Selain itu, ketika ada masalah penerangan kampus
juga dijadikan kesempatan melakukan kekerasan seksual oleh
pelaku” ™

Universitas Negeri Surabaya

“Paling banyak dilakukan secara verbal seperti catcalling, meminta
foto dan video yang tidak senonoh karena dianggap lebih mudah
didapatkan 174

UIN Sunan Ampel Surabaya

“Kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut menjadi faktor

utama. Baik verbal maupun non verbal "™

4. Universitas Airlangga Surabaya

173 Alfisyah Nurhayati, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Jember, wawancara
pada tanggal 14 Desember 2022
174 Iman Purba, Anggota satgas PPKS Unesa Surabaya, wawancara pada tanggal 08 September

15 Lilik Huriyah, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Sunan Ampel Surabaya,
Wawancara, pada tanggal 18 Desemeber 2022
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“Modus rata-rata karena relasi kuasa yang timpang serta
kesempatan situasi yang ada sehingga pelaku berani melakukan
kekerasan seksual "

Universitas Jember

“Modusnya melalui pacaran yang dimanfaatkan, hal tersebut
memiliki potensi besar menjadi korban kekerasan seksual """

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

“Kasusnya melalui Dosen Pembimbing ketika skripsi dan
diharuskan hadir sendiri. Relasi kuasa tersebut yang terjadi karena
dianggap akan menuruti”*’®

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

“Dilakukan dengan cara verbal dan non-verbal. Verbal dilakukan
karena dianggap lebih mudah melakukan dan potensi untuk
ketahuan cukup minim "

Universitas Brawijawa Malang

“Kasusnya karena kesempatan dan juga relasi kuasa. Sehingga
korban merasa tidak berdaya atas perlakuan oleh pelaku "%
“Tantangan pertama adalah adanya gap antara meningkatnya
jumlah korban dan keluarga korban yang telah mampu membuka
suara dengan ketersediaan lembaga yang menangani. Tantangan
kedua, adanya gap antara kualitas kekerasan yang semakin beragam
dengan kualitas penanganan. Tantangan ketiga, adanya gap antara
keluasan cakupan wilayah dengan sistem penanganan dengan
efektif, cepat dan sinergis. Dengan demikian bila diringkaskan maka

dari aspek penanganannya, korban belum memperoleh keadilan

176 Myrtati Dyah Artaria, ketua satgas PPKS UNAIR Surabaya, wawancara pada tanggal 18
Desember 2022

177 Linda Dwi Eryanti, ketua Pusat Studi Gender (PSG) UNEJ Jember, wawancara pada tanggal 18
Desember 2022

178 Lutfi Atmasari, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Kediri, Wawancara pada

tanggal 17 Desember 2022

179 |Istiadah, kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Malang, wawancara Pada tanggal
13 Desember 2022

180 Yenny Eta Widyanti, Ketua BKBH Brawijaya Malang, Wawancara 12 Desember 2022

140



secara cepat dan mudah, serta mendapatkan pemulihan yang

diperlukan

Motif atau faktor yang mendorong tersebut merupakan tantangan
dalam penanganan kekerasan seksual, sebagaimana disampaikan oleh
Menteri PPPA. Hal demikian perlu menjadi refleksi serta internalisasi
kedalam pemikiran bahwa perlu ada yang dibenahi dalam membangun
kultur yang bebas dari kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak
dalam lingkup perguruan tinggi.

Berbagai negara banyak kasus yang tidak dilaporkan, kebanyakan
kasus kekerasan seksual di kampus ditangani dalam kapasitas informal
(kuasi) oleh administrator lembaga perguruan tinggi. Hal ini disebabkan
karena korban seringkali mendapat pengalaman viktimisasi lanjutan
(ganda) saat korban melaporkan insiden yang dialaminya. Banyak korban
justru disalahkan oleh penyedia layanan dan dianggap berkontribusi
terhadap insiden yang dialaminya. Akibatnya, korban mendapat
pelanggaran lebih lanjut terhadap hak-haknya dan/atau trauma
tambahan.!82

Khususnya AS dan Inggris, penyelesaian kasus kekerasan seksual
di kampus melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan masih
menimbulkan pro dan kontra. Ada beberapa pihak yang mengklaim bahwa
penyelesaian “damai” tersebut merupakan upaya yang positif dan
mengarah pada penerapan keadilan restoratif. Namun demikian, ada
beberapa pihak yang menganggap upaya tersebut sangat mengambang
tanpa solusi hukum yang jelas.®

Indonesia sebagai negara dengan konsep Pendidikan yang
diperjuangkan, idealnya birokrat perguruan tinggi dapat memastikan hak

sivitas akademik atas rasa aman, nyaman, dan jaminan selama berada di

181 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Menteri

Ada Tantangan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan,

https://kemenpppa.qgo.id/index.php/page/read/29/3647/menteri-pppa-ada-tantangan-dalam-

penanganan-kasus-kekerasan, diakses pada 26 Desember 2022 pukul 12.12 WIB.
182 Ariani Hasanah Soejoeti, Vinita Susanti, Diskusi Keadilan Restoratif, 69
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lingkungan perguruan tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya. Merujuk pada pandangan Edward Il bahwa, menganalisis dan
mendeskripsikan implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan
dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. Adapun
indikator yang menunjukkan tantangan implementasi kebijakan perguruan
tinggi yang difokuskan pada ukuran tingkat keberhasilan suatu kegiatan
atau aktivitas kebijakan teserbut, yaitu:'8*
1. Komunikasi (communication)
Terdapat tiga dimenasi penting dalam komunikasi menurut Edward
Il yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Maka tantangan yang
menjadi tolok ukur kesuksesan program PPKS di perguruan tinggi
adalah memenuhi unsur dari komunikasi tersebut;
2. Sumber daya (Resources)
Ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya
manusia, dimana hal ini berkenaan dengan keahlian dari pelaksana
suatu program untuk melaksanakan kebijakan atau program tersebut
secara efektif. Perencanaan hingga implementasi program menjadi
hambar ketika SDM tidak dapat melakukan manajemen yang baik;
3. Disposisi (Dispotition)
Disposisi atau sikap pelaksana yang dimaksud adalah kesungguhan
dari PSGA masing-masing kampus, Satgas hingga pimpinan kampus
dalam melaksanakan kebijakan PPKS. Jika ingin berjalan dengan
efektif, maka para pelaksana dari program tersebut juga dengan
kemampuannya harus terdorong sepenuh hati dan memiliki
komitmen yang kuat dalam melaksanakan kebijakan;
4. Struktur Birokrasi (Bureauctratic Structure)
Struktur birokrasi dalam Satgam maupun PSGA di masing-masing
Perguruan Tinggi menjadi penyelenggara implementasi kebijakan.

Kooridnasi menjadi fator penting dalam struktur organisasi agar

184 Ema Mutia Fitri, et al, Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan
Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Di Perguruan Tinggi, Journal Of Gender Equality And
Social Inclusion (Gesi), Vol. 1 No. 1 Oktober 2022, 17-20
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dapat melaksanakan kebijakan dengan baik. Hal ini dikarenakan
dalam pelaksanaan kebijakan public melibatkan banyak orang,
bidang dan lingkungan. Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang
signifikan tehadap implementasi kebijakan yang biasanya sudah
dibuat Standard Operational Procedure (SOP). Sementara SOP
tesebut menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak
agar dalam pelaksnaannya tidak menyimpang dari sasaran yang telah

ditetapkan sebelumnya;

Guna memberikan program yang berkelanjutan terhadap isu PPKS
di lingkungan Perguruan Tinggi, diperlukan faktor pendukung,
pelaksanaan implementasi kebijakan PPKS yang didukung sebagaimana

berikut ini:1®

1. Adanya aturan sebagai dasar pencegahan dan penanganan terhadap
kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi&

2. Kesepakatan bersama untuk menjamin rasa aman dan nyaman dalam
proses pembalajaran melalui langkah-langkah mendasar seperti:
sosialisasi, advokasi, fasilitas secera terencana, terpadu dan belanjut
serta menjamin legalitas pencegahan dan penanganan kekerasan
seksual di perguruan tinggi

Selain itu, perlu memahami pula faktor penghambat dalam

pencegaham dan penanganan PPKS di Perguruan Tinggi yaitu:8’

1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran dari pejabat perguruan tinggi
terkait PPKS dan tidak menyeluruhnya proses sosialisasi agar dapat
dipahami oleh seluruh sivitas akademik;

2. Ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta

belum berseragamnya persepsi tentang pentingnya PPKS di

185 Ema Mutia Fitri, et al, Implementasi Kebijakan Pemerintah, 21.
186 Telah terbit Permendikbudristek dan Permenag tentang PPKS
187 Ema Mutia Fitri, et al, Implementasi Kebijakan Pemerintah, 21
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lingkungan perguruan tinggi guna menunjang Kkebijakan yang
tergolong rendah dan perlu ditingkatkan;
3. Kurangnya partisipasi baik dalam bentuk pengetahuan maupun

pengawalan sivitas akademik dalam pengawalan kebijakan PPKS ini

Selain itu, nampak hambatan pencegahan, penanganan dan
pemulihan korban kekerasan seksual adalah impunitas terhadap pelaku di
lingkungan pendidikan sendiri yang lebih memberikan perlindungan
terhadap pelaku demi menjaga nama baik institusi. 88

Tantangan yang dipaparkan tersebut, perlu untuk menjadi refleksi
dalam tatanan implementasi. Selain itu, perlu untuk kembali pada
pendidikan karakter bangsa yang seyogyanya menjadi dasar nilai
kehidupan berbangsa sehingga menciptakan perguruan tinggi yang aman

dari kekerasan seksual yaitu:*®°

1. Religius Sikap dan tindakan taat dalam menjalankan ajaran agama
yang dianutnya, toleransi dalam menjalankan ibadah pemeluk
agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain;

2. Jujur Perbuatan yang dilandasi oleh upaya untuk selalu menjadi
orang yang dapat diandalkan dalam perkataan, perbuatan dan
pekerjaan;

3. Toleransi Sikap dan perilaku yang menghargai perbedaan agama,
ras, suku, pendapat, sikap, dan perilaku;

4. Disiplin Perilaku yang menunjukkan perilaku tertib dan mematuhi
berbagai peraturan dan perundang-undangan;

5. Kerja keras Perilaku yang menunjukkan perilaku tertib dan

mematuhi berbagai peraturan dan perundang-undangan;

188 KOMPAS, Hambatan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan: Pelaku Lebih
Dilindungi, https://nasional.kompas.com/read/2020/10/30/11564311/hambatan-pencegahan-
kekerasan-seksual-di-lembaga-pendidikan-pelaku-lebih, diakses pada 27 Desember 2022 Pukul
08.45 WIB.

189 Itmamil Wafa, Tantangan Serta Peran Seorang Pendidik Dalam Pendidikan Karakter Di Abad
21, https://thesiscommons.org/ujtor/, 3-4
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6. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara
atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki;

7. Mandiri. Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada
orang lain dalam menyelesaikan tugas- tugas;

8. Demokratis. Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai
sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain;

9. Rasa Ingin Tahu. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk
mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang
dipelajarinya, dilihat, dan didengar;

10. Semangat Kebangsaan Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan
yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas
kepentingan diri dan kelompoknya;

11. Cinta tanah air, Berpikir, bertindak, dan mengetahui bahwa
kepentingan nasional dan bangsa lebih diutamakan daripada
kepentingan diri sendiri dan kelompoknya;

12. Menghargai hasil Sikap dan tindakan yang mendorongnya untuk
menciptakan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui
serta menghargai keberhasilan orang lain;

13. Ramah / komunikasi Sikap dan tindakan yang mendorongnya untuk
menciptakan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui
serta menghargai keberhasilan orang lain;

14. Cinta damai Sikap dan tindakan yang mendorongnya untuk
menciptakan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui
serta menghargai keberhasilan orang lain;

15. Saya suka membaca Kebiasaan menghabiskan waktu membaca
berbagai bacaan yang memberinya keutamaan;

16. Perlindungan lingkungan. Sikap dan tindakan untuk senantiasa
mencegah kerusakan lingkungan alam setempat dan mengembangk

an upaya perbaikan kerusakan alam yang ada.

Poin pendidikan karakter di atas sebagai bahan refleksi berbangsa

dan bernegara demi mewujudkan perguruan tinggi yang aman secara
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karakter bangsa. Keteraturan berbangsa dan bernegara dengan pendidikan

karakter akan lebih menyadarkan daripada sekadar pada persoalan hukum

menghukum. Sehingga berbangsa dan bernegara akan teratur sedemikian

rupa dan menjadi bangsa yang luhur akan kultur budaya saling menghargai

dan menghormati.

No.

Sub 1

Menciptakan Lingkungan Pendidikan
Yang Merdeka Dari Kekerasan Seksual
Terhadap Perempuan Dan Anak

Sub 2

Kebijakan Strategis Perguruan Tinggi Dalam
Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap
Perempuan Dan Anak

Sub 3

Tantangan Perguruan Tinggi Dalam
Penanganan, Pendampingan Dan
Pencegahan Kekerasan Seksual
Terhadap Perempuan Dan Anak

1. | Dasar hukum PPKS di | Penggunaan hukum | Indonesia ~ memiliki
PT: sebagai instrumen dalam | kurang lebih 2.694
Permendikbudristek pencegahan dan | perguruan tinggi yang
Nomor 30 Tahun 2021 | penanganan kekerasan | tersebar di seluruh
dan Peraturan Menteri | seksual di lingkungan | wilayah Indonesia
Agama Nomor 73 | perguruan tinggi mejadi | sehingga cukup
tahun 2022 upaya yang sangat | menjadi PR besar.

rasional

2. | Terdapat persamaan | Secara empiris kebijakan | Tantangan dari
program seperti | dapat berupa peraturan, | Penelitian AS 2007
adanya sosialisasi dan | petunjuk, dan program KS tidak dilaporkan
SOP. Berbeda dengan karena: Tidak
IAIN Kediri menjadi memiliki bukti, takut
UKM Gender, UINSA ada balas dendam
membentuk Vocal pelaku, malu hingga
Point per Fakultas. tidak mengetahui

perlindungan atas
hukum.

3. | Momentum PKKMB, | Kebijakan KS setidaknya | Jalur non-litigasi
PBAK, Osjur, atau | harus memenuhi empat | sebagaimana banyak
melalui  penyebaran | hal penting yakni: Tingkat | kampus lakukan
buku  saku  dapat | hidup meningkat, keadilan | memiliki pro kontra.
dijadikan pengenalan | (segi hukum, keadilan | upaya tersebut
PPKS sosial, peluang prestasi | dianggap

dan  kreasi individu), | mengambang tanpa
mendapat kesempatan | solusi hukum yang
aktif partisipasi, terjamin | jelas.

pengembangan

berkelanjutan.
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Sistem pencegahan | Perlu dibekali hal-hal | Tantangan yang perlu
dan penanggulangan | secara mendasar Yyang | dipertimbangkan
kekerasan seksual | kemungkinan insan civitas | dalam tingkat
yang sudah dilakukan | akademika belum dapati | keberhasilan
oleh United States and | dari pendidikan keluarga. | kebijakan PPKS
the Centers for melalui  komunikasi,
Disease Control and sumber daya,
Prevention (CDC) disposisi, struktur
cukup baik dituangkan birokrasi.
dalam strategi
komprehensif dengan
membangun dulu
model ekologi sistem
yang supported, mulai
dari individu, relasi,
komunitas, masyarakat
civitas kampus secara
keseluruhan

PT perlu mengupayakan | Faktor  pendukung:

konselor tentang
pendidikan  seks  dari
analisis, sintesis,

diagnosis, konseling, dan
tindak lanjut.

adanya aturan dan

konsensus tertentu

Faktor penghambat:
kurang memahami
dan kesadaran di PT,

ketersediaan SDM
kompeten, kurang
partisipasi baik
pengetahuan hingga
pengawalan.
PT perlu | Perlu revitalisasi
mempertimbangakan pendidikan  karakter
program  yang  akan | dalam berbangsa dan
dicanangkan melalui | bernegara guna
beberapa bidang yaitu | teriptanya budaya
Kesehatan, Sosial, | luhur bangsa
Agama, dan Hukum. Indonesia yang saling
menghargai dan
menghormati.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasar pada hasil penelitian dan rumusan masalah yang telah
dilakukan analisis oleh peneliti sebagaimana dalam bab sebelumnya. Maka
peneliti menyimpulkan sebagaimana berikut:

1. Upaya perlindungan, penanganan dan pendampingan kekerasan
seksual terhadap perempuan dan anak, khususnya di lingkungan
perguruan tinggi telah diimolementasikan sesuai dengan
permendikbutristek dan peraturan Menteri agama. Sehingga korban
dapat dilakukan rehabilitasi atau pemulihan mulai dari kondisi
psikologis, sosial, dan bahkan hukum. Dan untuk pelaku, sebisa
mungkin dilakukan penindakan hukum sesuai denganjenis-jenis
sanksi yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku; mulai dari sanksi administrasi ringan, sedang hingga berat.
Namun memang berdasar pada hasil penelitian, khusus sanksi berat
tidak sebanyak sanksi ringan dan sedang yang telah diterapkan oleh
perguruan tinggi terkait. Hal tersebut tidak lain berdasarkan pada
kasus yang terajadi dan kondisi korban dan pelakunya. Selain itu,
perguruan tinggi pada umumnya, melakukan pencegahan dengan
berbagai cara, mulai dari menindak lanjuti peraturan yang ada ke
dalam kebijakan hingga pembentukan tim sosialisasi, satgas dan
Kerjasama antar Lembaga.

2. Berkenaan dengan strategi yang dilakukan oeh perguruuan tinggi
guna mencegah, menangani, mendampingi dan perlindungan
terkait kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di
lingkungan perguruan tinggi; nampaknya secara institusional, telah
melahirkan beberapa kebijakan strategis sebagai strategi dalam
lingkup kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Diantaranya terdapat pembentukan satgasus PPKS, penerbitan
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buku panduan PPKS di beberapa perguruan tinggi, sosialisasi
massif terhadap civitas akademika, pelibatan semua golongan
dalam satgasus, pembentukan vocal point dan Kerjasama antar unit
serta Kerjasama antar institusi yang memiliki visi dan misis yang
sama dalam memerangi kekerasan seksual khususnya di
lingkungan Pendidikan.

3. Tangtangan yang dihadapi perguruan tinggi dalam melaksanakan
tanggung jawab menciptakan lingkungan Pendidikan yang
merdeka dari segala bentuk kekerasan seksual, dapat berupa
problematika sumber daya manusia yang tidak semua paham
terkait kekerasan seksual, birokrasi yang masih kurang proaktif dan
kurang sinergi dalam memerangi kekerasan seksual di lingkungan
kampus, sulitnya mengungkap kejadian di luar adanya pengakuan
dan pengaduan dari korban, dilematis institusi antara melindungi
kepentingan korban (keadilan, kepastian hukum) dengan
kepentingan institusi (menjaga nama baik institusi) dan sanksi yang
ada masih dalam kategori kurang memberikan keadilan bagi
korban. Namun semua tangtangan yang problematis tersebut,
kiranya dapat diatasi dengan aturan-aturan yang berlaku, baik di
internal institusi maupun peraturan perundang-undangan yang

lainnya.

B. Saran

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang boleh jadi kebenarannya
sangat relative. Namun terkait tanggung jawab institusi Pendidikan dalam
memerangi kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan, khususnya di
perguruan tinggi, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan

kedepannya:
1. Untuk semua tingkatan institusi Pendidikan, mulai yang paling bawah
hingga yang tertinggi, dengan adanya peraturan yang jelas dan dapat

mengakomodir kepentingan umum terkait kemerdekaan atas kekerasan
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seksual dalam implementasinya, agar semua pihak dapat mendukung
penuh tanpa alasan apapun, agar tujuan dari diberlakukannya aturan
anti kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan dapat tercapai.
Kepada Menteri khususnya kementerian agama, agar membentuk tim
evaluasi kinerja para tendik dan dosen selain evaluasi kinerja system
digital yang selama ini telah dilakukan. Agar profesionalisme dapat
terus ditingkatkan.

. Selain itu, dibutuhkan pula alat, instrument khusus atau strategi ukur
terkait prilaku dan moralitas semua pihak yang terlibat dalam proses
Pendidikan, khususnya di lingkungan Pendidikan tinggi; demi

kemerdekaan lingkungan Pendidikan dari kekerasan seksual.
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